BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang

Mengingat

. a.

1

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-
2001

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801); ‘
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
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(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika penulisan dokumen PERUBAHAN RPJMD Tahun

2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB 1 :Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah,;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB IX : Penutup.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5

Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS dan
RAPBD disasarkan pada urusan pemerintah dan perangkat
daerah yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal (9 Jur!
SEKRETARIS DAERAH

Ditgtapkan di Andoolo

2024

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

o,

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (1/24/2024)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
atas segala karunia dan kekuatan-Nya jualah, Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 — 2026
dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD)
Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 — 2026 adalah untuk menyelaraskan kondisi
daerah, masalah pembangunan, Isu Strategis, Program Strategis, Kerangka
Pendanaan, Indikator Kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah,
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten
Konawe Selatan tahun 2021 - 2026 merupakan rujukan dalam penyusunan
Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, serta Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan. Sejumlah
Program Yang mengalami penambahan yang termuat dalam dokumen tersebut
diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Konawe
Selatan, Dengan sinergi yang optimal dari Organisasi Perangkat Daerah dan
dukungan dari semua pihak, Insya Allah harapan tersebut dapat tercapai.

Semoga ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menyatukan hati kita,dan
memberikan kekuatan untuk melaksanakan RPJMD ini dengan penuh rasa

tanggung jawab, komitmen, dan dedikasi untuk pembangunan Konawe Selatan

PERUBAHAN RPIMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 i



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang

Mengingat

. a.

: 1.

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-
2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negdara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan



.

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika penulisan dokumen PERUBAHAN RPJMD Tahun

2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB IX : Penutup.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5

Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS dan
RAPBD disasarkan pada urusan pemerintah dan perangkat
daerah yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal |4 Jurl!
SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Andoolo

2024

SURUNZDDIN DANGGA

2024

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

N

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (1/24/2024)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan
yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan perlu mengacu atau berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan
bagi perencanaan dari pusat hingga daerah, dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut
menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan yang harus dimiliki
oleh pemerintah daerah meliputii Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021
secara umum telah menunjukan capaian hasil yang cukup baik di berbagai
bidang. Capaian yang baik ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk
meningkatkan kinerja pembangunan dalam RPJMD periode selanjutnya (tahun
2021-2026). RPJMD ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat arah kebijakan
keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program
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kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-
2026 harus mengacu pada syarat dan kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pada Oktober 2016 telah terbit beberapa
peraturan perundangan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur antara lain Pembentukan,
Jenis, dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah, Kriteria serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan
lain-lain berkenaan dengan perangkat daerah. Oleh karena itu sebagai bentuk
penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan Bersama DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan berbagai faktor atau isu,
baik yang bersifat isu lokal, nasional, dan global. Hal ini dikarenakan perubahan
yang terjadi baik bersifat global maupun nasional dapat mempengaruhi berbagai
dinamika pembangunan di tingkat lokal atau daerah. Beberapa isu yang harus
diakomodir dalam penyusunan RPJMD antara lain prinsip pembangunan
berkelanjutan (SDGs), digitalisasi, ketahanan pangan dan energi, Kkrisis
(bencana) lingkungan serta integrasi kawasan ekonomi. Tentu saja beragam isu
tersebut berimplikasi terhadap peraturan dan kebijakan kebijakan pembangunan
di daerah sehingga perlu mengakomodir pula isu-isu tersebut kedalam dokumen
Perubahan RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil pengendalian
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dan evaluasi yang menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan memerlukan
penyesuaian atau mengalami perubahan. Perubahan RPJMD Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2021- 2026 perlu dilakukan dengan pertimbangan antara
lain menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah; menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; penyesuaian
dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19
yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian; serta
mengakomodir program baru atau perubahan program prioritas yang fokus pada
pencapaian sasaran strategis RPJMD.

Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-
2026 merupakan revisi substansial dokumen perencanaan daerah Kabupaten
Konawe Selatan yang mengakomodir perubahan program prioritas yang relevan
dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah Kkebijakan pembangunan dan
merupakan penjabaran visi misi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Dokumen perubahan RPJMD ini tetap menjadi satu kesatuan dalam sistem
perencanaan nasional yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan
daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai wujud pendekatan
perencanaan yang bersifat ilmiah, terbuka dan partisipatif, perubahan RPJMD
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 tentunya menggunakan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif,dan terukur.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan perubahan RPIJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-

2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4267);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4739);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5588) sebagaimana beberapa kali diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Nasional Tahun 2020— 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

PERUBAHAN RPJMD KAB. KOAWE SELATAN TAHUN 2021-2026



tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018 Tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2012 Tentang
RPJPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013
tentang Desa Mandara Mendidoha (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2013 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2018
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2020-2040.
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1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Konawe Selatan merupakan revisi substansial dokumen RPJMD
periode 2021-2026. Dokumen ini menjadi payung hukum dalam keseluruhan
proses dan mekanisme penyusunan rencana kerja tahunan daerah untuk tahun
2021 sampai dengan tahun 2026 yang dituangkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Selatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Sistem
Pemerintahan Daerah yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014, menempatkan Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021- 2026 sebagai satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka
acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan,
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana
pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan
dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Renstra OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Keberadaan dokumen maupun
perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan memiliki keterkaitan erat dengan
dokumen perencanaan lainnya yang selanjutnya dapat diuraikan dalam Gambar
1.1.

RPJMD PROVINSI
T
I
Diperhatikan |
RTRW — Dijabarkan | poyp | Dipedomani — Dipedomani
’ KAB.KOTA »
KAB.KOTA _|_, pyw—
Dipedomani Diacu
A Dipedomani ¥

Renstra SKPD  f—p Renja SKPD

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
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Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kedudukan RPJMD dalam kerangka perencanaan jangka panjang,

menengah dan tahunan adalah sebagai berikut:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

RPJMD maupun Perubahan RPJMD dilaksanakan dalam Renstra OPD
dan diterjemahkan menjadi RKPD;

Perubahan RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka
menengah yang dilaksanakan melalui Renstra OPD;

Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian visi dan misi Renstra OPD;

Seluruh program selama tahun 2021-2026 pada Renstra OPD

mempedomani program prioritas dalam Perubahan RPJMD;

Renja OPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam
kegiatan prioritas;

RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil)
RKPD dan Renja OPD.
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1.4 SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

1.4.1. Amanat Integrasi

Amanat pengintegrasian antara dokumen rencana tata ruang dengan
dokumen rencana pembangunan telah tertuang dalam Undang-undang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 maupun Undang-
undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Lebih khusus lagi, UU No. 17
Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa
konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk
dapat melihat secara jelas bagaimana amanat integrasi tersebut dijabarkan
secara lebih rinci, baik dari sudut pandang pelaksanaan penataan ruang, maupun

dari sudut pandang sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.4.2. Kedudukan RPJMD terhadap RTRW

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten disusun berdasarkan visi, misi,
dan program kepala daerah terpilih dengan mengacu pada:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RTRW dan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang
daerah yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi. Kedua dokumen
perencanaan jangka panjang tersebut menjadi acuan dalam penyusunan
RPJMD. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan integratif dengan penyusunan
Renstra masing-masing SKPD. Dalam hal ini, Rancangan Tata Ruang Wilayah

(RTRW) juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, khususnya bagi
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urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan
memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang
kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan
infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri
(urusan industri), pewilayahan komoditas ataupun kawasan perikanan (urusan

pertanian dan perikanan), dan sebagainya.

1.5 INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan
pembangunan, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam
rencana pembangunan dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan
kunci keberlanjutan (sustainability key questions). Pertanyaan ini untuk
memastikan apakah penyusunan rencana  pembangunan sudah
mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-
pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang
seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
Persepsi tentang makna “kepentingan” Lingkungan Hidup ini penting untuk
didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan
ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan telah
mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili,
oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan
sosial ekonomi, yaitu: keterkaitan/ketergantungan, keberlanjutan dan keadilan
dalam pemanfaatan sumber daya. Masing-masing kaidah ini kemudian
dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator
input dan proses (implementasi):

o Keterkaitan/ketergantungan  (interdependence)  menunjukkan  tingkat
partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan
keputusan perencanaan pembangunan. Keselarasan dalam proses
pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan, kejelasan mekanisme,
prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar
Lembaga (formal dan non formal), dan antar wilayah, kejelasan
digunakannya ekosistem, Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem khas
dalam perencanaan pembangunan. Keterkaitan RPJMD, Nasional, Provinsi

dan Kabupaten/Kota, utamanya antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem.
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e Keberlanjutan (sustainability) menunjukkan sejauh mana faktor-faktor
penunjang keberlanjutan antara lain, daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup serta sector kemampuan sumberdaya alam pulih kembali
(alih fungsi menjadi sumberdaya produktif lainnya) menjadi pertimbangan
perencanaan pembangunan.

e Keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA)
(environmental justice). Mencegah terjadinya pembangunan yang berakibat
pada marjinalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses,
pemanfaatan, penguasaan dan pengendalian terhadap sumberdaya alam.
Pertimbangan keadilan juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur
dasar dan informasi atas sumberdaya.

Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan Lingkungan

Hidup dalam perencanaan pembangunan tersebut di atas prinsip dan Kkriteria

tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan termasuk

indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolok ukur. Isu strategis KLHS
dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 adalah
isu kemiskinan, pengangguran, pelayanan dasar dan infrastruktur. Namun isu
krisis (bencana) lingkungan, alih fungsi lahan, ketahanan pangan dan energi,
digitalisasi integrasi kawasan ekonomi belum masuk dalam substansi yang

disebutkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan.

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN
1.6.1. Maksud

Perubahan RPIJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 adalah revisi
dokumen perencanaan daerah yang dimaksudkan sebagai penjabaran dan
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan pada periode
tahun 2021-2026, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis

danberkesinambungan.
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1.6.2. Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai
berikut:

1) Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan periode tahun 2021-2026;

2) Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan
pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;

3) Menetapkan perubahan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun
2021-2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka perubahan RPJMD
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 juga mempunyai fungsi pokok
sebagaimana RPJMD induk yang disusun sebelumnya dan dijadikan acuan
dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, langkah penempatan visi dan misi
kepala daerah ke dalam lembaran daerah vyaitu dalam bentuk dokumen
perencanaan pembangunan daerah, serta perumusan strategi untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta
kerangka pendanaannya selama tahun 2021-2026. Adapun penjelasan bahwa
perubahan RPIJMD Kab. Konawe Selatan mempunyai fungsi pokok sebagai:

1) Acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2021-2026;

2) Tolok ukur keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah di bawah
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;

3) Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung
jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program
kepala daerah;

4) Pedoman seluruh pemangku kepentingan kepala OPD dalam melaksanakan
pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan; dan

5) Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan
penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai
dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang RPJIMD.
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 disusun dalam sembilan bab

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisan perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021-2026.

BAB Il Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menggambarkan umum kondisi Kabupaten Konawe Selatan yang
meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Bab
ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis
daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun
mendatang.

BAB lll Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan
daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk
pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu
strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima
tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada Bab Il.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab ini mendeskripsikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
untuk membangun Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026
diuraikan secara operasional dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan

targetnya.
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BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
Penetapan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya, dijabarkan
dalam bab ini. Bagian ini terdapat revisi program prioritas yang

diintegrasikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah
Bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan
disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu
indikatif, = serta  perangkat daerah  penanggung jawab
penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIl Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini berisi penjelasan tentang penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX Penutup
Dalam bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Karakteristik Fisik Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah 4.237,74 km? dengan
luas wilayah daratan (laut) + 423.234 Ha dan panjang pantai keseluruhan
termasuk pulau-pulau kecil yaitu = 200 km. Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
berbatasan dengan:

e Kabupaten Konawe dan Kota Kendari (di sebelah Utara)
e Laut Banda dan Laut Maluku (di sebelah Timur)

e Selat Tiworo, Muna Barat (di sebelah Selatan)

e Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur (di sebelah Barat)

Gambar 2.1. Peta Konawe Selatan Konawe Selatan

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN KONAWE
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Secara administratif Konawe Selatan terbagi ke dalam 25 kecamatan degan

sebaran luas sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022

No Kecamatan Luas (km? No Kecamatan Luas (km?)
1 Tinanggea 320,37 14 Moramo 254,26
2 Lalembu 147,90 15 Moramo Utara 159,76
3  Andoolo 118,66 16 Konda 127,13
4 Buke 181,38 17 Wolasi 158,92
5 Andoolo Barat 79,67 | 18 Ranomeeto 90,25
6 Palangga 173,75 19 Ranomeeto Barat 69,50
7 Palangga Selatan 107,64 20 Landono 109,76
8 Baito 151,71 ' 21 Mowila 122,89
9 Lainea 205,11 22 Sabulakoa 66,53
10 Laeya 276,72 23 Angata 294,10
11 Kolono 340,29 24 Benua 133,91
12 Kolono Timur 125,01 25 Basala 48,73
13 Laonti 373,77 Luas Konawe Selatan 4.237,74

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka (2023)

Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Laonti, diikuti Kecamatan
Tinanggea. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan
Ranomeeto Barat.

Permukaan tanah Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan
berbukit yang diapit oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk
pengembangan di sektor pertanian. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut
(DPL), wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dibedakan atas lima kelompok

sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Konawe Selatan

NO KETINGGIAN KECAMATAN
1 0-25 meter Tinanggea, Lainea, Laeya, Kolono Timur, Moramo,
2 26-50 meter Palangga Selatan, Kolono, Laonti, Moramo Utara, Konda,

Sabulako, Ranomeeto Bara

3 51-75 meter Angata, Lalembuu, Ranomeeto, Basala,
4 76-100 meter Andoolo Barat, Benua, Mowila,
5 >100 meter Andoolo, Buke, Palangga, Baito, Wolasi, Ladono

Sumber: Diaolah dari Konawe Selatan dalam Angka 2023

Berdasarkan jenis tanahnya, di Kabupaten Konawe Selatan sebagian
besar merupakan tipe grumosol, diikuti tipe tanah podzolik, dan latosol.
Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah terluas mempunyai dengan tingkat
kemiringan 1,8 — 13,5 derajat, yaitu seluas 147.208,06 Ha (32,61%).

Grafik 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah
di Kabupaten Konawe Selatan
Organosol )
5% Alluvial
5%

Latosol
23% /

Grumosol
36%

Mediteran
3%

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023
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2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2020-2040 (Perda Kabupaten Konsel No. 5 Tahun 2020), kawasan strategis
yang  dimiliki

peruntukannya. Kawasan strategis berbasis perikanan budidaya ditetapkan

Konawe Selatan menurut

Kabupaten dikelompokkan
berada di Kecamatan Tinanggea, Kolono, dan Kolono Timur. Sementara
kawasan strategis berbasis pertanian berada di Kecamatan Lalembuu. Kawasan

strategis ini berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2. Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan

@ PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KAS KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

uuuuu

KAR ROMBANA

.......

Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020

Selain kawasan strategis, Kabupaten Konawe Selatan juga memilii
kawasan budidaya yang fungsi utamanya didasarkan pada kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan
peruntukan budidaya ini antara lain terdiri atas: kawasan hutan produksi,
kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi,
kawasan peruntukan dan kawasan

industri, pariwisata.
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Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan
produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan
luasnya kurang lebih 3.620 hektar. Potensi ini terdapat di Kecamatan Wolasi,
Laeya, Moramo Utara, dan Moramo. Adapun kawasan hutan produksi tetap
luasnya kurang lebih 66.767 hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda,
Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga,
Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila, dan Landono. Total
hutan produksi yang ada 70.387 hektar (Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun
2020).

Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki kawasan pertanian seluas
kurang lebih 163.821 hektar terdiri atas: kawasan tanaman pangan, kawasan
hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Secara umum,
kawasan pertanian ada di setiap kecamatan. Namun demikian, sejumlah
kecamatan telah ditetapkan sebagai wilayah khusus merujuk pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan seperti yang tampak dalam tabel
berikut.

Tabel 2.3. Sebaran Kawasan Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan

Kawasan Wilayah Kecamatan Keterangan
Tanaman Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Padi
Pangan Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa,

Mowila, Landono, Lainea, Laeya, Palangga,
Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke,
Angata, Basala, Lalembu, Baito, dan Tinanggea

Hortikultura Ranomeeto, Lainea, Laeya, Moramo, Moramo Cabai
Utara, Baito, Sabulakoa, dan Palangga
Konda, Wolasi, Laeya, Andoolo, Buke, Basala, Jeruk
Lalembuu, dan Tinanggea

Perkebunan  Benua, Basala, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Kakao

Lalembuu, Angata, dan Tinanggea

Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Sawit
Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua,

Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, dan

Wolasi

Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tebu
Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua,

Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat,

Konda, dan Wolasi

Peternakan Laeya, Lainea, dan Wolasi Wilayah
pengembangan
sapi

Palangga, Tinanggea, Baito, Buke, Laeya, dan Sumber bibit Sapi
Konda Bali

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 (diolah)
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Kawasan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan luasnya sekitar 5.551
hektar yang terdiri dari perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya.
Potensi pengembangan wilayah di sektor perikanan tangkap berada di
Kecamatan Kolono dan Kolono Timur sarana dan prasarana perikanan tangkap
di daerah ini terdiri dari Tempat Pendaratan lkan (TPI) sekaligus berfungsi
sebagai Pangkalan Pendaratan lkan (PPI). Untuk saat ini sudah tersedia TPI/PPI
Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Adapun kawasan budidaya air payau
berupa tambak berada di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur,
Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Balai Benih Ikan Air
Tawar (BBI) meliputi BBI Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan rencana BBI
Air Tawar di Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata dan Tinanggea.
Kawasan budidaya air tawar direncanakan ada di setiap kecamatan dengan
mempersiapkan Balai Benih lkan Air Laut di Kecamatan Kolono, Palangga
Selatan, Tinanggea, Lainea, dan Kolono Timur.

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Konawe Selatan
luasnya kurang lebih 17.582 hektar yang terdiri atas kawasan pertambangan
mineral (logam dan batuan) serta kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan
mineral logam terdapat di Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan,
Palangga, Tinanggea, Lalembuu, dan Andoolo. Adapun kawasan pertambangan
batuan terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti. Sementara
untuk potensi panas bumi terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa
Lamokula Kecamatan Moramo Utara, dan Desa Moramo, Kecamatan Moramo.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Selatan memiliki
luas sekitar 4.445 hektar merupakan bagian dari perwilayahan industri yang
dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri,
kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan
industri menengah. Kawasan peruntukan industri direncanakan di Kecamatan
Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya,
Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua,
Buke, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto, dan Konda. Kawasan industri
direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, dan
Tinanggea. Adapun sentra industri kecil dan menengah tersebar di beberapa

kecamatan menurut jenis industrinya
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Tabel 2.4. Sebaran Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah
di Kabupaten Konawe Selatan

NO INDUSTRI KECAMATAN KET
1 Pengolahan hasil Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea,

pertanian dan Palangga, Baito, Lainea, Laeya,

peternakan Moramo, Landono, Mowila, Angata, -

Benua, dan Desa Lomboeya
Kecamatan Moramo Utara

2 Industri pengolahan Ranomeeto kakao
hasil perkebunan Andoolo, Andoolo Barat tepung tapioka
Angata, Moramo, dan Mowila rencana pabrik
gula
Laeya dan Moramo rencana pabrik
pengolahan
kelapa sawit
3 Pengolahan hasil Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea,
perikanan Kolono, Moramo, Moramo Utara, -
Laonti, Laeya, dan Kolono Timur
4 Pengolahan hasil Laeya, Lainea, Basala, Landono,
hutan Moramo, Angata, Laonti, Wolasi,

Tinanggea, Buke, Andoolo, Kolono, -
Palangga, Palangga Selatan, Baito,

Benua
5 Pengolahan hasil Moramo Utara, Moramo, Kolono, -
pertambangan mineral Palangga, Mowila, Ranomeeto,
bukan logam dan Ranomeeto Barat dan Lalembu
batuan
6 Sentra industri kreatif Lainea, Basala berbahan baku
kayu
Andoolo, Ranomeeto tenun

Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020

Untuk kawasan pariwisata, luasnya kurang lebih 57 hektar yang terdiri
dari pariwisata alam laut atau bahari, alam pegunungan atau hutan, budaya dan
sejarah, serta pariwisata buatan. Sebagian besar daerah yang menjadi potensi
wisata alam laut/bahari berada di Kecamatan Laonti. Sementara pariwisata alam
pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan tersebar di
beberapa kecamatan. Secara umum, potensi wisata Kabupaten Konawe Selatan
ada pada objek alam laut/bahari dan alam pegunungan/hutan seperti yang tersaji

dalam tabel berikut.
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Tabel 2.5. Jenis dan Objek Wisata di Konawe Selatan, Beserta Lokasinya

NO JENS OBJEK KECAMATAN
WISATA
1 Alam laut Pulau Hari, Pulau Hari Kecil, Pulau Lemo, Pulau Laonti
atau bahari Cempedak Atas, Pulau Cempedak Bawah, Pulau
Lalowatu, Pulau Palioboru, Pulau Palioboru Kecil,
Pulau Gala, Pulau Pondiana Utara, Pulau
Watulumango, Pulau Watulumango Tengah, Pulau
Watulumango Utara, Pulau Watundoluboto, Pulau
Burung, Pulau Kapal, Tanjung Gomo, Pantai Namu,
Pantai Baho, Pantai Bondu-bontu
Pantai Polewali, Pantai Bangun Jaya, Mangrove Lainea
Teluk Kalo-Kalo, Mangrove Lamokabhi
Pulau Lara, Pulau Wawosunggu, Pulau Wawosunggu  Moramo
Kecil
Pulau Senja, Pulau Wawatu, Pulau Labotaone Kecil Moramo Utara
Pantai Watumelewe, Mangrove Lanowulu Tinanggea
Pulau Tabatabaro, Pantai Batu Putih Kolono Timur
Pantai Torobulu, Mangrove Muara Laeya Laeya
Teluk Kolono Kolono
2 Alam Pegunungan Popalia, agrowisata perkebunan, Air Wolasi
pegunungan Terjun Wolasi
atau hutan Air Panas Lainea, Air Panas Kaindi Lainea
Air Terjun Moramo, Air Panas Amohola Moramo
Air Terjun Boro-Boro, agrowisata perkebunan Ranomeeto Barat
Air Terjun Lasidaka, agrowisata perkebunan Konda
Air Terjun Namu Laonti
Air Panas Sungai Roda Kolono
Agrowisata perkebunan Lalembu,
Ranomeeto
Sabana dan rawa Taman Nasional Rawa Aopa Tinanggea,
Watumohai Lalembuu, Basala,
Benua, Angata
3 Budaya dan Situs makam Andoolo,
sejarah Tinanggea, Mowila,
Lainea, Palangga,
Laeya, Lalembuu
Situs Benteng Lapadi Lainea
Situs peninggalan Jepang Lainea, Laonti
4 Buatan Wisata pemancingan buatan Tinanggea, Mowila,

Ranomeeto, Konda

Wisata rekreasi bendung

Mowila, Lalembuu,
Andoolo, Laeya,
dan Tinanggea

Bumi Perkemahan Andoolo,
Tinanggea
Hutan kota dan taman kota, Alun-alun kabupaten, Andoolo

sarana olah raga (GOR)

Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020 (diolah)
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2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana dapat digambarkan sebagai kawasan yang
sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu wilayah disebut
sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi
dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis, yang
kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai
kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana yang mungkin
muncul. Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2020 pasal 21, wilayah rawan
bencana tersebut meliputi:

a) Kawasan rawan gempa bumi berada di Kecamatan Moramo, Moramo
Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea,
Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa,
Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito. Sementara patahan
aktif terdapat di Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo,
Moramo Utara, Konda, Landono, Lainea, Laeya, Lalembuu, Wolasi,
Sabulakoa, Mowila, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Palangga
Selatan, dan Andoolo Barat.

b) Kawasan rawan tsunami terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan
Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.

c¢) Kawasan rawan abrasi dengan kerawanan tinggi yang terdapat pada
pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, dan Tinanggea.

d) Kawasan rawan longsor dengan kerawanan tinggi di Kecamatan
Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya.

e) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Benua,
Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo,
Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan
Tinanggea.

f) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di setiap
kecamatan.

g) Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Kecamatan

Laeya, Lainea, Tinanggea, Konda, Andoolo, dan Basala.
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2.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Konawe
Selatan 317.826 jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,02
persen antara tahun 2020-2022. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan
Tinanggea yaitu 25.716 jiwa, kemudian Kecamatan Konda 22.471 jiwa,
sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kolono

Timur dengan jumlah penduduk 5.574 jiwa.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
tahun 2020-2022

No. Kecamatan Jumlah Pertumbuhan (%)
1 Tinanggea 25.716 2,98
2 Lalembuu 16.127 0,44
3 Andoolo 10.901 3,20
4 Buke 14.811 1,74
5 Andoolo Barat 9.031 3,20
6 Palangga 15.315 3,54
7 Palangga Selatan 7.654 3,54
8 Baito 9.302 3,31
9 Lainea 10.269 2,30
10 Laeya 21.942 2,26
11 Kolono 11.853 4,00
12 Kolono Timur 5.574 3,99
13 Laonti 10.473 1,59
14 Moramo 16.189 3,55
15 Moramo Utara 9.227 4,06
16 Konda 22.471 3,44
17 Wolasi 5.848 3,39
18 Ranomeeto 22.111 5,05
19 Ranomeeto Barat 8.297 3,89
20 Landono 8.691 3,56
21 Mowila 14.231 3,88
22 Sabulakoa 5.630 3,57
23 Angata 17.187 2,24
24 Benua 11.124 2,08
25 Basala 7.852 1,68

Konawe Selatan 317.826 3,02

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023
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Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ranomeeto
5,05. Sedangkan Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah ialah
Kecamatan Lalembuu 0,44. Sebaran jumlah dan pertumbuhan penduduk per
kecamatan disajikan dalam Tabel 2.6. Selain jumlah dan pertumbuhan
penduduk, tabel berikut menunjukkan persentase dan kepadatan penduduk per
kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022.

Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022

No. Kecamatan Persentase Kepadatan
Penduduk Penduduk per km?
1 Tinanggea 8,09 80,37
2 Lalembuu 5,07 109,04
3 Andoolo 3,43 91,87
4 Buke 4,66 81,66
5  Andoolo Barat 2,84 113,36
6 Palangga 4,82 88,14
7 Palangga Selatan 2,41 71,11
8 Baito 2,93 61,31
9 Lainea 3,23 50,07
10 Laeya 6,90 79,29
11  Kolono 3,73 34,83
12 Kolono Timur 1,75 44,59
13 Laonti 3,30 28,02
14  Moramo 5,09 63,67
15 Moramo Utara 2,90 57,76
16 Konda 7,07 176,76
17 Wolasi 1,84 36,80
18 Ranomeeto 6,96 244,97
19 Ranomeeto Barat 2,61 119,38
20 Landono 2,73 79,18
21  Mowila 4,48 115,80
22  Sabulakoa 1,77 84,62
23 Angata 5,41 58,44
24 Benua 3,50 83,07
25 Basala 2,47 161,13
. KONAWE SELATAN 100,00 75,00

Sumber: Konawe Selatan Dalam Angka, 2023
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Dari data terlihat persentase penduduk tertinggi berada di kecamatan Tinanggea
(8,09%), dan terendah di Kecamatan Kolono Timur (1,75%). Ketika
dibandingkan dengan luas area, Ranomeeto merupakan kecamatan dengan
penduduk terpadat yakni 244,97 jiwa per km? Sementara yang terlengang

adalah Kecamatan Laonti dengan penduduk 28,02 jiwa per km?.

Grafik 2.2. Sebaran Penduduk Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Konawe Selatan 2022
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2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, perekonomian Konawe Selatan dalam kurun waktu lima
tahun terakhir terus mengalami perkembangan meskipun cenderung melambat.
Meski demikian secara nominal PDRB Kabupaten Konawe Selatan terus
mengalami peningkatan baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga
berlaku. PDRB perkapita Konawe Selatan juga menunjukan peningkatan
konsisten dari tahun-ke tahun, meski demikian potensi disparitas harga juga
membayangi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ditandai oleh selisih
antara PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan harga berlaku yang relatif
besar. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan mengalami
peningkatan dimana capaian tersebut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi

yang berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Konawe Selatan 2019-2022

Uraian 2019 2020 2021 2022
PDRB ADHK 8.443,37 8.256,32 8.649,17 9.154,74
(miliar Rupiah)

PDRB ADHB 12.105,05 11.823,22 12.654,68 14.536,50
(miliar Rupiah)

PDRB Perkapita 26.822,64 25.858,28 27.661,95 28.804,26
ADHK

(ribu Rupiah)

PDRB Perkapita 38.454,96 37.029,61 40.472,46 45.737,29
ADHB

(ribu Rupiah)

Pertumbuhan 5,69 -2,22 4,76 5,85

Ekonomi (%)

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023 (diolah)
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Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Kehutanan, dan 3.226.176,78 3.352.830,81 3.558.555,77 3.759.366,67
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 2.717.043,29 2.574.175,36 2.783.419,4 3.063.228,03
3 Industri Pengolahan 297.056,53 299.559,28 327.039,76 339.707,09
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.822,78 2.905,71 3.166,43 3.475,93
5 Pengadaan Air, Pengolahan 4.243,31 4.425,29 4.615,61 4.552,45
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 1.191.823,43 1.200.515,21 1.412.892,93 1.547.184,35
7 Perdagangan Besar dan 1.153.350,27 1.155.353,85 1.257.978,79 1.442.046,23
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2.198.853,93 1.828.856,87 1.835.048,85 2.785.336,18
9 Penyedia Akomodasi dan 28.596,9 29.200,69 30.963,79 32.634,99
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 49.101,65 52.166,81 54.291,82 55.942,98
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 91.195 97.938,96 113.364,94 129.627,46
12 Real Estat 79.673,46 80.885,45 81.745,35 82.992,56
13 Jasa Perusahaan 1.212,07 1.251,32 1.318,22 1.447,23
14 Administrasi Pemerintahan, 448.769,06 483.516,06 510.648,12 558.705,96
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 444.438,28 475.717,2 482.496,84 521.982,49
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 87.048,48 98.576,56 106.623,52 110.789,09
Sosial
17 Jasa Lainnya 83.640,46 85.344,36 90.514,5 97.481,74

PDRB

12.105.045,68

11.823.219,79

12.654.684,64

14.536.501,44

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026

1-14




Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Kehutanan, dan 2.261.515,83 2.287.151,52 2.379.100,31 2.436.263,73
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 2.022.349,03 1.919.303,60 1.998.712,69 2.041.886,99
3 Industri Pengolahan 224.626,47 218.009,71 227.894,49 231.835,12
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.477,20 2.477,84 2.643,41 2.791,69
5 Pengadaan Air, Pengolahan 3.395,82 3.511,62 3.646,65 3.546,54
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 831.612,48 829.870,23 936.757,35 967.766,97
7 Perdagangan Besar dan 812.181,19 801.094,02 862.861,64 932.459,82
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 1.297.084,55 1.165.621,79 1.176.836,54 1.413.694,67
9 Penyedia Akomodasi dan 21.477,88 20.840,3 21.915,70 22.655,42
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 48.471,34 52.164,85 54.449,72 56.199,78
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 63.031,07 67.523,36 73.614,76 78.147,47
12 Real Estat 63.883,00 64.703,66 65.282,50 66.091,81
13 Jasa Perusahaan 939,2 939,11 966,99 1.010,43
14 Administrasi Pemerintahan, 325.501,98 334.648,59 348.845,44 380.474,77
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 329.740,86 348.569,06 348.403,96 365.599,43
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 66.939,19 72.890,09 77.445,73 80.047,18
Sosial
17 Jasa Lainnya 68.139,03 66.995,93 69.793,83 74.270,00
PDRB 8.443.366,12 8.256.315,29 8.649.171,71 9.154.741,82

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Struktur perekonomian Konawe Selatan ditopang oleh tiga lapangan

usaha atau sektor yakni: (i). pertanian; (ii). pertambangan dan penggalian; serta

(iif). transportasi dan pergudangan. Peran ketiga lapangan usaha ini mencapai

seperdua dari keseluruhan nilai tambah yang terbentuk di dalam perekonomian

Kabupaten Konawe Selatan. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran
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penting dalam pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten
Konawe Selatan adalah: (i). perdagangan; (ii). konstruksi; serta (iii). industri
pengolahan.

Awal tahun 2020 perekonomian global, nasional dan regional di seluruh
dunia menghadapi tekanan akibat pandemic Covid-19 dan berimplikasi terhadap
kinerja perekonomian tiap-tiap daerah termasuk Kabupaten Konawe Selatan.
Meski tumbuh tipis pada tahun 2018 dan 2019, perekonomian Konawe Selatan
mengalami kontraksi atau tumbuh negatif pada tahun 2020. Namun pada tahun
2021 dan tahun 2022 kinerja perekonomian Konawe Selatan sudah mengalami

recovery.

Grafik 2.3.
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

Aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah
yakni kondisi kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran. persentase penduduk miskin di Kabupaten
Konawe Selatan terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin terus
mengalami penurunan, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai
34.050 jiwa pada garis kemiskinan sebesar 181.796 rupiah, sementara pada
tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 33.890 jiwa pada garis
kemiskinan sebesar 235.654 rupiah. Adapun di tahun 2022 jumlah penduduk
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miskin Konawe Selatan sebanyak 35,79 jiwa pada garis kemiskinan sebesar
294.510 rupiah.
Tabel. 2.11.

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Konawe Selatan, 2015 — 2022

Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase
(Rupiah) Miskin (Ribu) Penduduk Miskin
2015 181.796 34,05 11,58
2016 195.175 33,94 11,36
2017 200.663 33,73 11,14
2018 219.979 33,73 10,95
2019 235.654 33,89 10,81
2020 261.382 34,22 10,74
2021 275.339 36,17 11,34
2022 294.510 35,79 11,08

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Selain isu kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga kerap
menjadi rujukan hasil pembangunan masyarakat. IPM merupakan pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup atau daya beli
masyarakat untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai
aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah
negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang
dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas
hidup.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam
upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk
oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy
life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of
living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup
saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang
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baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut
umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui
indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas
dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan
sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak
digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai

pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Grafik 2.4. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Selatan
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Sumber: BPS Kab. Konawe Selatan 2023 (diolah)

Secara umum, pembangunan manusia Konawe Selatan terus mengalami
kemajuan selama periode 2015 hingga 2022. IPM Konawe Selatan meningkat
dari 66,32 pada tahun 2015 menjadi 69,36 pada tahun 2022, walaupun IPM
Konawe Selatan masih berada dibawah IPM Provinsi. Selama periode 2015
hingga 2022, IPM Konawe Selatan menunjukkan kemajuan walaupun masih
dengan kategori sedang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang
mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,
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tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15
tahun ke atas. Grafik berikut menunjukkan persentase melek huruf di Kabupaten

Konawe Selatan.

Grafik 2.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
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Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi
dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu
tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai
target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan,
kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari
daerah maupun pusat. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang
sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada
jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan
usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
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yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di
tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya
serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika
dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena
APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan
yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat
dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang
bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang sekolah tersebut. Berikut ini Angka Partisipasi Kasar dan Angka
Partisipasi Kasar di Konawe Selatan.

Grafik 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
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Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023
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2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan merupakan salah satu aspek layanan umum yang penting.
Salah satu kunci pencapaian layanan pendidikan yang berkualitas dapat dilihat
dari kondisi ketersediaan fasilitas pendidikan. Grafik berikut menggambarkan

jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.7.
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022
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Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan, 2023 (diolah)

Selain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga
menjadi tulang punggung dan bagian dari layanan dasar yang dibutuhkan
masyarakat serta wajib disediakan oleh pemerintah. Tabel berikut menunjukkan
perkembangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Konawe

Selatan.

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 1-21



Tabel 2.12.
Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan

TAHUN
FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN
2018 2019 2020 2021 2022

Rumah Sakit 1 1 1 1 1
Puskesmas 24 24 24 25 26
Puskesmas Pembantu 54 54 54 67 51
Puskesmas Keliling 19 19 19 29 31
Puskesmas Plus 0 0 0 0 0
Poliklinik Desa 31 31 31 56 69
Pos Pelayanan Terpadu 409 416 424 411 403
Pos Kesehatan Desa 131 131 131 123 135
Fasilitas Kesehatan 669 676 684 712 716
Tenaga Kesehatan 1.683 900 992 856 868

Sumber: BPS Konawe Selatan Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023 (diolah)

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Selatan meningkat setiap
tahunnya dimana pada tahun 2018 sebesar 67,51 tahun dan tahun 2022 telah
mencapai 71,64 tahun dan di tahun 2023 mencapai 71,72 tahun didukung pula
dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang semakin meningkat yang

terdiri dari 8 (delapan) jenis fasilitas. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan

fluktuatif.
Tabel 2.13
AKI, AKB DAN AKABA
KAB. KONAWE SELATAN
JUMLAH | JUMLAH KEA:A*‘;TG:: 1BU JUMLAH K:A:f:i#l JUMLAH KEMfgijAK
NO (TAHUN| LAHIR |KEMATIAN (AKI) PER KEMATIA BAYI (AKB) KEMATIAN BALITA (AKABA)
HiDUP IBU NBAYI ANAK BALITA
100.000 KH PER 1000 KH PER 1000 KH
1] 2020 | 5930 2 34 61 10 3 1
2 | 2021 5,796 19 328 47 8 4 1
312022 5,980 5 84 68 11 3 1
4 12023 5,109 12 235 67 13 2 0
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Sumber Data : Profil Dinkes SULTRA 2020, 2021, 2022 dan 2023

2.14 Tabel
STUDI STATUS GlzZI
KAB. KONAWE SELATAN

M TaHUIM STuUuL
S5l

u k 202 28,3 2o
=2 2022 28%a

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Stunting di Kabupaten Konawe selatan dengan jumlah sasaran keluarga
beresiko stunting dengan jumlah 2165 KK dengan anak Stunting dengan jumlah anak
stunting berjumlah 673 anak dengan lokasi sasaran terdapat di 25 kecamatan di lokasi
34 desa. Dalam kepersetan JKN yang berada di Konawe Selatan dengan jumlah PST
JKN Konawe Selatan 319.729 peserta dengan persentase sebesar 99,77 % di tahun
2023 yang merupakan data yang di keluarkan oleh dinas kesehatan Konawe Selatan,
Untuk penyakit menular Jumlah kasus HIV di Konawe Selatan pada tahun 2022
sebenyak 40 kasus untuk penemuan kusta di umur 1-14 tahun terdapat 13 kasus baru
kusta ditahun 2022, untuk campak di tahun 2022 terdapat 9 kasus, untuk DBD ada 99
kasus DBD di tahun 2022 untuk penyakit malaria sebanyak 21 kasus positif, Untuk
penyakit tidak menular meliputi hipertensi 15.571 yang mendapatkan pelayanan
kesehatan dan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 73,9%
di tahun 2022. Persentase srana air minum yang di awasi/diperiksa sebesar 70,3%
sarana air minum di inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) untuk persentase dengan
akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 100% ditahun 2022 dan
data desa sanitasitotal berbasis masyarakat (STBM) sebesar 100% dan tempat-

tempat umum memenuhi syarat kesehatan sebesar 86% di tahun 2022.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi di
Kabupaten Konawe Selatan adalah sepanjang 237,84 kilometer sementara
Panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
adalah sepanjang 1.032 kilometer. Konektivitas antar wilayah di dalam
Kabupaten Konawe Selatan bertumpu pada daya dukung infrastruktur jalan dan
jembatan terutama untuk menopang kegiatan rantai pasok ragam barang dan

jasa di Konawe Selatan.
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Tabel 2.15. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
di Kabupaten Konawe Selatan (km)

P_anjang Jalan Menurut 2020 2021 2022

Tingkat Kewenangan

Pemerintahan

Negara n/a n/a 165,8

Provinsi 237,84 237,84 238,75

Kabupaten 1.032,00 1.032,00 1.032,00
Total n/a n/a 1.436,55

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Proporsi Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Konawe Selatan
adalah 255,09 km dalam keadaan baik, 12,7 km kondisi sedang, 670,76 km

kondisi rusak, dan 93,45 km rusak berat.

Grafik 2.8. Proporsi Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
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Sumber: BPS Konawe Selatan, 2023
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Selain jaringan jalan, infrastruktur penopang konektivitas adalah jembatan.
Jumlah jembatan menurut jenis konstruksinya di Kabupaten Konawe Selatan
tahun 2022 adalah, beton 351 unit, bailey 5 unit, semi permanen 44 unit, kayu

3 unit dan darurat 16 unit.

Tabel 2.16. Jumlah dan Panjang Jembatan
Berdasarkan Jenis Konstruksinya 2022

Jenis Konstruksi Jumlah Total Panjang

e R (Unit) (meter)
Beton 351 2.704,67
Rangka - -
Semi Rangka - -
Bailey 5 175,50
Semi Permanen 44 298,00
Kayu 3 16,00
Darurat 16 23,00
Jumlah 419 3.217,17

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Investasi di daerah merupakan salah indikator kemajuan pertumbuhan
ekonomi di daerah. Dengan meningkatnya investasi di daerah, diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Tantangan terbesar dari
perencanaan investasi di daerah adalah koordinasi realisasi penanaman modal
baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan ini juga
berkaitan dengan beberapa wewenang daerah dalam perencanaan dan
perizinan kegiatan investasi yang sebelumnya berada di daerah saat ini menjadi
wewenang pemerintah pusat.

Pencari kerja di Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh luaran
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang secara kumulatif hingga tahun 2022
mencapai 1.190 orang pencari kerja, pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan

sarjana strata satu secara kumulatif hingga tahun 2022 mencapai 248 orang.
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Tabel 2.17.
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kantor Disnakertrans Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2022

Pendidikan Sisa 2020 Sisa 2021 Terdaftar 2022 Ditempatkan
SD 9 3 264 4
SLTP 51 17 149 6
SLTA 872 377 1.190 258
Diploma I 37 12 70 2
Sarjana/S1 233 207 248 88
Sarjana/S2 - 1 - -

Jumlah 1.202 617 1.921 358

Sumber: BPS Konawe Selatan (2023)

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk Kabupaten Konawe Selatan mayoritas
bekerja pada sektor pertanian atau mencapai 46,72 persen terhadap total
penduduk bekerja di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022, selain pada
sektor pertanian penduduk Konawe Selatan yang bekerja juga terkonsentrasi

pada sektor jasa atau mencapai 34,77 persen.

Tabel 2.18.
Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022

Pekerja

Lapangan Usaha —— Jumlah

Laki-laki | Perempuan
Pertanian, Kehutanan, dan 36.524 18.687 55.211
Perikanan
Industri Pengolahan, Pertambangan 31.267 9.730 40.997
dan penggalian, serta Industri
Lainnya
Jasa 32.433 29.429 61.682
Jumlah 100.224 57.846 158.070

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara
jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah

penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan
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penduduk usia 65 tahun ke atas.

Tabel 2.19.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

VARIABEL SATUAN JUMLAH
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun Jiwa 87.293
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun Jiwa 16.211
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif Jiwa 103.504
Jumlah Penduduk Usia Produktif Jiwa 214.322
Rasio Ketergantungan Persen 48,29

Sumber: Konawe Selatan Dalam Angka 2023 (diolah)

Tabel 2.17 menunjukan bahwa pada tahun 2022 setiap 100 orang berusia
produktif menanggung 48,29 jiwa yang belum/tidak produktif. Rasio ini cenderung
lebih baik dari tahun 2017 sebesar 59 jiwa. Semakin tinggi rasio ketergantungan
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.20
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum

Keterangan 2022 2023 2024 2025 2026
Total
Sambungan
Rumah (SR) 7,786 9,920 11,655 13,529 15,512
Air Minum Kk Kk Kk Kk Kk

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe SelatanTahun 2023

Pada Tabel 2.20 Menunjukan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun
2026, Pada Tahun 2022 Jumlah Sambungan Rumah Air Bersih berjumlah 7,786
Kk terjadi ,Peningkatan sambungan Sambungan Rumah Air Bersih di Tahun
2023 di angka 9,920 Kk, di Tahun 2024 di angka 11,655 Kk, terjadi peningkatan
di tahun 2025 di angka 13,529 begitupun di tahun 2026 berada diangka 15,512
Kk.

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 11-26



Tabel. 2.21
Jumlah Tangki Sepitek / Sanitasi

Keterangan 2022 2023 2024 2025 2026
Total Tangki 581 1.369 2.229 3,054 3.864
Sepitek / Kk Kk Kk Kk Kk

Sanitasi

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Pada Tabel 2.21 Menunjukan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun
2026, Pada Tahun 2022 Jumlah Tangki Sepitek berjumlah 581 Kk terjadi
Peningkatan Tangki Sepitek / Sanitasi di Tahun 2023 di angka 1,369 Kk, di
Tahun 2024 di angka 2,229 KKk, terjadi peningkatan di tahun 2025 di angka 3,054
Kk dan begitupun di tahun 2026 berada diangka 3,869 KKk.

Tabel. 2.22
Luasan Irigasi Fungsional

Keterangan 2022 2023 2024 2025 2026
Luasan 832 Ha 1,139 1,538 1,963 2,432
Irigasi Ha Ha Ha Ha
Fungsional

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Pada Tabel 2.21 Menunjukan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun
2026, Pada Tahun 2022 Luasan Irigasi Fungsional berjumlah 832 Ha terjadi
Peningkatan Luasan lIrigasi Fungsional di Tahun 2023 di angka 1,139 Ha, di
Tahun 2024 di angka 1,538 Ha, terjadi peningkatan di tahun 2025 di angka 1,963
Ha dan begitupun di tahun 2026 berada diangka 2,432 Ha.
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BAB llI
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada
4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan
keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang
sah. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pajak daerah
merupakan sumber penerimaan PAD terbesar di Kabupaten Konawe Selatan.
Pada Tahun 2019 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah berjumlah
Rp.28.055.754.735 meningkat menjadi Rp. 32.685.651.648 pada tahun 2023.
Adapun perolehan PAD pada tahun 2019 senilai Rp.66..600.201.039, meningkat
menjadi Rp.106.614.594.751 pada tahun 2023. nilai PAD pada tahun 2024
diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen atau mencapai Rp. 111.945.324.462.
Adapun sumber pendapatan lainnya yakni hasil Retribusi Daerah dan hasil
pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan yang keduanya juga mengalami
peningkatan dari tahun 2019-2023.
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Tabel 3.1.

Capaian PAD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

Realisasi

No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

G g, || FEICEIREED 66.600.201.039,78 67.654.714.638 83.071.257.238 100.133.442.300 106.614.594.751
Asli Daerah
Pendapatan 19.329.939.959 23.986.978.149 42.794.233.323 40.290.569.818

111 pajak Daerah 20.726.072.196,00 :329.939. .986.978. .794.233, 290.569.
Hasil Retribusi

1.1.2| Doeran 10.411.751.623,00 6.161.884.686 6.649.168.221 4.215.192.480 27.095.000.000
Hasil pengelolaan

1.1.3| keuangan Daerah
yang Dipisahkan 7.406.622.485.00 9.586.581.160 5.868.937.183 6.543.373.285 6.543.373.285
Lain-lain

1.1.4| Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 28.055.754.735,78 32.576.308.833 46.566.173.685 46.580.643 32.685.651.648

Sumber : BKAD Kab.Konawe Selatan, 2023
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Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023, meliputi:

- Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan keadaan
historis perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan
menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan
terkait.

- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah.

- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan
kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan, termasuk
melakukan penyesuaian dan atau revisi peraturan daerah tentang pajak dan
retribusi daerabh.

- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan
nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun
barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan
modal tersebut.

- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam
rangka peningkatan PAD.

3.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan merupakan transfer dana dari Pemerintah serta merupakan

satu kesatuan yang utuh yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal

pemerintah daerah.
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Tabel 3.2.

Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

No.

Uraian

Realisasi

2019

2020

2021

2022

2023

1.2.

Dana Perimbangan

1.018.719.609.046,00

1.298.342.310.523

1.075.938.772.456

1.156.658.597.058

1.494.496.279.120

121

Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak

62.191.369.349,00

62.065.919.012

126.979.961.252

266.194.649.687

228.673.323.441

122

Dana Alokasi Umum

694.858.872.000,00

673.726.247.000

661.510.848.000

660.907.007.900

697.253.400.222

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

261.669.367.697,00

237.374.633.178

287.447.963.204

229.556.939.471

275.413.377.250

Sumber :BKAD Kab. Konawe Selatan 2023
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Tabel 3.3.
Capaian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2016-2020

. Realisasi
No. Uraian
2019 2020 2021 2022 2023

1.3, | Lain-lain Pendapatan 339 329.696.259 386.209.300.333 344.086.204.149 295.061.251.808 3012.481.863.395
Daerah yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah 57.230.471.000 61.033.780.000 57.299.050.300 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil

1.3.2| Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah 30.685.547.259 28.884.457.943 34.835.383.208 41.460.013.808 48.880.625.395
Daerah Lainnya

1.3.4| Dana Penyesuaian 251.213.678.000 295.551.062.390 251.853.566.000 253.601.238.000 253.601.238.000
dan Otonomi Khusus

1.3.5| Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah 200.000.000 740.000.000 0,00 0,00 0,00
Lainnya

1.3.6| Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 98.204.641 0,00 0,00

Sumber : BKAD Kab.Konawe Selatan, 2023
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3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten
Konawe Selatan terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi
dana penyesuaian dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi

atau pemda lainnya.

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan
pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 adalah
sebagai berikut:

- Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan
sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.

- Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari
pemerintah provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2022 dengan

memperhatikan realisasi tahun 2019.

- Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah
daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,
organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau
perorangan yang tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada
pengeluaran mendasarkan pada kepastian penerimaan dimaksud.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Konawe
Selatan masih bertumpu pada dana perimbangan. Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang disumbangkan dari PAD masih berada
pada kisaran 3-5% dari total APBD. Kenyataan ini membuat Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat
dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan
yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu
benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target
pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai
target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum
penerimaannya.

Besarnya pendapatan daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020

selalu mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 3.4

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019, Anggaran 2020
. Realisasi Anggaran
No. Uraian
2019 2020 2021 2022 2023
1 Pendapatan 1.367.419.035.344,78 | 1.427.030.805.161,08 1.503.158.043.543,04 1.551.853.291.166,84 1.561.614.773.391,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah 66.600.201.039,78 67.654.714.638,08 83.071.257.238,04 100.133.442.300,84 106.614.594.751,00
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah 20.726.072.196,00 19.329.939.959,00 23.986.978.149,00 100.133.442.300,84 40.290.569.818,00
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah 10.411.751.623,00 6.161.884.686,00 6.649.168.221,00 42.794.233.323,00 27.095.000.000,00
Hasil lol ki D h
aslpengelolaan keuangan baera 7.406.622.485,00 9.586.581.160,00 5.868.937.183,00 6.543.373.285,00 6.543.373.285,00
1.1.3 | yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
28.055.754.735,78 32.576.308.833,08 46.566.173.685,04 46.580.643.212,84 32.685.651.648,00
1.1.4 | yang Sah
1.2. Dana Perimbangan 1.018.719.609.046,00 | 1.298.342.310.523,00 970.613.269.036,00 924.479.867.045,00 1.416.143.686.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
101 Pa?;k ' rajadbag hasiiBu 62.191.369.349,00 |  32.288.141.000,00 21.654.457.832,00 34.015.919.674,00 36.056.874.854,44
1.2.2 | Dana Alokasi Umum 694.858.872.000,00 751.547.127.000,00 661.510.848.000,00 660.907.007.900,00 700.561.428.374,00
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus 261.669.367.697,00 | 299.327.971.000,00 287.447.963.204,00 229.556.939.471,00 243.330.355.839,26
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
1.3. Sah 282.099.225.259,00 396.297.553.073,00 309.102.421.036,00 253.601.238.000,00 38.856.492.640,00
1.3.1 | Pendapatan Hibah 0,00 60.499.400.000,00 57.360.860.000,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari
1.3.2 | Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 30.685.547.259,00 46.917.642.073,00 34.835.383.208,00 0.00 38.856.492.640 00
134 Dana Penyesuaian dan Otonomi
e Khusus 251.213.678.000,00 288.400.511.000,00 251.853.566.000,00 253.601.238.000,00 268.817.312.280,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi
1.3.5 | atau Pemerintah Daerah Lainnya 200.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6 | Pendapatan Lainnya - - - - -

Sumber: BKAD Kab. Konawe Selatan, 2023
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Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan
daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur
tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak
memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih
memungkinkan dioptimalkan.

3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses
pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan
potensi yang dimiliki.

4. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar
dari Dana Perimbangan.

5. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset
daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat
dan pelaku usaha.

6. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.

7. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

8. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.  Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri
dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c¢) Belanja
Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil,

(g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis
belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja

modal.
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Tabel 3.5

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

. Realisasi Anggaran
Uraian
2019 2020 2021 2022 2023
Belanja 1.488.508.764.082,97| 1.525.399.772.509,00 1.074.726.206.068 1.247.158.399.290,00 575.825.238.471,00
Belanja
Tidak 813.277.888.623,00 935.752.536.589,00 847.584.284.544 890.542.003.800,00 487.101.654.841,00
Langsung

Belanja Pegawai

461.754.138.662,00

508.552.778.099,00

488.604.630.471,00

522.034.921.139,00

256.035.092.676,00

Belanja Bunga

10.817.098.006,00

12.250.000.000,00

495.767.751,00

4.821.988.269,00

8.926.795.196,00

Belanja Hibah

11.073.435.750,00

83.515.107.390,00

9.386.021.283,00

20.666.070.283,00

5.689.971.283,00

Belanja Bantuan
Sosial

0,00

60.000.000,00

7.845.221.150,00

12.453.103.800,00

0,00

Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/

Kota dan
Pemerintahan Desa

329.168.816.205,00

329.374.651.100,00

332.865.085.704,00

323.485.708.500,00

215.887.583.260,00

Belanja Tidak Terduga

464.400.000,00

2.000.000.000,00

8.766.935.389,00

7.080.211.809,00

562.212.426,00

Belanja Langsung

675.230.875.459,97

589.647.235.920,00

227.141.921.524,25

356.616.395.490,00

88.723.583.630,00

Belanja Modal

406.042.203.823,00

283.913.891.888,00

227.141.921.524,25

356.616.395.490,00

88.723.583.630,00

Sumber: BKAD Kab.Konawe Selatan,2023
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Pada Tahun 2021, komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak
langsung menunjukan persentase belanja langsung yang lebih besar yaitu 51,09
persen sedangkan persentase belanja tidak langsung sebesar 48,91 persen.
Namun pada tahun 2018, porsi belanja tidak langsung berada pada angka 47,84
dan persentase belanja langsung 52,16. Dari pos belanja tidak langsung,
pengeluaran belanja pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsi
belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung mencapai 79,16 persen.
Komposisi anggaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung tersebut
tidak memperhitungkan komponen dana desa. Adapun pada tahun 2019
realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 98,09 persen dan realisasi Belanja
Tidak langsung adalah sebesar 84,34 persen.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non
pelayanan dasar serta urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Pada tahun 2021 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program
dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang
diarahkan pada dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk
belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan
diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi yang
benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi
anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
maupun Pemerintah Pusat. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah

adalah sebagai berikut:
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3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.1.1 Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai
gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima
per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan.

4) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan
cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian
bagi ASN daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota

DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi
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pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat
Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan
dan penentuan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

9) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan
dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan

rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3.2.1.2 Belanja Bunga
Daerah memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

3.2.1.3 Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara
lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public
Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau
oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang
diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar

dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
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Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.

3.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan
perundang- undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3.2.1.5. Belanja Bagi Hasil Pajak

1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari
pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara
penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan  Perubahan APBD  Tahun  Anggaran  2020.
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2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi
dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

4) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama
pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai
rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
kode rekening berkenaan.

3.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun
Anggaran 2021. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau
menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam
rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-
masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan

bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk
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mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain
variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan
keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja
program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.

2) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan
keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian
obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedomankepada
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan
alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan

kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana
perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran
2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan
ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
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Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran,
dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan
keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode
rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana
dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku
pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD

Lembaga Keuangan Perbankan.

3.2.1.7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja
untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum belanja langsung pada APBD diarahkan untuk
mencapai pemenuhan pencapaian sasaran pembangunan dalam upaya
pencapaian misi pembangunan terutama pada aspek belanja modal yang
memiliki konsekuensi bertambahnya aset yang dimiliki, terdapat 3 komponen
belanja langsung yakni: (i). belanja operasi; (ii). belanja modal; (iii). belanja tidak
terduga. Paralel dengan hal tersebut kebijakan belanja secara umum juga
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi
wewenang daerah dalam hal ini urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan
dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan diatur dalam Permendagri No.77 Tahun
2020.
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BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu  strategis merupakan pemahaman permasalahan
pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Konawe Selatan. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa sekarang maupun
masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan
kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi/keadaan yang
tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
menengah dan jangka panjang.

Sedangkan pada sisi lain permasalahan pembangunan daerah
menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.
Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif
dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk
meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian
rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan
bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah

Kabupaten Konawe Selatan.

1.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi
perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan
nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan
penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Di samping itu juga
membantu pemerintah pusat dan provinsi dalam mempertahankan, memelihara,
serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan
daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui
serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis
dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Konawe
Selatan beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang

telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula
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berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani
melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan
berkelanjutan. ldentifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan
merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan
informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Analisis permasalahan
berdasarkan pada hasil analisis kinerja capaian pembangunan. Adapun
permasalahan pembangunan yang dihadapi pada masing-masing urusan di

Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

a. Era New Normal (Pandemi Covid-19)

Laporan Bank Indonesia (2021) menyebutkan pandemi Covid-19
memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya
kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi.
Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan
mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi
2020. Di Konawe Selatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi.
Beberapa daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),
sehingga berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan
operasional lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian.

Ekonomi Indonesia 2020 tumbuh negatif (kuartal 1 2020), pertumbuhan
ekonomi masih tumbuh 2,97 persen (yoy), kuartal 1l terkontraksi hingga 5,32
persen (yoy) sehingga menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan
meningkat. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan pada daerah
perkotaan tapi daerah pedesaan juga mendapatkan dampak yang cukup
signifikan. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (pemerintah
pusat dan daerah) diharapkan menjadi pendorong perekonomian agar dapat
bergerak kearah yang lebih baik lagi.

Kebijakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi telah memberikan

dampak yang cukup baik terhadap perekonomian nasional yang ditandai capaian
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pertumbuhan ekonomi pada kuartal Il yang mencapai minus 3,49 persen, atau
terjadi pemulihan dibanding kuartal Il. Sementara pada kuartal 1V, ekonomi masih
minus di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen. Akibat dari
pertumbuhan negatif maka permintaan konsumen terhadap barang jadi (daya
beli) mengalami penurunan yang cukup tajam, hal tersebut terlihat dari rilis Bank
Indonesia pada akhir tahun 2020 yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang
menunjukkan optimisme dan pesimisme konsumen terhadap perekonomian.
Pada Desember 2020, IKK keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi
menguat, mendekati zona optimis. IKK meningkat dari 92 pada November 2020
menjadi 96,5 pada Desember 2020. Sejak April 2020, IKK berada di level
pesimis. IKK terburuk terjadi pada Mei, pada angka 77,8, setelah itu merangkak
naik hingga akhir tahun.

Implikasi pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan kemampuan daya
beli masyarakat mengalami penurunan terutama kelompok pekerja yang
berpendapatan harian serta para pelaku Usaha Mikro, Kecl dan Menengah
(UMKM). Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat yang berada pada
kelompok pendapatan menengah ke atas merubah perilaku konsumsi yang
diarahkan hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok. Implikasi lain yang dari
dampak Covid-19 adalah angka pengangguran mengalami peningkatan. Badan
Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020
menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 29,12
juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja
terdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang
menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53 persen menjadi 50,77
juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah
pekerja informal melonjak 60,47 persen menjadi 77,68 juta orang.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang turut
terdampak Covid-19. Sektor transportasi sebagai salah satu sektor pembentuk
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pembatasan bepergian yang
menggunakan moda transportasi udara termasuk di Bandara Halu Oleo
menyebabkan share sektor transportasi terhadap perekonomian Kabupaten
Konawe Selaan akan cenderung menurun. Penggunaan tenaga kerja juga tentu
mengalami penurunan. Sektor utama lainnya pembentuk PDRB Konawe Selatan
juga tertekan walaupun masih tumbuh positif antara lain sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian.
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Kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan akibat
pandemi Covid-19 setidaknya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan
kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Data BPS Kab.
Konawe Selatan Tahun 2020, menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor utama
yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yakni; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (26%),
Pertambangan dan penggalian (21,9%) dan Transportasi dan Pergudangan
(19,7%). Kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan setidaknya diarahkan
pada sektor terdampak covid, mendorong pemulihan sektor perekonomian utama
sekaligus mengurai masalah ketenagakerjaan (pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan).

b. Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi
muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat
perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di tahun
2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara
usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah
penduduk usia produktif tersebut akan berimplikasi pada dinamika kegiatan
ekonomi terutama pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja tertinggi
sehingga dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bonus
tersebut tentu mensyaratkan kualitas sumber daya manusia.

Bonus demografi bagi daerah membutuhkan arah kebijakan yang tepat
agar manfaatnya dapat dinikmati bagi daerah. Berbagai kebijakan yang tepat
diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk
ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan
kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan
kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan
serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Konawe Selatan juga mempunyai
potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini
mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Konawe Selatan. Tingginya
jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan
kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi

daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya
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menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten
Konawe Selatan untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya
untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti
generasi bonus demografi Kabupaten Konawe Selatan tersebut dapat
memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus
demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak
yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada
kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika
tidak ada perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi terkait tahun “Bonus
Demografi’ tersebut maka pada tahun 2020-2030 Kabupaten Konawe Selatan
akan diperhadapkan pada kelompok penduduk usia produktif yang tidak
berkualitas dan bahkan berpotensi tidak terserap di lapangan kerja yang
berkonsekuensi menjadi beban daerah. Daerah yang memiliki kelompok
penduduk dengan usia produktif yang tidak bekerja/menganggur berpotensi

menciptakan kerawanan ekonomi, sosial dan masalah keamanan.

c. Sustainable Development Goals (SDGS)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25
September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan
Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan
pembangunan global. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs) 2000-2015.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku
bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Adapun SDGs tersebut memiliki 17 Tujuan
dan 169 Target yang harus dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan
gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi

semua orang di segala usia [13 target]
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10.
11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]

Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan
perempuan [9 target]

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang
berkelanjutan bagi semua orang [8 target]

Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan
modern bagi semua orang [5 target]

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan
berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan
yang layak bagi semua orang [11 target]

Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi
yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]
Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]

Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan
dan berkelanjutan [10 target]

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]
Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya [5 target]

Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut
secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]
Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem
daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,
memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah,
serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]
Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta
membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh
tingkatan [12 target]

Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation)
dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19

target]
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Gambar 4.1. Tujuan SDGs
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Terkait dengan pelaksanaan SDGs, Pemerintah Indonesia menegaskan

komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGSs). Oleh
karena itu, dalam rangka pencapaian target SDGs kedepannya, Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan melakukan adaptasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan untuk memasukkan agenda SDGs sebagai arah kebijakan
pembangunan daerah kedepan.

Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi
sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Konawe Selatan. Analisis permasalahan berdasarkan pada hasil
analisis kinerja capaian pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan
yang dihadapi pada masing-masing urusan di Kabupaten Konawe Selatan

adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

a. Belum optimalnya peningkatan kompetensi kualitas tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan. Hal ini terindikasi dari masih terdapatnya guru yang
belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau DA4.

Menuntaskan waijib pendidikan dasar 9 tahun.

Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum bersekolah.

Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar.

® a0 o

Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) Konawe Selatan.
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Masih rendahnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.
Pemerataan/distribusi tenaga guru belum merata sehingga terjadi
kesenjangan mutu/kualitas antar sekolah dan daerah.

Masih ada gedung sekolah yang bermasalah dengan aset atau
permasalahan legalitas kepemilikan lahan dan gedung sekolah.
Implementasi pengangkatan kepala sekolah dan mutasi guru belum
mempunyai SOP yang baku.

Masih adanya Sekolah Dasar yang belum memiliki gedung permanen.

Urusan Kesehatan

a.

Belum optimalnya program penanganan masalah Kesehatan lbu dan Anak
(KIA) yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian lbu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten

Konawe Selatan.

. Masih terdapat kasus gizi kurang, gizi buruk (malnutrition) dan stunting.

Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan rendah dan pemerataan/distribusi
tenaga kesehatan belum proporsional.

. Belum memadainya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sehingga

masih sangat tergantung dengan dokter dari Kota Kendari dengan sistem

sewa jasa.

. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada

kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular.

Sanitasi lingkungan permukiman masih buruk dan belum tertata dengan baik.

. Belum semua masyarakat Kabupaten Konawe Selatan mendapat jaminan

kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

a.
b.

Banyak aktivitas pembangunan belum berbasis tata ruang.

Masih sering terjadi konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan
investor dan pemerintah serta investor dan investor.

Masih terdapat lahan atau ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Masih terdapat kondisi jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang belum
mantap.

Belum optimalnya pemenuhan air minum dan sanitasi serta ketersediaan
fasilitas umum dalam mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Aman.

Belum optimalnya penataan sungai, pantai dan talud.
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Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

a. Masih banyak rumah penduduk dengan Kondisi tidak Layak Huni.

b. Masih Adanya Konflik Sengketa Lahan di Masyarakat

C. Masih perlunya Pengukuran dan pemanfaatan Lahan yang pasti dan Fungsi

Lahan tersebut.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a.

Belum optimalnya penegakan dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada
yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penanganan
pelanggaran Perda/Perkada yang belum menjangkau seluruh wilayah
Kabupaten Konawe Selatan, serta ketaatan atau kesadaran hukum
masyarakat yang relatif rendah.

Kurangnya kegiatan pengawasan/patrol yang dilaksanakan oleh Satpol PP
dan belum menjangkau seluruh wilayah Kab. Konawe Selatan.

Terbatasnya jumlah personil/anggota Sat Pol PP sehingga pelayanan belum
maksimal.

Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban

umum masyarakat terutama di daerah perbatasan atau pinggiran.

Urusan Sosial

a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

b. Belum maksimalnya penanganan korban bencana alam dan non alam.
c. Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana.

d. Masih terbatasnya jaminan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat

fisik dan mental serta lanjut usia.

e. Masih rendahnya kapasitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

a.

Rendahnya pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja lokal yang
berimplikasi pada persaingan perekrutan tenaga kerja.
Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap penyerapan tenaga

kerja lokal menjadi riskan.
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c. Belum maksimalnya mutu dan produktivitas tenaga kerja.

d. Lahan transmigrasi sudah bersinggungan dengan pemanfaatan sektor lain.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan capaian Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan belum mencapai
target nasional.

b. Isu gender hanya sebagai idiom semata.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
dan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) belum optimal.

e. Minimnya akses dan kesempatan kerja bagi perempuan dalam meningkatkan

perekonomian.

Urusan Ketahanan Pangan

a. Belum optimalnya diversifikasi pola pangan harapan. Ketersediaan
cadangan pangan masih riskan diakibatkan tata niaga yang sulit
dikendalikan.

b. Masih ada daerah rawan pangan.

c. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
masih belum seperti harapan.

d. Sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.

Urusan Pertanahan

a. Masih banyak lahan/tanah pemerintah daerah Konawe Selatan yang belum
memiliki legal formal/sertifikasi.

b. Masih belum optimalnya penanganan sengketa tanah milik pemerintah

daerah Konawe Selatan dengan masyarakat.

Urusan Kebencanaan
Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe
Selatan yang didukung oleh regulasi, kebijakan serta perencanaan dan

penganggaran Penanggulangan Bencana yang memadai.

PERUBAHAN RPJMD KAB.KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 IV-10



Urusan Lingkungan Hidup

a. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian dan lahan terbuka menyebabkan
menurunya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama atau
daerah aliran sungai.

b. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan menurunnya luas
lahan pertanian yang berpotensi pada menurunya tingkat produksi pertanian.
Menurunnya daya tampung dan daya dukung Lingkungan.

d. Masih kurangnya RTH pada kawasan perkotaan di Kabupaten Konawe
Selatan.

e. Meningkatnya kuantitas sampah domestik menyebabkan rawan terjadinya
penumpukan sampah secara tidak terkendali.

f. Masih lemahnya pengawasan, penataan dan pengelolaan terhadap usaha/
kegiatan yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan.

g. Sumber Air Minum dan Air Pertanian mulai terdegradasi.

h. Belum optimalnya pengelolaan daerah sumber air dan daerah penyangga.

i. Perlunya kerjasama daerah dalam rangka pengelolaan persampahan dalam

skala regional.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK yang
tidak merata.

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan kelengkapan
dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil)

c. Database kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan
pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitas datanya.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Belum optimalnya sinkronisasi di tingkat perencanaan antara RPJMD
kabupaten dan RPJMDes.

b. Masih terdapat status Desa Tertinggal.

c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta

rendahnya  partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  desa.
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d. Belum terwujudnya secara optimal pembangunan desa terpadu melalui
pengembangan desa mandiri, peningkatan kualitas kelembagaan dan
kualitas aparatur desa.

e. Belum optimalnya lembaga keuangan mikro di desa (BUMDES dan KUD)
yang belum berperan aktif dan dalam memberikan kontribusi positif dalam
penyediaan serta memfasilitasi modal usaha di desa.

f. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa sesuai dengan
Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang SPM Desa.

g. Belum tercapainya Standarisasi Operasional Prosedur pemerintahan desa
yang efektif dan efisien (Jumlah SOP masih kurang),

h. Belum menerapkan sistem informasi pemerintahan desa yang berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

i. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan  masyarakat
masih rendah.

j-  Komitmen dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan dan

pelestarian pasca program masih rendah.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Belum maksimalnya cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Konawe
Selatan.

b. Belum optimalnya pengadaan alat kontrasepsi yang diadakan oleh
pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan

pendampingan pengadaan alat kontrasepsi.

Urusan Perhubungan
Moda transportasi umum dalam daerah belum dikelola dengan baik.
Terminal yang dibangun belum berfungsi sesuai yang diharapkan.

Kualitas jalan kewenangan kabupaten masih sangat rendah.

a o o p

Masih kurang jalan alternatif sebagai penghubung antar wilayah dan

kawasan
Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan jaringan telekomunikasi di pedesaan belum memadai.

b. Belum optimalnya jaringan komunikasi antar perangkat daerah dan
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pengembangan website pemerintah daerah kabupaten Konawe Selatan.

c. Belum optimalnya sumber daya aparatur penyelenggara informasi dan
komunikasi.

d. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama
informasi dan komunikasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada
masyarakat.

e. Jaringan komunikasi masih mengandalkan satelit.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi dan lembaga UMKM masih tergantung dengan bantuan pemerintah.
b. Belum optimalnya peningkatan kualitas kewirausahaan (entrepreneurship)
masyarakat pengusaha kecil, mikro dan menengah

Akses pasar produk UKM belum ada

Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah

Akses permodalan untuk UKM masih kurang.

-~ ® o o

Rendahnya kesadaran UKM untuk mengurus izin usaha (berbadan hukum)

Proporsi koperasi sehat masih sangat rendah.

=2 @

Pembinaan ekonomi kreatif masih perlu dilakukan.

Urusan Penanaman Modal

a. Rendahnya realisasi investasi di daerah yang diakibatkan belum optimalnya
promosi dan daya tarik investasi serta kerjasama investasi.

b. Belum tersedianya data dan informasi investasi yang diwujudkan dalam peta
potensi investasi di Konawe Selatan.

c. Belum optimalnya pelayanan perizinan usaha, dukungan regulasi dan
kepastian hukum.

d. Dukungan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah masih minim
(jaringan jalan, jembatan, listrik, komunikasi, perbankan, dll).

e. Pengembangan investasi kurang memperhatikan daya dukung lingkungan.

f. Nilai manfaat pengembangan investasi terhadap masyarakat masih rendah.

g. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan investasi daerah belum

berjalan optimal.
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Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara
berjenjang.

c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
olahraga untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik tingkat kabupaten
maupun tingkat provinsi.

d. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

Urusan Kebudayaan

a. Kegiatan kebudayaan daerah belum mendapat penanganan yang serius.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di kabupaten
Konawe Selatan.

c. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya daerah menjadi objek wisata.

d. Pelestarian cagar budaya daerah belum dilakukan secara optimal.

e. Menurunnya minat generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya lokal.

Urusan Perpustakaan

a. Sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan yang masih rendah secara
kualitas dan kuantitas

b. Belum tersedianya Electronic Library.

c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, dilihat dari jumlah pengunjung
tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Konawe Selatan.

d. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.

e. Masih kurangnya layanan perpustakaan keliling yang menjangkau seluruh

wilayah kabupaten Konawe Selatan.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Dukungan infrastruktur pada sentra perikanan masih kurang.
b. Dukungan listrik pada sentra perikanan masih kurang.

c. Belum optimalnya budidaya perikanan air Laut dan air tawar.
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d. Belum adanya industri pengolahan perikanan yang representatif.
e. Kurangnya sarana perikanan tangkap.

f. Usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga masih kurang.

Urusan Pariwisata

a. Potensi cukup besar tapi belum menjadi prioritas utama pembangunan.

b. Kurangnya promosi destinasi wisata daerah.

c. Belum optimalnya produk unggulan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
daerah yang menijadi ciri khas Konawe Selatan (cinderamata, minuman khas,
makanan khas).

d. Masih rendahnya infrastruktur penunjang pada objek wisata dan menuju

tempat wisata.

Urusan Pertanian

a. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian.

b. Agribisnis pertanian yang di dukung pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola
pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;

c. Kualtas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan petani masih kurang;

d. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada
nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan

e. Sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya dan alih fungsi
lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai.

f. Masih terbatasnya penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura,
sehingga pada saat tanam petani kesulitan benih.

g. Sering terjadinya kelangkaan pupuk di sentra-sentra pertanian.

h. Masih terbatasnya fasilitas untuk Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan
tugasnya.

i. Jaringan irigasi tersier sudah banyak yang rusak.

j.  Masih banyaknya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang belum

tertangani.
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Urusan Perdagangan

a
b
c.
d
e
f.

Akses pasar komoditas unggulan masih rendah.

Masih menjual bahan mentah.

Peran tengkulak masih cukup tinggi.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pasar masih belum optimal.
Pengelolaan pasar masih belum optimal.

Pembangunan infrastruktur pasar yang belum merata.

Urusan Perindustrian

a.

b
c
d.
e

Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah.
Daya saing produk UMKM lokal belum baik dan kuat.

Infrastruktur pada sentra-sentra belum baik.

Penggunaan teknologi tepat guna belum optimal.

Sumber energi untuk industri rumah tangga masih kurang.

Urusan Transmigrasi

a.

Belum optimalnya pemerintah daerah dalam penanganan sengketa lahan
transmigrasi dan eks transmigrasi.
Masih terdapat fasilitas infrastruktur daerah transmigrasi yang belum

maksimal.

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

a.

Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang menjawab
permasalahan sektoral pada pembangunan daerah.

Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan antar
perangkat daerah.

Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam
menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.

Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan daerah yang

berkesesuaian dengan hasil reses/aspirasi masyarakat.
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Urusan Pengawasan

a. Masih tingginya temuan pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah (APIP).

b. Masih terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK.

c. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan.

d. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pemeriksa yang mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan.

e. Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).

f. Belum tersedianya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) yang

terintegrasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Urusan Keuangan
a. Belum optimalnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah kabupaten Konawe Selatan

dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Urusan Kepegawaian

a. Belum optimalnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe Selatan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

b. Belum meratanya jumlah dan sebaran birokrasi yang profesional berbasis
pada kompetensi dan kinerja.

c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara optimal.

d. Masih kurangnya keterlibatan perempuan yang menduduki jabatan strategis
dalam birokrasi.

e. Fasilitas penunjang pendukung tupoksi aparatur masih terbatas.

f. Pemberian reward dan punishment belum diterapkan secara optimal.

Urusan Sekretariat Daerah

a. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik

b. Belum maksimalnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis
data secara online

c. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik
pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.
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d. Belum dilaksanakannya Evaluasi/Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit
kerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

e. Belum optimalnya upaya penguatan satuan kerja yang mendukung dan
menunjang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup

pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

4.2 Isu Strateqgis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis merupakan
hasil analisis dari FGD (Focus Group Discussion) dengan seluruh OPD dan
bagian-bagian yang ada dalam Sekretariat Daerah. Disamping itu, isu strategis
tersebut merujuk pada (Sustainable Development Goals/SDGs (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan). Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten

Konawe Selatan yang disimpulkan dari hasil analisis tersebut yakni;

4.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang memerlukan penanganan multi sektor.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan masih menjadi isu strategis
dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten
Konawe Selatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir menunjukkan tren
penurunan yang cukup baik, dari data yang diperoleh antara tahun 2013 sampai
tahun 2017 terus mengalami penurunan yaitu 12,45 % atau 35.170 jiwa pada
tahun 2013 dan terus mengalami penurunan sebesar 11,14 % atau 33.730 jiwa
pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terus mengalami penurunan sebesar 33,73
jwa atau 10,95 % dan tahun 2019 secara persentase terus mengalami
penurunan 33,89 jiwa atau 10,81%. Angka tersebut lebih baik dibanding dengan
kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara (11,69 persen). (BPS Sulawesi
Tenggara, 2020). Namun demikian, tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten

Konawe Selatan berpotensi mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19.
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Salah satu problem dalam penanganan kemiskinan adalah kemampuan
pemerintah daerah mempertahankan penurunan persentase kemiskinan secara
konsisten yang diakibatkan ragam kriteria dan penyebab kemiskinan. Rendahnya
persentase kemiskinan juga menjadi tantangan pemerintah daerah untuk
melakukan pemetaan secara detail penduduk yang mengalami kondisi miskin
tersebut. Beragam indikator tentu juga membutuhkan intervensi yang berbeda
pula dalam penanganan penduduk miskin.

Oleh karena itu, data penduduk miskin memerlukan updating secara rutin
dengan melibatkan pemerintah hingga di level desa serta penduduk setempat
untuk memastikan validitas data, baik ditinjau dari jenisnya ataupun ditinjau dari
penyebabnya. Selain itu, perlunya arah kebijakan pembangunan daerah tidak
bias terhadap penyelesaian akar masalah kemiskinan, adanya kebijakan yang
mampu menciptakan distribusi hasil pembangunan yang merata di semua
kelompok masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bekerja maupun
pemerataan kesempatan berusaha. Karenanya kebijakan pembangunan yang
partisipatif dan akomodatif serta memberikan keberpihakan terhadap penduduk
miskin pada akhirnya akan mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan
masyarakat daerah yang bersangkutan.

Meskipun kondisi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan
yang cenderung mengalami penurunan, hal ini mengharuskan adanya upaya dan
aksi nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam
melakukan penanggulangan kemiskinan dengan kerja keras serta keseriusan
dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun
seluruh komponen (Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain-
lain). Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia termasuk di
Kabupaten Konawe Selatan, salah satu faktornya dikarenakan belum optimalnya
komitmen, konsistensi dan keterpaduan (harmonisasi) dalam menangani
masalah kemiskinan. Ego sektoral pada bidang dan urusan tertentu masih

mewarnai dalam penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

4.2.2. Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan
jumlah penduduk. Disisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat
dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal

ini dapat berimplikasi pada ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan
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pemenuhannya. Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan
adalah jumlah penduduk yang semakin besar dengan pertumbuhan penduduk
yang positif. Dengan demikian permintaan akan pangan semakin meningkat.
Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan,
kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh
globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber
daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk, serta persaingan
pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Potensi pangan di Kabupaten Konawe Selatan meliputi; luas lahan
persawahan mencapai 25.340 Ha dengan luas panen sebesar 39.854 Ha dan
produktivitas sebesar 36,67 kuintal/Ha. Potensi ternak besar seperti sapi sebesar
67.746 ekor, ternak kerbau sebesar 369 ekor. Untuk ternak kecil seperti kambing
sebesar 10.467 ekor dan babi sebesar 4.942 ekor. Sedangkan unggas seperti
ayam sebesar 1.423.678 ekor. Potensi perikanan meliputi perikanan laut
produksi sebesar 3.900 ton dan produksi ikan darat sebesar 8.440 ton (BPS
Konawe Selatan, 2021).

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan mencapai
81,82, sedangkan Indeks Ketersediaan Pangan 91,81 tahun 2020. Adapun
Indeks Keterjangkauan Pangan sebesar 86,36 dan Indeks Pemanfaatan Pangan
sebesar 70,91 pada tahun 2020 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian, 2020). Secara umum permasalahan ketahanan pangan dan pertanian
di kabupaten Konawe Selatan antara lain disebabkan oleh pertama, jumlah
penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya
tingkat kebutuhan atau permintaan akan pangan saat ini jumlah penduduk
Konawe Selatan sebesar 304.214 jiwa. Kedua, sumber daya air pertanian makin
kurang akibat rusaknya daerah sumber air. Ketiga, ketersediaan sumber daya
lahan semakin berkurang akibat tekanan penduduk serta persaingan
pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.
Penggunaan lahan yang paling luas di Konawe Selatan yaitu sebagai
pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya sebesar 34,59% dari
total luas lahan di Konawe Selatan. Keempat, alih fungsi lahan kawasan
penangkapan air dan daerah aliran sungai serta lahan perkebunan serta kelima

sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.
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4.2.3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan
dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah
secara bersungguh-sungguh dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan baik yang bersifat promosi, preventif, kuratif
dan rehabilitatif di seluruh jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian
terpadu dari pembangunan daerah dimana, Kabupaten Konawe Selatan
bertujuan mewujudkan masyarakat maju, damai dan sejahtera. Perwujudan
derajat kesehatan yang optimal dalam tujuan pembangunan kesehatan
diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, maka
telah dilaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma baru yaitu paradigma
sehat melalui visi pembangunan kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Sehat
(GERMAS) 2016 terutama penyakit menular yang ada kaitannya dengan
lingkungan (penyakit berbasis lingkungan), yang mana ditandai dengan
lingkungan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki
derajat kesehatan yang optimal.

Permasalahan dibidang kesehatan yang menjadi isu dan masalah
pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan adalah masih terdapatnya Angka
Kematian Ibu (AKIl) melahirkan pada tahun 2017 yaitu 7 kasus atau 125 per
100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar
15 kasus atau 3 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKABA)
pada tahun yang sama yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu masih
terdapat prevalensi kasus Gizi Buruk (Malnutrition) dan stunting pada tahun 2017
sebesar 17 kasus.

Disamping itu isu lainnya adalah masih rendahnya mutu pelayanan
kesehatan, ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana kesehatan yang
belum memadai, serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang masih
relatif terbatas dan tidak merata di semua wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
Upaya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dilakukan melalui
peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan

kualitas dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Hal yang tidak kalah
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pentingnya juga adalah perlunya pemerintah daerah memastikan jaminan
kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin maupun perlindungan social

lainnya guna mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

4.2.4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan sebagai modal dan investasi yang bersifat jangka panjang
yang tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu daerah di masa
mendatang. Salah satu upaya pemerintah menciptakan pendidikan yang
berkualitas melalui adanya Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang
merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat maupun daerah. Rata-
rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah merupakan indikator yang
dapat menggambarkan kualitas Pendidikan di suatu daerah. Tahun 2020 rata-
rata lama sekolah Kabupaten Konawe Selatan yakni 7,86 tahun yang artinya
jumlah penduduk Konawe Selatan yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata
menjalani pendidikan formal selama 7,86 tahun. Permasalahan mutu pendidikan
di Kabupaten Konawe Selatan tidak terlepas dari kondisi kualitas sarana dan
prasarana pendidikan maupun akses/keterjangkauan yang berbeda-beda antar
kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang berstatus terpencil dan sangat
terpencil yang berimplikasi pada ketersediaan (kuantitas dan kualitas) sarana dan
prasarana yang tidak memadai serta dukungan tenaga pendidik dan tenaga
pendidikan yang belum merata pula.

Disamping itu, problem lainnya adalah belum optimalnya peningkatan
kompetensi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlihat dari
masih terdapat guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Data
Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan (2020) diketahui bahwa Aparatur
Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan yang telah
memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu (S-1) yaitu sebanyak 1.810 orang
(67.8 %) serta 129 orang (4.8 %) telah berkualifikasi strata dua (S-2 Magister)
dari total tenaga Aparatur Sipil Negara dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebanyak 2.668 orang. Sedangkan tenaga Aparatur Sipil Negara dinas
Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersertifikasi sebanyak 1.565 orang di
seluruh tingkatan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan
dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu
kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan manajemen
pendidikan yang merata di semua wilayah kecamatan, terutama pada daerah-
daerah terpencil yang ada di Konawe Selatan.
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Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tahun 2019 yaitu 67.88. Nilai IPM yang bernilai sedang ini masih
berada dibawah angka IPM provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 71,20.

Capaian IPM di Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh beberapa
komponen yaitu dari aspek kesehatan yakni angka harapan hidup yang masih
rendah; aspek pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah; dan aspek ekonomi
(pengeluaran per kapita dan paritas daya beli). Capaian kualitas IPM tersebut
juga belum diimbangi perbaikan kualitas pembangunan SDM yang lainnya yakni

capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender.

4.2.5. Kesetaraan Gender

Ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak
dulu telah membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik.
Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap
perempuan, dan kemudian muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
Hal ini termanifestasikan dalam bentuk stereotip, marginalisasi, subordinasi,
tindak kekerasan dan beban kerja terhadap perempuan. Secara nasional isu
pembangunan gender di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan,
pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender baik di level pusat maupun
daerah.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan dibandingkan dengan
capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga cenderung belum membaik.
Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya IPG dan IDG Kabupaten
Konawe Selatan adalah masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan
dalam keluarga serta masih kurangnya peran aktif perempuan dalam lingkup
birokrasi, kehidupan ekonomi maupun politik. Belum optimalnya pembangunan
gender di Kabupaten Konawe Selatan ditunjukkan dengan masih rendahnya
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun

2015 yaitu 88,46 dan masih berada dibawah angka provinsi yaitu 90,30 dan
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berada pada urutan ke 10 dari 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi
Tenggara. Rendahnya angka IPG Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh
faktor rendahnya Angka Harapan Hidup berjenis kelamin laki-laki jika
dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup berjenis kelamin perempuan.
Sedangkan nilai IDG Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 yaitu 78,80

dan berada diatas angka capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.

4.2.6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Di Bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya
pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,
pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan
bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui
pembangunan sarana pengelolaan air minum, sanitasi, peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai. Pembangunan
tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air
minum, sanitasi dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program
pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sasaran pada tahun 2024
yaitu 90% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak
termasuk 15% akses aman; dan 100% rumah tangga yang menempati hunian
dengan akses air minum layak termasuk 15% akses aman. Dari data yang
diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan (2020)
diketahui bahwa untuk persentase penduduk berakses air minum menunjukkan
peningkatan, dimana sebanyak 90 % pada tahun 2020 meningkat dari tahun
2019 yang capaiannya masih 78,07%. Hal ini semua terjadi karena adanya
peningkatan pembangunan infrastruktur secara kolaboratif baik yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang

sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.
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4.2.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren
penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019). Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 sebesar 8,13 %, trend
menurun terlihat pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,95 %, tahun 2017 vyaitu
sebesar 6,69 %, tahun 2018 sebesar 5,67 %, dan tahun 2019 sebesar 5,71 %.
(BPS Konawe Selatan, 2021). Penurunan pertumbuhan ekonomi akan
berpengaruh terhadap kemampuan daya saing daerah. Dari 17 sektor
ekonomi/lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Konawe Selatan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yaitu sebesar 26,68 %, serta sektor pertambangan dan penggalian
yaitu sebesar 22,33 %. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terendah
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor Jasa
perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran agregat, pengeluaran konsumsi rumah
tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Konawe
Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 55,14 %. Share pengeluaran investasi
sebagai salah satu komponen yang memiliki dampak ganda terhadap
perekonomian daerah justru masih rendah. Salah satu faktor utama pemicu
masih investasi di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh aspek regulasi
diantaranya belum tersedia rencana detail tata ruang untuk keseluruhan wilayah
Kabupaten Konawe Selatan yang mengakibatkan tumpang tindih lokasi. Hal lain,
pad aspek pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan investasi yang ada
saat ini belum dilakukan secara optimal. Demikian pula belum optimalnya
pelayanan perizinan dan non perizinan investasi sehingga turut menghambat
rendahnya daya tarik investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
mengurangi hambatan regulasi disertai dengan upaya promosi investasi yang
kontinu sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan investasi di Kabupaten

Konawe Selatan pada masa yang akan datang.

4.2.8. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai
akan menciptakan dinamika aktivitas perekonomian sehingga berimplikasi

terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan
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infrastruktur di beberapa daerah pada umumnya ditargetkan dalam jangka
menengah dan jangka Panjang dengan fokus pada peningkatan kualitas
infrastruktur dasar dan wilayah diantaranya energi, air bersih, jaringan informasi
dan telekomunikasi (IT), transportasi, irigasi, jembatan, pasar, rumah sakit,
puskesmas, sekolah maupun fasilitas publik lainnya.

Salah satu permasalahan utama yang ada di Kabupaten Konawe Selatan
adalah belum optimalnya kondisi mantap jalan, jembatan, drainase, maupun
infrastruktur kesehatan dan ekonomi lainnya. Selain itu, keberadaan industri yang
berbasis IKM diperhadapkan dengan daya saing yang rendah. Aspek inovasi
yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif juga belum optimal.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2019
mencapai 1.032,04 Km dalam kondisi mantap jalan dengan persentase jalan
yang sudah diaspal baru mencapai 155.04 Km, jalan beton sepanjang 2,6 Km,
jalan kerikil sepanjang 874,36 Km, serta jalan dalam kondisi baik sepanjang
124,87 Km. Karenanya pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum
memerlukan perencanaan yang responsif dan terarah karenanya implikasinya

cukup luas terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.

4.2.9. Berkurangnya Kesenjangan

Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan berimplikasi terhadap
rendahnya daya saing serta melemahnya berbagai kinerja makro ekonomi
daerah lainnya. Demikian pula akan menurunkan kegiatan di sektor konsumsi
dan daya beli masyarakat Konawe Selatan. Dari 17 lapangan usaha/sektor
ekonomi, persentase terbesar yang berkontribusi terhadap  pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yaitu sebesar 26.68 %, serta sektor pertambangan dan penggalian
yaitu sebesar 22,33 %. Adapun sektor terendah yang berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor jasa
perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %. Dari sisi pengeluaran, sektor
pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi paling tinggi hingga tahun
2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan konsumsi rumah tangga memiliki

peran penting dalam mendinamisir perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.
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4.2.10. Penanganan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan
berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting
untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap
memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap
permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan
menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi
bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan
peningkatan daya dukung lingkungan.

Penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten
Konawe Selatan ditandai dengan banyaknya degradasi hutan serta menurunnya
kualitas sumber daya air, masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis dan
meningkatnya volume sampah akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk
Kabupaten Konawe Selatan.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten
Konawe Selatan yang perlu mendapat perhatian dan penangannnya memerlukan
perencanaan yang matang. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan
peruntukannya. Saat ini luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Konawe
Selatan yaitu lahan persawahan sebesar 5.61 %, lahan perkebunan sebesar 6.29
%, lahan tanaman kayu/hutan rakyat sebesar 4.82 %, lahan perkebunan sebesar
20.01 %, lahan tambak/kolam ikan sebesar 19.84 %, lahan ladang sebesar
4.41%, padang rumput sebesar 1.73 %, lahan tidur sebesar 2.69 % dan lahan
pekarangan untuk bangunan sebesar 34.59 %. Selain itu pula, masih terjadi
pemanfaatan ruang secara ilegal yang mengganggu kenyamanan dan kualitas
lingkungan hidup, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesesuaian
penggunaan pola ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Konawe

Selatan.

4.2.11. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sekarang ini sedang
diperhadapkan pada satu agenda besar, khususnya untuk waktu lima tahun yang
akan datang. Agenda besar tersebut terkait dengan, Pertama, posisi daya saing
dan kemajuan yang telah dicapai selama ini. Beberapa hal yang kemudian harus
terus diperkuat adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang selama ini sudah
menunjukkan keberpihakan pada publik. Kedua, adalah terkait dengan upaya

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Kondisi saat
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ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perubahan-
perubahan yang sangat mendasar terkait dengan birokrasi dan tata kelola
pelayanan publik.

Namun demikian, belum optimalnya pelayanan publik serta tata kelola
pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe Selatan masih merupakan
masalah pembangunan. Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan publik
dilakukan dengan usaha-usaha perbaikan service delivery, maupun
manufacturing secara internal OPD. Sedangkan peningkatan tata kelola
pemerintahan dilakukan dengan efektifitas pembinaan dan pengawasan

terhadap seluruh unsur manajemen pemerintahan.
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BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih, berjanji kepada masyarakat dan berkomitmen untuk
menjalankan pembangunan dengan visi tertentu. Selain berfungsi sebagai
penuntun arah, visi juga diarahkan untuk menjawab permasalah pembangunan
serta isu strategis daerah. Bupati terpilih H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan
Wakil Bupati terpilih Rasyid, S.Sos., M.Si yang dilantik pada Tanggal 26 April
Tahun 2021, Di masa pembangunan tahun 2021-2026, Memiliki Visi “Menuju
Konawe Selatan yang Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan”.
Dari kalimat yang lugas dan bernas ini, sedikithya ada empat kata kunci yang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sejahtera . Merujuk pada terpenuhinya sebagian besar kebutuhan
dan hajat hidup masyarakat, serta tercapainya keadaan
hidup yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya
dengan mengoptimalkan  sumber daya alam,

sumberdaya manusia serta sumberdaya pengetahuan.

Unggul . Bermakna masyarakat memiliki prestasi dan daya saing
dalam segala aspek kehidupan, khususnya yang

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Amanah . Untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing
masyarakat, pemerintah menjalankan segala urusan
terkait kepentingan publik secara terbuka dan

bertanggung jawab (akuntabel).

Berbasis Perdesaan : Konawe Selatan memiliki ciri daerah pemukiman
penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah,
iklim, dan air. Hal ini menjadikan desa agraris maupun

pesisir sebagai prioritas pembangunan.
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5.2. Misi

Misi Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 dirancang untuk
memperjelas dan mencapai visi tersebut, dirumuskan empat misi yang ikut
mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal
yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang
ada dalam pembangunan daerah. Empat misi yang saling menopang dalam
rangka pencapaian dimensi sejahtera, unggul dan amanah yang mengambil
perdesaan sebagai basis pembangunan ini akan menjadi pilar dalam
pengembangan arah kebijakan umum pembangunan daerah dan rencana
capaian pembangunan lima tahunan yang disinergikan dengan arah
pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan
pencapaian misi kerja dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembangunan
sektoral dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan terutama untuk
mengarahkan sumber daya pembangunan secara tepat dan bernilai guna.

Pada misi pertama, Melanjutkan Pengembangan SDM berfokus pada
pengembangan kompetensi dan keterampilan bagi guru, tenaga kesehatan,
pekerja kreatif, aparat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan
petani milenial serta komunitas produktif. Di misi kedua, ditujukan pada
Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Perdesaan yang
Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk misi ketiga, Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada penataan birokrasi
yang kredibel, berorientasi pada kinerja serta fungsi, akuntabilitas, serta tata
kelola keuangan daerah yang transparan dan terbuka. Sementara di misi
keempat, Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Menopang
Konektivitas yang tertuju pada pengembangan infrastruktur dasar,
pembangunan sarana dan prasarana penopang keterhubungan wilayah, sanitasi,

sarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga.
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5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi, Permendagri No 86 tahun 2017
mewajibkan ditetapkannya tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Adapun
sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Kesesuaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan.
Konsistensi penjabaran Visi dan Misi dalam Tujuan dan Sasaran menentukan
efektivitas pembangunan daerah. RPIJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-
2026 terdiri dari 4 misi, 5 tujuan dan 17 sasaran. Misi (1); Melanjutkan
pembangunan sumberdaya manusia dijabarkan kedalam tujuan 1 dan sasaran 1-
7. Misi (2); Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis pedesaan
yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan kedalam tujuan 2 dan sasaran 8-
11. Misi (3); Penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah
dijabarkan kedalam tujuan 3 dan tujuan 5 serta sasaran 12-15. Misi (4);
Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang konektivitas
dijabarkan kedalam tujuan 5 dan sasaran 16-17. Berangkat dari tuntutan
tersebut, berikut ini matriks yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan

KonaweSelatan.
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Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPIJMD Konawe Selatan Tahun 2021-2026

Misi 1: Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia.

CAPAIAN/TARGET TAHUN KONDISI
NO TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR SATUAN KONI(DZISZI(,)A)WAL AKHIR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026
Tujuan 1 . o
1. Mejningkatkan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai 68,2 69,7 | 69,7 | 70,1 | 71,5 | 72,3 72,8
1.1 | Sasaran1 IPKM (Indeks Pembangunan Persen 76,19 76,7 | 76,7 | 77,2 | 779 | 78,6 78,9
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kesehatan Masyarakat)
1.2 | Sasaran2 ) . Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,86 790 | 790 | 810 | 85 8,7 9,10
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,36 12,7 12,7 13,5 13,9 14,4 14,7
1.3 | Sasaran 3
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Nilai 93,5 939 | 939 | 945 | 948 | 953 96.2
Sasaran 4 i iski
14 Meningkatnya standar hidup layak Tingkat Kemiskinan Persen 10,74 10.6 10.6 10,3 9,9 9,5 9,1
1.5 | Sasaran5 e Nilai / 83,5 84,7 | 84,7 | 855 | 86,7 | 885 88,9
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Indeks Demokrasi / Tingkat Partisipasi Persen
Politik
1.6 | Sasaran 6 Indek Pembangunan Gender Nilai 87,73 88,6 88,6 89,3 90,2 91,7 92,3
Meningkatnya kesetaraan gender
1.7 | Sasaran7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai n/a 68,07 | 68,07 | 68,36 | 68,65 | 68,94 69,2

Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan

sumber daya alam berkelanjutan
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Misi 2. Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

CAPAIAN/TARGET TAHUN KONDISI
KONDISI AKHIR
NO TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR SATUAN AWAL
(2020) 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 2026
1. Tujuan 2 ) Pertumbuhan Ekonomi Persen 2,2 -0,97 3,6 5,4 57 5,8 6,2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1.1 | Sasaran8 PDRB Sektoral Persen 50,15 50,3 52,8 56,9 57,4 | 57,9 58,5
Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi
utama
1.2 | Sasaran9 PDRB Perkapita Juta 26,83 26,9 | 27,3 | 283 | 286 | 289 29,3
Meningkatnya pendapatan masyarakat Rupiah
1.3 | Sasaran 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,58 2,59 2,44 2,38 2,33 2,30 2,27
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja (TPT)
1.4 | Sasaran 11 Gini Ratio Nilai 0,344 0,34 0,32 0,31 0,29 | 0,28 0,28
Meningkatnya pemerataan pendapatan
antarkelompok masyarakat
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Misi 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah

CAPAIAN/TARGET TAHUN KONDISI
AKHIR
NO TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR SATUAN KON'(DZ'SZ'OA)WAL
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan 3 i Bi i ilai
1 Mejningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi Nilai CC CC CcC B B B BB
1.1 | Sasaran 12 N Nilai SAKIP Kabupaten Nilai 62,54 (B) B B B BB BB A
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Sasaran 13 _
1.2 Meningkatnya kualitas kebijakan Pelayanan publik. I(ﬂg%s Kepuasan Masyarakat | Nilai A (81,92) A A A A A A
2 Tujuan 4 Opini BPK Nilai WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
2.1 | Sasaran 14 0,677 (Rendah) 0,747 0,747 1,168 1,755 1,955 2,115
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Indeks Kapasitas Fiskal Nilai (Sedang) | (Sedang) | (Sedang) | (Tinggi) | (Tinggi) (Tinggi)
2.2 | Sasaran 15
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah Opini LKPD Nilai WDP WDP WDP wrp | wre | wrp WTP
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Misi 4. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang konektivitas.

KONDISI CAPAIAN/TARGET TAHUN KAOKNHEI'RS'
NO TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR SATUAN AWAL
2020
( ) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Tujuan 5 ) Indeks Infrastruktur Wilayah Nilai Tidak 53,27 53,27 55.75 | 60,32 | 62,55 65,77
Meningkatkan infrastruktur dasar dan Tersedia
wilayah
1.1 | Sasaran 16 Indeks Williamson Nilai Tidak 0,47 0,47 0,42 0,40 0,37 0,35
Meningkatnya pemerataan pembangunan Tersedia
antar wilayah /Kawasan yang mendorong
produktivitas sektor utama, sektor pendukung
dan produktivitas Kawasan Perdesaan.
1.2 | Sasaran 17 Indeks Desa Membangun Nilai 0,61 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Meningkatnya Konektivitas Wilayah/Kawasan Rerata
Perdesaan Serta Ketahanan Sosial, Ekonomi
dan Lingkungan Perdesaan
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BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola
strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian
pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, Rumusan
strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Ini juga
merupakan salah satu rujukan penting dalam mengimplementasikan tujuan dan
sasaran pembangunan. Hal tersebut akan dicapai dengan serangkaian arah
kebijakan dari pemangku kepentingan.

Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program
pembangunan operasional dari upaya-upaya terukur dalam mewujudkan visi
pembangunan Konawe Selatan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-

upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab V, visi pembangunan
Konawe Selatan 2021-2026 adalah “Menuju Konawe Selatan yang Sejahtera,
Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan”. Dari visi ini diturunkan empat misi.
Untuk masing-masing misi tersebut, berikut turunan tujuan, sasaran, dan strategi
pencapaiannya. Strategi secara singkat merupakan langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

Di misi pertama (Misi 1 atau M1), Pemerintah Konawe Selatan
“Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia” yang bertujuan
meningkatkan kualitas hidup manusia (Tujuan 1 atau T1) yang meliputi tujuh
sasaran. Pada sasaran pertama (Sasaran 1 atau S1), yakni meningkatnya
kualitas kesehatan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan
kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, dan tenaga kesehatan, serta perilaku

dan lingkungan hidup sehat. Strategi ini ditentukan untuk menjawab isu-isu
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strategis bidang kesehatan yang menjadi perhatian Konawe Selatan yang
melihat belum optimalnya program penanganan masalah Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA) yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI),
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Selain itu,
masih tingginya prevalensi kasus gizi kurang dan gizi buruk (malnutrition). Isu
tenaga kesehatan juga menjadi hal yang penting dalam strategi untuk mencapai
sasaran bidang kesehatan ini. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas tenaga
kesehatan yang rendah, serta belum merata pendistribusiannya. Strategi ini juga
diarahkan untuk menjawab masalah kesehatan lingkungan (termasuk rumah
layak huni) dan jaminan sosial masyarakat.

Di sasaran kedua (S2), titik perhatian ditujukan pada meningkatnya
kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, strategi dalam RPJMD
dimaksudkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah, mutu tenaga pendidik, fasilitas/koleksi perpustakaan, serta literasi.
Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Konawe Selatan untuk menuntaskan
wajib pendidikan dasar 9 tahun, mengatasi tingginya angka putus sekolah,
termasuk masih adanya penduduk usia sekolah yang belum bersekolah. Strategi
ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
yang masih terdapat yang belum mencapai kualifikasi Diploma 4 bahkan Strata
1. Isu terkait sarana prasarana serta fasilitas pendidikan juga dimaksudkan oleh
strategi bidang pendidikan ini, termasuk peningkatan literasi (informasi, media,
budaya) serta kualitas layanan perpustakaan.

Masih berhubungan dengan tujuan pertama (T1) yakni meningkatkan
kualitas hidup manusia, sasaran ketiga (S3) yang dituju adalah terpenuhinya
kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi
yang diterapkan berupa meningkatkan kualitas konsumsi pangan pokok
masyarakat secara proporsional berbasis triguna pangan sebagai sumber
karbohidrat, protein dan vitamin. Strategi ini masih memiliki relevansi dengan
strategi di sasaran sebelumnya yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, strategi ini untuk menjawab isu optimalisasi diversifikasi pangan,
ketersediaan serta cadangan pangan. Masih memiliki relevansi sasaran ketiga,
pada sasaran keempat (S4) yakni meningkatnya standar hidup layak, strategi
yang diterapkan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang siap

dibelanjakan (disposable income). Strategi ini diarahkan pada kebijakan untuk
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penguatan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta
persiapan pengembangan aplikasi Smart Logistic.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat merupakan sasaran
kelima (S5). Di sasaran ini, strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan
partisipasi warga dalam pemilihan umum, keterwakilan perempuan di
DPRD, serta saluran suara publik bagi pelayanan masyarakat. Upaya untuk
meningkatkan partisipasi ini menyasar juga para pemilih pemula dan kelompok
minoritas. Partisipasi politik tentu dilihat dalam arti yang luas. Tidak hanya
berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, presiden, atau pemilu legislatif.
Partisipasi juga harus difasilitasi dalam bentuk kanal atau saluran untuk
menyampaikan aspirasi publik terkait apa saja karena hal tersebut merupakan
bentuk pelayanan yang berhak untuk diterima oleh masyarakat. Dalam konteks
ini pula maka sasaran keenam (S6) yaitu meningkatnya kesetaraan gender
menjadi hal yang juga turut menyertai dengan strategi meningkatkan
kesetaraan perempuan dan perlindungan anak. Strategi ini utamanya
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai target nasional Indeks
Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, salah satu isu strategi yang juga menjadi
perhatian Pemerintah Daerah Konawe Selatan terkait dengan akses ekonomi dan
pendidikan perempuan, serta perlindungan anak.

Masih dalam konteks tujuan pertama (T1) yakni meningkatkan kualitas
hidup manusia, sasaran berikutnya atau sasaran ketujuh (S7) adalah
terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan. Strategi yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas
biofisika serta daya tampung dan dukung lingkungan. Isu yang menjadi
salah satu titik perhatian adalah kuantitas sampah domestik dan limbah B3
(bahan berbahaya dan beracun) karena membutuhkan pengelolaan khusus. Hal
yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan daya tampung dan
daya dukung lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH), serta tata kelola air dan
tanah. Revitalisasi sumber air dan fungsi tanah menjadi arah dari strategi ini
diharapkan juga mampu mengurangi risiko bencana lingkungan.

Berpindah ke misi kedua (M2) penguatan dan pengembangan
perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan, RPIJMD
menetapkan tujuan kedua (T2) yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dari tujuan ini ditetapkan empat sasaran dan empat strategi. Pemerintah Daerah
Konawe Selatan mengarahkan perhatian pada meningkatnya nilai tambah
sektor ekonomi utama sebagai sasaran kedelapan (S8). Di sasaran ini, strategi
yang diambil berupa meningkatkan pertumbuhan dan peranan sektor primer
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dan sekunder dalam perekonomian. Arah kebijakan yang ingin dituju dari
strategi ini adalah pemantapan dan perluasan hilirisasi produk unggulan
subsektor pertanian melalui penguatan kawasan perdesaan terutama pada
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tinanggea serta pemantapan
hilirisasi subsektor pertambangan. Hal ini diharapkan dapat memberi dampak
pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan yang menjadi sasaran
kesembilan (S9) RPJMD. Untuk sasaran ini, strategi yang tetapkan adalah
meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat dengan menguatkan
lapangan usaha industri, perdagangan, meningkatkan pertumbuhan usaha
pertanian dan pertambangan serta meningkatkan kualitas perekonomian di
kawasan perdesaan terutama pada KPPN Tinanggea.

Sasaran yang juga menjadi bagian dari tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja (S10)
dan meningkatnya pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan
(S11). Untuk masing-masing sasaran ini, disiapkan dua strategi yakni
meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan
masyarakat pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah. Diharapkan
dengan strategi-strategi ini, akan terwujud dua hal. Pertama, penguatan peran
serta dan perluasan kelembagaan pelatihan siap kerja pada sektor formal dan
ekonomi kreatif. Kedua, peningkatan kapasitas dan akses rumah tangga
kelompok pendapatan terbawah terhadap peluang usaha.

Dalam misi ketiga (M3), Pemerintah Daerah Konawe Selatan melakukan
penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang dijabarkan
dalam tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (T3). Untuk
tata kelola pemerintahan ini, RPIJIMD membidik dua sasaran. Pertama, yang
meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (S12)
yang akan dijalankan dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan,
pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Kedua, sasaran meningkatnya
kualitas pelayanan publik (S13) yang akan dilakukan dengan strategi yang
meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik yang merupakan urusan wajib
dan pilihan pemerintah daerah, dengan melakukan penganggaran yang responsif
gender.

Masih dalam lingkup misi ketiga, untuk tujuan meningkatkan
pengelolaan keuangan dan aset daerah (T4) sasaran RPIJMD Konawe Selatan
adalah meningkatnya kapasitas fiskal (S14) yang ditempuh dengan strategi

meningkatkan realisasi pendapatan daerah (PAD) yang dimulai dengan
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pemetaan potensi dan intensifikasi PAD. Adapun untuk sasaran meningkatnya
pengelolaan aset daerah (S15), strategi yang diterapkan adalah meningkatkan
tata kelola barang milik daerah yang diawali dengan melakukan identifikasi,
penelusuran, dan pendataan barang milik daerah. Muara dari kedua strategi ini
adalah pemantapan dan evaluasi penggunaan Sistem Informasi PAD,
ketersediaan data barang milik daerah berbasis SIMBADA (Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah), serta realisasi pemanfaatan barang atau aset
daerah.

Selanjutnya di  misi keempat (M4) vyang berkaitan dengan
pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang
konektivitas, Pemerintah Daerah Konawe Selatan bertujuan untuk
meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah (T5). Dari tujuan ini, sasaran
yang ditetapkan adalah meningkatnya pemerataan pembangunan antar
wilayah/kawasan yang mendorong produktivitas sektor utama, sektor
pendukung maupun produktivitas di kawasan perdesaan terutama pada
KPPN Tinanggea (S16) dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor
utama dan pendukung pada tiap wilayah maupun terhadap kawasan
perdesaan terutama pada KPPN Tinanggea. Diharapkan hal ini akan
menciptakan akses terhadap infrastruktur dasar dan wilayah yang lebih merata.
Sasaran lainya berupa meningkatnya konektivitas wilayah/kawasan
perdesaan serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pedesaan (S17)
yang akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan keterhubungan antar
wilayah pedesaan dan perluasan akses rumah tangga terhadap sistem

sanitasi.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi. Sementara Program pembangunan daerah adalah program
strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program yang dimaksud di sini
adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPIJMD Konawe Selatan 2021-2026

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Misi 1: Melanjutkan Pengembangan Sumberdaya Manusia

1.  Meningkatkan

Kualitas
Hidup
Manusia

1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat.

Meningkatkan kesehatan
ibu dan anak, kualitas gizi,
dan tenaga kesehatan,
serta perilaku dan
lingkungan hidup sehat.

Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan,
fasilitas
kesehatan, serta
kualitas tenaga
kesehatan.

Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan,
fasilitas
kesehatan, serta
kualitas tenaga
kesehatan.

Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan
(khususnya ibu
dan anak),
fasilitas
kesehatan,
kualitas tenaga
kesehatan,
jaminan sosial
kesehatan, dan
literasi hidup
sehat.

Peningkatan
akses, mutu
pelayanan
kesehatan
(khususnya ibu
dan anak),
fasilitas
kesehatan,
kualitas tenaga
kesehatan,
jaminan sosial
kesehatan, dan
literasi hidup
sehat.

Peningkatan akses,
mutu pelayanan
kesehatan
(khususnya ibu dan
anak), fasilitas
kesehatan, kualitas
tenaga kesehatan,
jaminan sosial
kesehatan, dan
literasi hidup sehat.

Penuntasan akses
serta mutu
pelayanan
kesehatan
(khususnya ibu dan
anak), kualitas
tenaga kesehatan,
gizi dan lingkungan
hidup sehat, serta
jaminan sosial
kesehatan.

2. Meningkatnya Kualitas
Pendidikan Masyarakat.

Meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan harapan
lama sekolah, mutu tenaga
pendidik, fasilitas/koleksi
perpustakaan, serta
literasi.

Peningkatan
akses dan mutu
layanan
pendidikan

Peningkatan
akses dan mutu
layanan
pendidikan

Peningkatan
akses, mutu
layanan
pendidikan, serta
tenaga pendidik.

Peningkatan
akses, mutu
layanan
pendidikan,
tenaga pendidik,
dan

Peningkatan akses,
mutu layanan dan
tenaga pendidik,
pengembangan
perpustakaan, serta
literasi informasi

Penuntasan akses,
mutu layanan dan
tenaga pendidik,
pengembangan
perpustakaan, serta
literasi informasi

pengembangan dan budaya. dan budaya.
perpustakaan.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Meningkatkan kualitas Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penganeka- Peningkatan Peningkatan
Pangan Masyarakat. konsumsi pangan pokok produksi dan produksi dan produksi dan ragaman kualitas konsumsi kualitas konsumsi

masyarakat secara keamanan keamanan keamanan pangan pokok pangan masyarakat | pangan masyarakat

proporsional berbasis pangan pokok pangan pokok pangan pokok masyarakat

triguna pangan sebagai masyarakat masyarakat masyarakat

sumber karbohidrat, protein

dan vitamin.
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4. Meningkatnya Standar Meningkatkan pendapatan | Pemetaan Pemetaan Perbaikan Penguatan Penguatan saluran Persiapan
Hidup Layak. masyarakat yang siap saluran distribusi | saluran distribusi | saluran distribusi | saluran distribusi | distribusi dan pengembangan
dibelanjakan (disposable dan stabilitas dan stabilitas dan stabilitas dan stabilitas stablitas harga aplikasi Smart
income). harga kebutuhan | harga kebutuhan | harga kebutuhan | harga kebutuhan | kebutuhan pokok. Logistic.
pokok. . pokok. . pokok. pokok.
5. Meningkatnya Partisipasi Meningkatkan partisipasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penuntasan Penuntasan
Politik Masyarakat warga dalam pemilihan keterlibatan keterlibatan keterlibatan dan keterlibatan dan keterwakilan keterwakilan

umum, keterwakilan masyarakat masyarakat saluran pelibatan | saluran pelibatan | perempuan di perempuan di
perempuan di DPRD, serta | dalam politik, dalam politik, masyarakat masyarakat DPRD, partisipasi DPRD, partisipasi
saluran suara publik bagi khususnya khususnya dalam politik, dalam politik, politik pemilih politik pemilih
pelayanan masyarakat. kelompok pemilih | kelompok pemilih | khususnya khususnya pemula dan pemula dan
pemula. pemula. perempuan, perempuan, kelompok kelompok
pemilih pemula pemilih pemula minoritas. minoritas.
dan kelompok dan kelompok
minoritas. minoritas..
6. Meningkatnya Kesetaraan Meningkatkan kesetaraan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemantapan
Gender. perempuan dan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
perlindungan anak. perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan dalam perempuan dalam
dalam sektor dalam sektor dalam sektor dalam sektor sektor ekonomi dan | sektor ekonomi dan
ekonomi dan ekonomi dan ekonomi dan ekonomi dan pendidikan, serta pendidikan, serta
perlindungan perlindungan pendidikan, serta | pendidikan, serta | perlindungan anak. | perlindungan anak.
anak. anak. perlindungan perlindungan

anak.

anak.

7. Terpeliharanya kualitas
lingkungan dalam
pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas
biofisika serta daya
tampung dan dukung
lingkungan.

Peningkatan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3.

Peningkatan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3.

Peningkatan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3,
revitalisasi
sumber daya air
dan fungsi tanah,
serta
peningkatan
RTH.

Peningkatan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3,
revitalisasi
sumber daya air
dan fungsi tanah,
serta
peningkatan
RTH.

Peningkatan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3,
revitalisasi sumber
daya air dan fungsi
tanah, serta
peningkatan RTH.

Pemantapan
kualitas
pengolahan
sampah dan
limbah B3,
revitalisasi sumber
daya air dan fungsi
tanah, serta
peningkatan RTH.
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Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Misi 2: Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan nilai Peningkatan nilai Peningkatan nilai Konsolidasi kawasan | Pemantapan kawasan | Pemantapan

2. Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi

Nilai Tambah
Sektor
Ekonomi
Utama

pertumbuhan dan
peranan sektor
primer dan
sekunder dalam
perekonomian

tambah sektor
primer, penguatan
kawasan perdesaan
serta penguatan
peran sektor

tambah sektor
primer, penguatan
kawasan perdesaan
serta penguatan
peran sektor

tambah sektor
primer, penguatan
kawasan pedesaan,
serta penguatan
peran sektor

perdesaan dan
Industri dalam
rangka percepatan
hilirisasi produk
pertanian dan

perdesaan dan
pengembangan
industri dalam rangka
hilirisasi produk
pertanian dan

kawasan pedesaan
dan perluasan
hilirisasi produk
subsektor pertanian
dan pertambangan.

sekunder dan tersier | sekunder dan tersier | sekunder dan tersier | pertambangan pertambangan.

9. Meningkatnya Meningkatka Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penguatan Lapangan | Pemantapan
Pendapatan n rata-rata peranan dan peranan dan Peranan dan Peranan dan Usaha Industri, Peranan dan
Masyarakat. pendapatan pertumbuhan pertumbuhan Kualitas Kualitas Perdagangan serta Kualitas

masyarakat. Lapangan Usaha Lapangan Usaha Pertumbuhan Pertumbuhan peningkatan kualitas Pertumbuhan
Pertanian Pertanian, Lapangan Usaha Lapangan Usaha pertumbuhan Sektor Industri,
Pertambangan, Pertambangan, Pertanian, Pertanian, Lapangan Usaha Pertanian,
Perdagangan, Perdagangan, Pertambangan, Pertambangan, Pertanian dan Pertambangan
Konstruksi, Konstruksi,Industri Perdagangan, Perdagangan, Pertambangan serta serta Perdagangan
Industri serta serta kualitas Konstruksi,Industri Konstruksi, Industri kualitas perekonomian | serta kualitas
kualitas perekonomian di serta kualitas serta kualitas di Kawasan perekonomian di
perekonomian di Kawasan perekonomian di perekonomian di Perdesaan Kawasan
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan | Kawasan Perdesaan. Perdesaan
Perdesaan

10. Meningkatnya Meningkatka Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penguatan peran Penguatan peran Pemantapan
Penyerapan n penyerapan pengetahuan dan pengetahuan dan pengetahuan dan serta dan perluasan serta dan perluasan kerjasama

Tenaga Kerja.

tenaga kerja

keterampilan
penduduk usia kerja.

keterampilan
penduduk usia kerja.

keterampilan
penduduk usia kerja.

kelembagaan
pelatihan siap kerja
pada sektor kreatif.

kelembagaan
pelatihan siap kerja
pada sektor formal
dan ekonomi kreatif.

multipihak dalam
persiapan dan
pelatihan siap kerja
pada sektor formal
dan ekonomi kreatif.

11. Meningkatnya
Pemerataan
pendapatan
antar kelompok
pendapatan.

Meningkatkan
pendapatan
masyarakat pada
kelompok
pendapatan 40
persen terbawah.

Pemetaan,
Pengukuran serta
pemutakhiran data
Rumah Tangga
Berdasarkan
Kelompok
Pendapatan.

Pemetaan,
Pengukuran serta
pemutakhiran data
Rumah Tangga
Berdasarkan
Kelompok

Pendapatan.

Penguatan dan
Perluasan Dukungan
Bagi Rumah Tangga
Kelompok
Pendapatan
Terbawah.

Penguatan dan
Perluasan Dukungan
Bagi Rumah Tangga
Kelompok
Pendapatan
Terbawah.

Peningkatan
kapasitas dan akses
Rumah Tangga
Kelompok
Pendapatan
Terbawah Terhadap
Peluang Usaha.

Pemantapan sistem
dukungan bagi
rumah tangga
kelompok
pendapatan
terbawah.
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Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan [12. Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Peningkatan Penguatan Penguatan Penguatan dan Pemantapan
Tata Kelola akuntabilitas Kualitas kualitas kinerja kualitas kinerja Kapasitas Tenaga Pemanfaatan Perluasan Implementasi
Pemerintahan penyelenggaraan Perencanaan dan dan akuntabilitas, Fungsional Instrumen Pemanfaatan Perencanaan,
Yang Baik. pemerintahan Kinerja, akuntabilitas evaluasi kinerja, Perencana serta Pengukuran Kinerja, Instrumen Pengukuran,
daerah Pengukuran serta evaluasi serta kesejahteraan ASN. | Pelaporan, Evaluasi Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi
Kinerja, Pelaporan kinerja. kesejahteraan Kinerja, serta Pelaporan dan Kinerja, serta
Kinerja serta ASN. kesejahteraan ASN. Evaluasi Kinerja, kesejahteraan ASN.

Evaluasi Kinerja.

serta kesejahteraan
ASN.

13. Meningkatnya

Meningkatkan

Peningkatan.

Peningkatan.

Peningkatan

Peningkatan kualitas

Peningkatan kualitas

Pemantapan kualitas

Kualitas Kualitas Pelayanan | kualitas layanan | kualitas layanan kualitas layanan layanan urusan wajib | layanan urusan wajib | layanan urusan wajib
Kebijakan Publik. urusan wajib urusan wajib urusan wajib Pemda | dan pilihan Pemda dan pilihan Pemda dan pilihan Pemda
Pelayanan Pemda. Pemda. dengan dengan dengan dengan
Publik. penganggaran penganggaran penganggaran penganggaran
responsif gender. responsif gender. responsif gender. responsif gender.
4. Meningkatkan | 14. Meningkatnya Meningkatkan Pemetaan Pemetaan Potensi | Intensifikasi dan Penguatan dan Penguatan dan Pemantapan dan
Pengelolaan Kapasitas Fiskal | Realisasi Potensi dan dan Intensifikasi Pengembangan Perluasan Perluasan Evaluasi
Keuangan dan Pendapatan Asli Intensifikasi Penerimaan Asli Sistem Pemanfaatan Sistem Pemanfaatan Sistem | Penggunaan Sistem

Aset Daerah

Daerah

Penerimaan Asli
Daerah..

Daerah..

Informasi PAD.

Informasi PAD dan
Peningkatan
Kapasitas pengelola
PAD.

Informasi PAD.

Informasi PAD

15. Meningkatnya
Pengelolaan
Aset Daerah.

Meningkatkan Tata
Kelola Barang
Milik Daerah.

Identifikasi,
Penelusuran
dan pendataan
Barang Milik
Daerah.

Identifikasi,
Penelusuran dan
pendataan Barang
Milik Daerah.

Pengembangan dan
Penguatan
Kapasitas
Pengelola Barang
Milik Daerah. (BMD)

Pengembangan
Sistem Informasi
Barang Milik Daerah
dan Peningkatan
Kapasitas Pengelola
BMD

Penguatan Tata
Kelola Barang Milik
Daerah serta
Identifikasi Potensi
Pemanfaatan
Barang/Aset Daerah.

Pemantapan
Ketersediaan Data
Barang Milik Daerah
Berbasis SIMBADA
dan Realisasi
Pemanfaatan
Barang/Aset Daerah.
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Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Misi 4: Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah Untuk Menopang Konektivitas
5. Meningkatkan 16. Meningkatnya Meningkatkan Produktivitas | Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemerataan
infrastruktur dasar dan Pemerataan Sektor Utama dan kuantitas dan kuantitas dan kuantitas dan kuantitas dan kuantitas dan akses terhadap
wilayah. Pembangunan Antar Pendukung pada tiap kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas infrastruktur
Wilayah/Kawasan wilayah maupun terhadap pembangunan pembangunan pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar dan
yang mendorong Kawasan Perdesaan infrastruktur infrastruktur infrastruktur dasar dan dasar dan wilayah.
produktivitas sektor dasar dan dasar dan dasar dan wilayah wilayah
utama, sektor wilayah wilayah wilayah.
pendukung dan
produktivitas Kawasan
Perdesaan.
17. Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemantapan
Konektivitas keterhubungan antar keterhubungan keterhubungan kualitas kualitas kualitas kualitas
Wilayah/Kawasan wilayah/kawasan antar wilayah antar wilayah keterhubungan keterhubungan keterhubungan keterhubungan
Perdesaan serta perdesaan dan perluasan serta serta antar wilayah antar wilayah dan kualitas antar wilayah
ketahanan sosial, akses rumah tangga peningkatan peningkatan serta serta sanitasi . dan peningkatan

ekonomi dan terhadap sistem sanitasi. akses rumah akses rumah peningkatan peningkatan kualitas sanitasi
lingkungan perdesaan. tangga terhadap | tanggaterhadap | akses rumah akses rumah warga.
sanitasi. sanitasi. tangga terhadap | tangga terhadap
sanitasi. sanitasi.
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BAB VI
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dengan strategi dan arah
kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, pada
bab ini disajikan gambaran pendanaan yang meliputi kondisi pendanaan
sebelumnya dan prediksi atau rencana pendanaan program kerja setiap

perangkat daerah di Kabupaten Konawe Selatan.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Di bagian ini tersaji dua tabel yang menampilkan Proyeksi Pendapatan,
Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026
serta Proyeksi Kerangka Pendanaan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026. Angka proyeksi pendapatan
daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 sebesar
Rpl1.436.394.065.113,00. Dengan mempertimbangkan segala faktor yang
berkontribusi pada pendapatan daerah, tahun 2026 angka tersebut
diproyeksikan dapat bergerak naik menjadi Rpl1.594.401.694.204,22.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi belanja di
tahun 2021 sebesar Rp 1.416.136.585.852,00. Belanja ini meliputi Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Mengikuti
kecenderungan meningkatnya pendapatan, belanja di tahun 2026 juga akan
bergerak naik di titik proyeksi Rp1.576.040.288.379,13.

Dari proyeksi pendapatan dan belanja ini total surplus di tahun 2021
mencapai Rp20.257.479.261,00 dan di tahun 2026 terkoreksi di titik
Rp18.361.405.825,09. Adapun terkait dengan pembiayaan, proyeksi dari tahun
2021 hingga 2026 sebesar Rp22.500.000.000,00. Angka ini meliputi: Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan (atau disebut Penerimaan Pembiayaan), serta
Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo (atau dikenal dengan istilah Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Adapun
Proyeksi Kerangka Pendanaan keseluruhan Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan di tahun 2021 sebesar Rp1.416.136.585.852,00 dan
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menjadi Rp1.576.043.440.459,70 di tahun 2026.

Salah satu ikhtiar pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan
daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memperoleh komitmen
pinjaman dengan jumlah total Rp.251.500.000.000 dari pemerintah pusat melalui
PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Komitmen pinjaman ini direalisasikan secara
bertahap mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan rincian 35% pada tahun
pertama, 50% pada tahap kedua dan 15% pada tahap ketiga. Realisasi pinjaman
pada tahun 2021 senilai Rp. 88.025.000.000 kemudian pada tahun 2022 senilai
Rp.125.750.000 dan tahun 2023 berjumlah Rp.37.725.000. Komitmen
pembayaran pinjaman akan direalisasikan hingga tahun 2030. Adapun proyeksi
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun
2021-2026 diuraikan melalui Tabel 7.1.
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Tabel 7.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026

No. . Tahun
Urut Uraian
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 & 4 5 6 7 8

4. PENDAPATAN DAERAH

41 PENDIAAATAR A D ERA 65,869,933,256.00 68,241,250,853.22 70,697,935,883.93 |  73,243,061,575.75 |  75,879,811,792.48 |  78,611,485,017.01
(PAD)

4.1.01 | Pajak Daerah 22,510,000,000.00 23,320,360,000.00 24,159,892,960.00 25,029,649,106.56 25,930,716,474.40 26,864,222,267.47

4.1.02 | Retribusi Daerah 21,150,000,000.00 21,911,400,000.00 22,700,210,400.00 23,517,417,974.40 24,364,045,021.48 25,241,150,642.25

4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 6,904,456,046.00 7,153,016,463.66 7,410,525,056.35 7,677,303,958.38 7,953,686,900.88 8,240,019,629.31
Daerah yang Dipisahkan

4.1.04 | Lain-lain Pendapatan yang Sah 15,305,477,210.00 15,856,474,389.56 16,427,307,467.58 17,018,690,536.42 17,631,363,395.73 18,266,092,477.97

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,323,039,631,857.00 | 1,349,500,424,494.14 | 1,376,490,432,984.02 | 1,404,020,241,643.70 | 1,432,100,646,476.58 | 1,460,742,659,406.11

4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah | 4 59, 141 645 000.00 | 1,320,024,477,900.00 | 1,346,424,967,458.00 | 1,373,353,466,807.16 | 1,400,820,536,143.30 | 1,428,836,946,866.17
Pusat

4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar 28,897,986,857.00 29,475,946,594.14 30,065,465,526.02 30,666,774,836.54 31,280,110,333.27 31,905,712,539.94
Daerah

Ay SNSRI TN 47,484,500,000.00 |  48,909,035,000.00 |  50,376,306,050.00 |  51,887,595,231.50 |  53,444,223,088.45 |  55047,549,781.10
DAERAH YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Sesuai

4.3.03 47,484,500,000.00 48,909,035,000.00 50,376,306,050.00 51,887,595,231.50 53,444,223,088.45 55,047,549,781.10

dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-

Undangan

JUMLAH PENDAPATAN

1,436,394,065,113.00

1,466,650,710,347.36

1,497,564,674,917.95

1,529,150,898,450.96

1,561,424,681,357.50

1,594,401,694,204.22
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No Tahun

U ’ Uraian
rut 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

5. BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI

822,342,637,631.00 843,941,998,696.59 | 861,716,293,509.08 879,876,987,731.83 898,432,871,753.75 917,392,948,503.37

5.1.01 | Belanja Pegawai 541,866,880,312.00 557,327,269,932.00 | 569,074,576,468.82 581,077,341,411.36 593,341,378,915.85 605,872,643,797.60
5.1.01 | Belanja Barang dan Jasa 266,730,936,036.00 272,914,872,371.47 | 278,663,634,966.00 284,537,288,234.41 290,538,670,705.68 296,670,689,457.93
5.1.01 | Belanja Bunga 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
5.1.01 | Belanja Hibah 4,949,971,283.00 4,399,952,131.04 4,492,694,024.75 4,587,452,695.35 4,684,274,044.07 4,783,205,082.61
5.1.01 | Belanja Bantuan Sosial 8,294,850,000.00 8,799,904,262.08 8,985,388,049.51 9,174,905,390.71 9,368,548,088.15 9,566,410,165.23

5.2 BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

258,077,988,871.00 262,530,477,152.18 | 268,064,076,810.31 273,718,010,822.72 279,495,017,962.99 285,397,903,262.56

5.2.02 90,391,341,463.00 92,398,994,751.88 |  94,346,574,519.83 96,336,506,602.41 98,369,754,925.52 |  100,447,306,734.87
5.2.03 Eilr%nii;\?fdal Gedung dan 78,164,940,378.00 79,199,138,358.76 |  80,868,492,445.57 82,574,148,516.35 84,316,932,793.31 86,097,691,487.03
5.2.04 IE:ieg';”ja Modal Jalan,Jaringan, dan 80,815,326,000.00 |  82,132,439,779.45 |  83,863,621,795.41 85,632,450,313.25 |  87,439,782,156.02 |  89,286,494,875.44
5.2.05 E:.I::;/z Modal Aset Tetap 8,706,381,030.00 8,799,904,262.08 8,985,388,049.51 9,174,905,390.71 9,368,548,088.15 9,566,410,165.23

5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA 3,080,000,000.00 3,079,966,491.73 3,144,885,817.33 3,211,216,886.75 3,278,991,830.85 3,348,243,557.83
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 3,080,000,000.00 3,079,966,491.73 3,144,885,817.33 3,211,216,886.75 3,278,991,830.85 3,348,243,557.83

5.4 BELANJA TRANSFER

332,635,959,350.00

340,262,964,800.59

347,435,004,580.97

354,763,008,440.62

362,250,526,074.94

369,901,193,055.38

5.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

332,635,959,350.00

340,262,964,800.59

347,435,004,580.97

354,763,008,440.62

362,250,526,074.94

369,901,193,055.38

JUMLAH BELANJA

1,416,136,585,852.00

1,449,815,407,141.08

1,480,360,260,717.69

1,511,569,223,881.92

1,543,457,407,622.53

1,576,040,288,379.13

TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)

20,257,479,261.00

16,835,303,206.27

17,204,414,200.27

17,581,674,569.03

17,967,273,734.97

18,361,405,825.09
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No . Tahun
: Uraian
I 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
6. PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 91.400.458.838 | 294.967.580.827 | 259.668.317.171 |  169.217.580.827 | 169.217.580.827 | 169.217.580.827
6101 | SisaLebihPerhitungan Anggaran 3.375.458.838, | 169.217.580.827 | 221.943.317.171 160.217.580.827 |  169.217.580.827 |  169.217.580.827
- Tahun Sebelumnya
6.01.03 Hasil Eemualan Kekayaan Daerah 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Bl yang dipisahkan
6.01.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah 88.025.000.000 | 125.750.000.000 [  37.725.000.000 0.00 0.00 0.00
- ey AN PEMBIAYAAR 22.492298.734 |  32.492.298.734 |  27.492.298.734 27.492.298.734 |  27.492.298.734 |  27.492.298.734
6.202 | Penyertaan Modal Pemerintah 0,00 10.000.000.0000  5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
6.2.03 ?;mﬁiﬁi ?)’; Cicilan Pokok Utang yang| 55 492 298.734,00 | 22.492.298.734,00 | 22.492.298.734,00 | 22.492.298.734,00 | 22.492.298.734,00 | 22.492.298.734,00
2. U
PEMBIAYAAN NETTO 68.908.160.104 | 262.475.282.003 | 232.176.018.437 |  141.725.282.093 | 141.725.282.093 | 141.725.282.093
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 111.657.938.099 311.802.884.033 276.872.731.371 186.799.255.396 187.184.854.561 187.578.986.652
(SILPA)
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Tabel 7.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Per-OPD
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026

No Tahun
: OPD

Urut 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 = 4 5 6 7 8
1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 386,039,067,734.00 395,219,679,987 403,546,207,072 412,053,770,430 420,746,489,318 429,628,582,612
2 | Dinas Kesehatan 133,302,003,602.00 136,472,574,090 139,347,791,702 142,285,522,613 145,287,189,237 148,354,248,385
3 | RS Konawe Selatan 100,808,033,353.00 103,205,109,757 105,379,445,159 107,601,055,202 109,871,015,562 112,190,427,928
4 gL”;rngekerJaa” Umum dan Tata 92,617,531,796.00 94,820,827,258 96,818,521,771 98,859,650,380 100,945,201,373 103,076,186,941
5 | Dinas Perumahan, Kawasan 7,939,692,132.00 8,129,114,988 8,300,379,982 8,475,368,638 8,654,165,685 8,836,857,897

Permukiman dan Pertanahan

6 | Satuan Polisi Pamong Praja 6,871,646,225.00 5.188.513,696 3.787.133.797 3.734.825.235 3.673.588.184 3.602.764.292
7 | Pemadam Kebakaran 0 1.845.990.659 3.395.574.188 3.599.308.639 3.815.267.158 4.044.183.187
7 gz(;f‘;‘hpe”a”gg“'anga” Bencana 3,628,951,440.00 3,715,876,889 3,794,163,348 3,874,151,021 3,955,881,336 4,039,391,259
8 | Dinas Sosial 5,495,680,919.00 5,626,733,595 5,745,278,172 5,866,400,158 5,990,158,199 6,116,612,359
9 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 7,105,875,730.00 7,275,173,713 7 428 447 788 7,585,054,365 7,745,069,271 7,908,570,167
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 3,552,076,633.00 3,636,137,041 3,712,743,534 3,791,015,613 3,870,991,178 3,952,709,043

Perlindungan Anak
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No. Tahun

Urut oFb 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
11 | Dinas Ketahanan Pangan 4,288,095.137.00 4,390,041,053 4,482,530,869 4,577,031,610 4,673,589,030 4,772,249,993
12 | Dinas Lingkungan Hidup 4,923,893.297.00 5,041,008,171 5,147,212,627 5,255,726,191 5,366,601,406 5,479,892,083
13 giigﬁ‘s Kependudukan dan Pencatatan 6.048,050,274.00 6,192,161,604 6,322,618,674 6,455,912,155 6,592,106,588 6,731,268,072
" BZ‘SZS Pemberdayaan Masyarakat dan 4.642,264,458.00 4,752,494,905 4,852,620,935 4,954,923,916 5,059,453,382 5,166,260,065
15 igﬁzrzgns:rr;iigigPe”d“d“k dan 12,534,724,849.00 12,832,316,169 13,102,668,668 13,378,899,201 13,661,141,515 13,949,532,592
16 | Dinas Perhubungan 7.592,046,432.00 7,772,460,398 7,936,211,358 8,103,522,609 8,274,475,162 8,449,151,986
17 | onas Komunikast, Informatika dan 4.784,865,.260.00 4,898,926,261 5,002,137,321 5,107,592,407 5,215,342,580 5,325,440,134
18 ’E’Ai;’:zn';gf]erag Usaha Mikro, Kecildan | > 302 188.00 4,250,858, 774 4,340,416,284 4,431,920,964 4,525,417,119 4,620,950,126
1 gg;;‘;;z:a;‘:g:gu“"s";i' gi"jr‘]rt‘u 4701587 571.00 4,813,387,152 4,914,796,066 5,018,409,823 5,124,278,503 5,232,453,757
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 4,424,.214,686.00 4,529,223,332 4,624,645,454 4,722,142,255 4,821,760,941 4,923,549,861
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 3,053,036,282.00 3,125,802,018 3,191,656,722 3,258,943,247 3,327,694,171 3,397,942,862
22 | Dinas Perikanan 8,798.494.926.00 9,007,703,125 9,197,478,300 9,391,379,588 9,589,500,874 9,791,938,312
23 | Dinas Pariwisata 6.454.411,500.00 6,608,258,626 6,747,482,068 6,889,732,522 7,035,078,864 7,183,591,634
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No Tahun
: OPD
Urut 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

24 Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura dan Perkebunan 22,782,157,880.00 23,324,630,270 23,816,035,874 24,318,125,674 24,831,142,774 25,355,336,159
o5 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan 7,576,780,485.00 7,756,512,428 7,919,927,395 8,086,895,348 8,257,497,131 8,431,815,543
26 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan 6,814,192,816.00 6,976,511,739 7,123,493,575 7,273,671,105 7,427,117,045 7,583,905,868
27 | Sekretariat Daerah 33,415,941,949.00 34,211,294,162 34,932,061,072 35,668,498,976 36,420,964,448 37,189,822,685
28 | Sekretariat DPRD 42,216,245,788.00 43,220,447,102 44,131,019,732 45,061,390,133 46,012,008,779 46,983,337,037
29 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 6,892,259,823.00 7,056,251,587 7,204,913,389 7,356,807,413 7,512,007,203 7,670,588,084
30 Badan Keuangan dan Aset

Daerah 378,659,654,519.00 387,664,691,900 395,832,049,753 404,176,983,205 412,703,532,767 421,415,836,669
31 | Badan Pendapatan Daerah 7,179,359,358.00 7,350,564,114 7,505,426,522 7,663,655,965 7,825,329,057 7,990,524,262

Badan Kepegawaian dan
32 ;Zr;%i?;banga” Sumber Daya 6,308,517,011.00 6,458,927,639 6,595,004,961 6,734,040,892 6,876,102,751 7,021,259,485
33 Badan Penelitian dan

Pengembangan 6,055,787,549.00 6,199,410,681 6,330,020,475 6,463,470,001 6,599,823,875 6,739,148,273
34 | Inspektorat Daerah 8,383,861,298.00 8,582,907,210 8,763,732,743 8,948,489,805 9,137,267,853 9,330,158,507
35 Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik 4,000,567,304.00 4,095,728,525 4,182,017,737 4,270,183,057 4,360,267,177 4,452,313,815
36 | Kecamatan 62,092,693,648.00 63,570,056,157 64,909,356,352 66,277,775,760 67,675,976,952 69,104,638,525

TOTAL 1,416,136,585,852.00 | 1,449,818,306,771.90 | 1,480,363,221,438.21 | 1,511,572,247,020.37 | 1,543,460,494,537.35 | 1,576,043,440,459.70
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7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan keseluruhan program yang akan
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
RPJMD. Semua hal yang dimaksudkan berkaitan dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan
serta unsur penunjang pemerintahan. Program Perangkat daerah meliputi
program OPD beserta indikator program, target tahunan dan indikasi pendanaan
yang akan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)
sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan RPIJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2021 — 2026

Kondisi
e Bidang Urusan Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program|  Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas Pembangunan (outcome) Awal SKPD
RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 P q b
Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir | Peéhanggungjawal
Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang
Berkaitan Dengan  Pelayanan
Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang
1.01 Pendidikan
1.01 Dinas Pendidikan Dan 386.039.067.734 395.219.679.987 403.546.207.072 412.053.770.430 420.746.489.318 429.628.582.612
Kebudayaan
; Persentase Peningkatan
Program Penunjang Urusan . ’
1.01.01 | Pemerintahan Daerah Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100% 276.072.575.734 100%|  280.999.879.987 100%| 287.499.217.072 1009 293.638.840.630 1004  299.917.260.922 1009  306.382.769.648| DINASPENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota
Persentase Peningkatan DINASPENDIDIKAN
1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | standar Pelayanan Minimal 80% 829 109.919.392.000 84%  113.575.000.000 88%|  115.846.500.000 909%  118.163.430.000 939 120.526.698.600 959 122.937.232.572| 1, e Im AN
Bidang Pendidikan (%)
Persentase Peningkatan DINASPENDIDIKAN
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum | Pengembangan Kurikulum 75% 77 - 78%| 120.000.000 80%| 150.000.000 8494 200.000.000 879 250.000.000 90Y 255.000.000| 0 (e e IDAYAAN
Pendidikan (%)
- Persentase Peningkatan
Program Pendidik Dan Tenaga DINASPENDIDIKAN
10104 [ ep%ndi dikan 9 Kompetensi Pendidik dan 80% 819 47.100.000 82 49.500.000 84%) 50.490.000 86% 51.499.800 909 52.529.796 950 53.580.392| Ja\ KEBUDAYAAN
Tenaga Kependidikan (%)
2.2 Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan
Program Pengembangan Jumlah Pembinaan DINASPENDIDIKAN
2.22.02 Kebudayaan Kebudayaan lokal (Kegiatan) 1 1 408.308.000 2 450.000.000 2 459.000.000 2 468.180.000 2 477.543.600 11 487.094.472 DAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Kesenian | Jumlah Kesenian Tradisional DINASPENDIDIKAN
2.22.03 Tradisional yang terbina (Kegiatan) 1 1 20.000.000 1 25.300.000 1 25.806.000 2 26.322.120 2 26.848.562 9 27.385.534 DAN KEBUDAYAAN
Program Pelestarian dan Jumlah Cagar Budaya yang R ~ DINASPENDIDIKAN
22205 Pengelolaan Cagar Budaya dilestarikan (Buah) 1 500.000.000 1 500.000.000 3 510.000.000 DAN KEBUDAYAAN
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Urusan Pemerintahan Bidang

1.02
Kesehatan
1.02 Dinas Kesehatan 133.302.002.000 136.472.574.090 139.347.791.702 142.285.522.613 145.287.189.237 148.354.248.385
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan DINAS
1.02.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 1009 44.916.972.000 100%  45.966.303.370 100%|  47.031.395.567 1000  48.122.798.556 1009 49.241.210.699 1009 50.387.350.276| KESEHATAN
Persentase Pemenuhan
102,02 Emgrham PeFl’nenuhan Ugayau Upaya Kesehatan DINAS
. . esehatan Perorangan Dan aya
Kesohatan Masyar;’kat Paya | perorangan dan upaya 90% 90 85.559.900.000 90%|  87.613.337.600 90%|  89.365.604.352 90%  91.152.916.439 909 92.975.974.768 1009 94.835.494.263| KESEHATAN
Kesehatan Masyarakat
Persentas Peningkatan
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya DINAS
e Sumber Daya Manusia Kesehatan | vanucia Kesehatan 90% 9094 2.436.230.000 90%| 2.494.699.520 90% 2.544.593.510 90% 2.595.485.381 909 2.647.395.088 1009 2.700.342.990 KESEHATAN
) . Persentase Peningkatan DINAS
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat : :
Kesehatan Dan Makanan Minuman /'if;s::;:aia'mas' dan 90% 909 248.312.000 90% 254.271.488 90% 259.356.918 909 264.544.056 909 269.834.937 1009 275.231.636| KESEHATAN
berd K Persentase Peningkatan
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat| pemberdayaan Masyarakat DINAS
" o 0 o o o o 3 3 o 5 X
Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan 90% 909 140.588.000 90% 143.962.112 90% 146.841.354 90% 149.778.181 909 152.773.745 100 155.829.220| | Lot oA
1.02 RS Konawe Selatan 100.808.033.000 103.205.109.757 105.379.445.159 107.601.055.202 109.871.015.562 112.190.427.928
Program Penunjang urusan Persentase Peningkatan 909 9 9 9 0 25.702.434.984 0 26.334.422.939) 100%|  26.983.103.453
1.0201 | ahan Daerah kualitas Pelayanan Publik(%) 100% 23.633.134.000) 100% 24.486.712.777| 100%] 25.086.680.240) 100%) 100%) DINAS KESEHATAN
Persentase ketersediaan
Program Pemenuhan Upaya Isarana, prasarana, alat 93%| 93%| 71.710.996.980) 94%| 73.145.216.920) 95%  74.608.121.258 97%
Kesehatan Perorangan Dan Upaya [kesehatan, dan pendukung 85% 70.304.899.000) 76.100.283.683 100%| 77.622.289.357|DINAS KESEHATAN
1.02.02 Kesehatan, masyarakat fasilitas pelajaran RS serta
pemeliharaanya dengan
Persentase ketersediaan
. . kebutuhan sumber daya
Program  Peningkatan ~Kapasitas 5 va
ISumber Daya Manusia Kesehatan manusia kesehatan sesuai
Istandar, melalui perencanaan 9 9 /870.000. o 1007.400. o 7.147.548.000 9 290.498. 9 7.436.308.939 9
1 02.03 ui p 80%) 819%) 6.870.000.000 85%) 7.007.400.000 889 92% 7.290.498.960) 96% 100% 7.585.035.118| pINAS KESEHATAN

[SDMK, peningkatan mutu dan
kompetensi SDM kesehatan

(%6)
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
. Bidang Urus_an_Pemerintahan dar| Indikator Kinerja Program) Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunarn (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 |  Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan
1.03
Penataan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata DINAS PEKERJAAN
AGE ST i ERERG 96.818.521.771 98.859.650.380) 100.945.201.373 RS 103.076.186.941UMUMGDAN TATA
[RUAN:
Persentase Peningkatan
Program Penunjang Urusan Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% o o o o o o PINAS PEKERJAAN
T 100% 8.466.219.000| 100% 9.232.791.478 100% 9.518.725.276| 100% 0.813.857.955] 1009 10.118.493.099) 100% 10.432.944.501[UMUM DAN TATA
1.03.01 Pemerintahan Daerah RUANG
Program Pengelolaan Sumber Daya || as daerah irigasi dan rawa DINAS PEKERJAAN
lAir (SDA) nng 628 Ha| 628 Hy 10.650.788.000 628 Hal 0.905.232.840 | 628Ha|  10.103.337.497| 628Hg  10.305.404.247| 628 H{ 10511.512.332( 3,768 Ha UMUM DAN TATA
1.03.02 yang fungsional (ha) RUANG
Program Pengelolaan Dan Persentase rumah tangga DINAS PEKERJAAN
Pengembangan Sistem Penyediaan | Yang memiliki akses terhadap| 19% 19% 9.980.750.000) 20% 9.282.097.500 21% 9.467.739.450) 2294 9.657.094.239) 239 9.850.236.124]  24%6 10.047.240.84/
UMUM DAN TATA
1.03.03 IAir Minum layanan sumber air minum
layak dan berkelanjutan (%) RUANG
[Program Pengelolaan dan P
ersentasg_rl_Jmah tangga DINAS PEKERJAAN
10305 [Pengembangan Sistem Air Limbah | yang memiliki akses terhadap 65% 65% 1.940.624.000) 69%) 1.804.780.320 71% 1.840.875.926] 73% 1.877.693.445| 759 1.915.247.314 7% 1.953.552.260|ymuM DAN TATA
R layanan sanitasi layak (%)
RUANG
[Persentase penduduk yang
program Pengelolaan dan erlayani sistem jaringan 50% % 1.667.855.000 % 1.551.105.150 0 1.582.127.253 o 1.613.769.798 70% 1.646.045.194 75% 167 omom oA oA
10306 |pengembangan sistem Drainase  |aioce Gy o' i oga 50%) .667.855. 55%) .551.105. 60%) 582.127. 659 1613.769. 0%) .646.045. 5% .678.966.098JUMUM DAN TATA
y S RUANG
tidak terjadi genangan (%)
Program Penataan Bangunan umlah Bangunan Gedung 17 DINAS PEKERJAAN
1.03.08 | edung ang Terbangun 5 gedung| 5 gedung 293.705.000] 10 gedung 273.145.650 |10 gedung 278.608.563) 15 gedung 284.180.734|17 gedung 289.884.349 Gedung 295.661.636) EZIAL\M;DAN TATA
Mumlah dokumen
DINAS PEKERJAAN
Program penataan bangunan dan  |penyelenggaraan penataan Dol 10 DoMd Dol Dol DoMd 15 Dok 251.665.4771
10309 [ingkungannya bangunan dan lingkungan, 5 DoK 5 Dol 250.000.000] 10 Dol 232.500.000 0 Dol 237.150.000) 0 Dol 241.893.000] ODo 246.730.860 15 Do 51.665. E'L\JAXI\"IAGDAN TATA
bangunan gedung
[Persentase Panjang Jalan DINAS PEKERJAAN
1.03.10 [Program penyelenggaraan Jalan [Kabupaten Dan Jembatan UMUM DAN TATA
Kondisi Baik Dan Sedang 26%) 27,6% 64.791.984.000) 290|  60.256.545.120 30,5 61.461.676.022) 3204 62.690.909.543  33,5%) 63.944.727.734]  351% 65.223.622.288|RUANG
Persentase  kesesuaian DINAS PEKERJAAN
Program Penyelenggaraan Penataan [pemanfaatan ruang yang 82500  82.50% 2.388.770.0001 85%) 2221556100 | 87.50%) 2.265.987.222 90% 2.311.306.966| 92.50%) 2.357.533.106} 95% 2.404.683.768{UMUM DAN TATA
1.03.12  |Ruang terlaksana (%) RUANG
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dar|] Indikator Kinerja Program| Awal
s Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Kode [ program Prioritas Pembangunan (outcome) - ?PJI\QSZO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
L Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
1.04 Perumahan dan Kawasan
Permukiman
" 7.095.693.000 8.129.114.988 8.300.379.982 8.475.368.638 8.654.165.685 8.836.857.897
1.04 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
DINAS
Program Penunjang Urusan b ‘ase Peninakat Eis}i’gﬁnAN
Pemerintahan Daerah ersentase Peningkatan
1.04.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%] 1009 2.304.166.800 1009 3.219.470.561 1009 3.376.744.204 1009 3.453.260.145 1009 3.531.615.021 100Y 3.611.856.220 PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Proporsi rumah tangga yang E:ENRI’AUSMAHAN
Memiliki akses terhadap 690.897.000 KAWASAN !
1.04.02 Program Pengembangan hunian yang layak dan 83%| 839 : : 86 704.714.940 909 772.913.160 93% 788.371.423 959 804.138.852 979 820.221.629
04 Perumahan erjangkau (%) PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Proporsi rumah tangga yang EIIENR’AUSMAHAN
Memiliki akses terhadap 2.367.313.550 2.462.952.029 2.512.211.070 2.562.455.291 2.613.704.397| KAWASAN
1.04.03 Program Kawasan Permukiman hu|_1|an yangolayak dan 83%) 83% T 86% 2.414.658.852 90% T 93% e 959 e 979 e PERMUKIMAN DAN|
terjangkau (%) PERTANAHAN
DINAS
P Peningk P Menjaciikan kota dan 1.452.707.890 1.511.397.289 1.541.625.234 1.572.457.739 1.603.906.894 E»ESVL»JA’\QQHANY
rogram Peningkatan Prasarana, ermukiman inklusif, aman, o 9 02 U1 9 9 L1597 9 251020, o 2fesol. 9 -6U3.5U0.
S arana dan Utilitas Umum i : ) .
10404 | an Utiiitas U PSU fangguh, S berkelanuian 83% 83% 86% 1.481.762.048 90 93Y% 959 97! PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
1.04.05  [orogram Pengelolaan dan P 10% 10% 124595450  10% 127.087.308 15% 129,629,054 20% 132221635 25% 134.866.068 30% 137.563.389| KAWASAN
O Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah i i 999 i Hel i Riae ° oot i -G08 9 +99°-38% PERMUKIMAN
Domestik (%) DAN
PERTANAHAN
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan
1.05 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
DINAS
PERUMAHAN,
[Program Penyelesaian Sengketa Jumlah Penyelesaian 10} KAWASAN
105.01 Tanah Garapan Sengketa Tanah Garapan 10] 10] 242.757.850 292.188.362 20 298.466.264 30 304.884.643 40] 311.446.819 50 318.156.200 PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
Program Pengadaan Tanah untuk | Peningkatan Penggunaan S0t S0 S0 S0 619.000.998 10% 15% 20% KAWASAN
1.05.02  [Kebutuhan Umum tanah untuk Kebutuhan " ] 126.884.850) ] 129.422.547| ] haae ’ 134.651.218 ’ 137.344.242 140.091.127| PERMUKIMAN
Umum (%) DAN
PERTANAHAN
DINAS
Pogram Penyelesaian Ganti Rugi Peningkatan Penyelesaian E/E\Ffv%mm
1.05.03 [dan Santunan Tanah untuk Ganti Rugi dan Santunan 10% 10% 124.595.450 10% 127.087.308] 20% 129.629.054 30%j 132.221.635 40% 134.866.068] 50% 137.563.389
Pembangunan Tanah untuk Pembangunan PERMUKIMAN
(%) DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
[Program Survey, Pengukuran dan Peningkatan Luas o 5 44.929.110) 5 o 5 5 o KAWASAN
1.05.04  [oo o Tanah Pengukuran dan Pemetaan 10%] 10%] 10%] 45.827.692) 20%) 46.744.246 309 47.679.131 40%] 48.632.714 50%| 49.605.368) SERMUKIMAN
Tanah (%) DAN
PERTANAHAN
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DINAS
PERUMAHAN,
1.0505  [Program Penataan Bangunan Bangunan Gedung Negara 5% 504 118.162.400) 6% 165.101.054) 79 168.837.210) 8% 172.663.007 9% 176.580.751 100 180.592.811| KAWASAN
ang Terdaftar (%) PERMUKIMAN
Gedung yang DAN
PERTANAHAN
DINAS
) . PERUMAHAN,
- Peningkatan Sistem KAWASAN
1.0506  [Program Pengembangan Sistim Pengelolaan Persampahan 209 209 121.378.925 309 146.094.181] 40% 149.233.132) 45% 152.442.321] 50%) 155.723.410) 55%) 159.078.100| e OKIMAN
Persampahan Daerah (%)
DAN
PERTANAHAN
Urusan Pemerintahan Bidang
105 Ketenteraman Dan Ketertiban
i Umum Serta Perlindungan
1.05 Satuan Polisi Pamong Praja 6.871.644.000 7.034.504.355 7.182.707.985 7.334.133.874 7.488.855.342 7.646.947.479
Program Penunjang Urusan ) SATUAN POLISI
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan o o o N o o o PAMONG PRAJA
1.05.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 1009 4.990.833.000 1009 5.116.077.135 1009 5.225.912.221 1009 5.338.202.194 1009 5.453.005.029 100 5.570.380.160
b peninakatan Ketent Tingkat Penyelesaian Kasus ﬁﬁ;&%ﬁ\"‘g’%ﬁk
rogram Peningkatan Ketentraman | Gangguan Ketentraman dan 14 14
1.05.02 dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum (Kasus) 12 Kasus | 14 Kasus 1.864.916.000 | 14 Kasus| 1.902.214.320| 14 Kasus 1.940.258.606 | 14 Kasus 1.979.063.779 Kasus 2.018.645.054 Kasus 2.059.017.955
[Pemadam Kebakaran dan
1.06 penyelamatan 1.864.916.000 1.845.990.659 3.395.574.188 3.599.308.639 3.815.267.158| 4.044.183.187
Peningkatan Indeks
[Program Penunjang Urusan Kepuasan Masyarakat pada o ol DINAS PEMADAM
1.06.01 Pemerintahan Daerah Layanan Pemadam 0 90.93 369.198.139 92.50% 679.114.838] 95.00% 719.861.728| 97.00% 763.053.432] 100%j 808.836.637| KEBAKARAN DAN
Kabupaten/Kota Kebakaran dan PENYELAMATAN
Penyelamatan (%)
[Peningkatan standarisasi
sarana dan prasarana
Program Pencegahan, Pencegahan, DINAS PEMADAM
1.06.02 E:Egﬂgf:r:a;f:g’ ezig?:*a;:;;aﬁ on g:;;gf’a?;‘ﬁ';gi‘éb akaran (%) 0 0 0- 25% 922.995.348 35% 1.697.787.094 50 1.799.654.320) 75%) 1.907.633.579) 100% 2.022.091.594 ﬁgméﬁmﬁf&”
Kebakaran
06,03 [Provram Pemberdayaan Masyarakat | L RIEER AR TEED o 0 o 50] 553.797.209 75 1.018.672.256 100  1.079.792.592 125 1.144.580.147] 150|  1.213.254.956] KEBAKARAN DAV
e Pencegahan Kebakaran desa (orang) : . . : ) . . . . . ! : : . PENYELAMATAN
Urusan Pemerintahan Bidang
L.07 Sosial
1.07 Dinas Sosial 5.505.639.000 5.626.733.595 5.745.278.172 5.866.400.158 5.990.158.199 6.116.612.359
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan
1.07.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100% 3.938.881.000 100% 4.028.640.435 100% 4.115.223.149 1009 4.203.744.035 1009 4.294.248.952 1009 4.386.784.928| DINAS SOSIAL
Cakupan Layanan|
Pemberdayaan Sosial yang
Diberikan oleh Petugas
1.07.02 Program Pemberdayaan Sosial Sumber Kesejahteraan Sosiall 90 % 90 % 1.013.601.000 90 % 1.033.873.020 90 % 1.054.550.480 90 % 1.075.641.490 90 % 1.097.154.320 100 %) 1.119.097.406| DINAS SOSIAL
Terlatih (PSKS) (%)
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab
Tahun 2020 | Trget Rp.000 | Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Penangan Warga
Program Penanganan Warga Negard Negara Migran Korban
1.0603 | wiigran Korban Tindak Kekerasan | Tindak Kekerasan Yang 90 % 90 % 250.000.000|  90% 255.000.000 20 % 260.100.000 20 % 265.302.000| 90 %) 270.608.040| 100 % 276.020.201( DINAS SOSIAL
tertangani
Cakupan Layanan
Rehabilitasi Sosial yang
Diberikan oleh Petugas
1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial Terlatih 20 % 20 % 9.900.000 90 % 10.098.000 90 % 10.299.960 0% 10.505.959 90 % 10.716.078| 100 % 10.930.400| DINAS SOSIAL
(%)
P periind Dan Jami Rasio PMKS dibanding jumlal
rogram Perlindungan Dan Jaminan
1.06.05 Sos?m 9 g‘;?]‘;';‘;”('%ang mendapatkan 90 % 90 % 110.167.000 90 % 112.370.340 90 % 114.617.747 90 % 116.910.102 90 %) 119.248.304| 100 %| 121.633.270| DINAS SOSIAL
Persentase Korban Bencana
1.06.06 | Program Penanganan Bencana ;“a'ﬁ;/‘ f]??;; yang di 20 % 20 % 33.090.000 90 % 33.751.800 90 % 34.426.836 90 % 35.115.373 90 % 35.817.680] 100 % 36.534.034| DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Jumlah Taman Makam
10607 | Makam Pahlawan Pahlawan yang dikelola 90 % 90 % 150.000.000  90% 153.000.000 90 % 156.060.000 90 % 150.181.200| 90 % 162.364.824) 100 % 165.612.120| DINAS SOSIAL
g:ra:hpe”a“gg”'anga“ BEnEEa 3.628.951.000 3.715.876.889 3.794.163.348 3.874.151.921 3.955.881.336 4.039.391.259
Program Penunjang Urusan ) BADAN
pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan PENANGGULANGAN,
10601 | en/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 10094 2.648.023.000 10094 2.715.330.329 1009  2.773.605.857 1009  2.833.183.280 1009 2.894.093.322 1009 2.956.367.485| BENCANA DAERAH
. BADAN
[Peningkatan Indeks
1.06.02 | Program Penanggulangan Bencana |k etangguhan Daerah/IKD 75% 76% 980.928.000 77% 1.000.546.560) 80% 1.020.557.491 85%|  1.040.968.641  90%) 1.061.788.014 95% 1.083.023.774[ DENANGSULANCAN
Rasio mitigasi dan BADAN
pengurangan resiko bencana PENANGGULANGAN
10606 [ Program Penanganan Bencana | " 75% 76% 980.928.000 77% 1.000.546.560 80y  1.020557.491 850  1.040.968.641 909 1.061.788.014 959 1.083.023.774| BENCANA DAERAH
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Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) _ ) - Kinerja Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 - )
e Bidang Urusan Pemerintahan dar|] Indikator Kinerja Program| Awal Kondisi Kinerja pada akhir SKPD . b
ode iori fi
RrogramiRrioritasiRembanglinay (outcome) Taﬁsﬂ’\ggm Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD Penanggungjawal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
P Tidak Berkaitan Dengan Pelayanatj
Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang
2.07 Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja Dar]
2.07 Transmigrasi 7.105.872.000 7.275.173.713 7.428.447.788 7.585.054.365 7.745.069.271 7.908.570.167
Program Penunjang Urusan P {ase Peningkat DINAS TENAGA
Pemerintahan Daerah ersentase Peningkatan o o o 5 o o o KERJA DAN
20701 |y oiaten/kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100 3.871.067.000 100 3.775.672.613 100 3.862.956.666 1009 3.952.253.421 1009 4.043.612.308 100 4.137.084.084| Lo s
DINAS TENAGA
Persentase Kebutuhan KERJA DAN
2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerjal Tenaga kerja (%) 0%j 0% 0- 5% 100.000.000 5% 100.000.000 59 100.000.000 59 100.000.000 59 100.000.000
ga Kerj TRANSMIGRASI
P Pelatinan Keria Persentase Pencari Kerja DINAS TENAGA
rogram Pefatinan Kerja Dan ang di latih sesuai dengan KERJA DAN
2.07.03 ivi i yang A g 30% 309 247.681.000 329%] 252.634.620 349 257.687.312 35% 262.841.059 359 268.097.880 35Y 273.459.837
Produktivitas Tenaga Kerja standar kompetensi (%) ° | | | | TRANSMIGRASI
o DINAS TENAGA
Persentase Pencari Kerja KERJA DAN
2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | yang di tempatkan (%) 85% 859 292.208.000 409 298.052.160 409 304.013.203 40% 310.093.467 409 316.295.337 409 322.621.243) T R AS
Persentase Penyelesaian DINAS TENAGA
. Sengketa Ketenagakerjaan o 0 0 o o o o KERJA DAN
2.07.05 Program Hubungan Industrial (Kasus) 10% 109 37.012.000 129%] 37.752.240 159% 38.507.285 159 39.277.430 159 40.062.979 15 40.864.239 TRANSMIGRASI
Urusan Pemerintahan Bidang
3.32 Transmigrasi
P b K Jumlah kawasan ) 5 ) ) 5 2 DINAS TENAGA
rogram Perencanaan Kawasan Perencanaan pembangunan 14.410.000 KERJA DAN
3.32.02 Transmigrasi Transmigrasi P 9 1 Kawasan Kawasan 14.698.200 kawasan 14.992.164| Kawasan 15.292.007] Kawasan 15.597.847| Kawasan 15.909.804 TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA
Program Pembangunan Kawasan Jumlah kawasan - 2 2 2 2 2 2 KERJA DAN
3.32.03 | Transmigrasi pembangunan Transmigrasi Kawasan 0-| kawasan 100.000.000 Kawasan 100.000.000| kawasan 100.000.000{ Kawasan 100.000.000 Kawasan 100.000.000] 1o ANSMIGRASI
. DINAS TENAGA
Program Pengembangan Kawasan | Jumlah Lokasi/kawasan dan 2 Lokas 2 2 2 2 2 2 KERJA DAN
3.32.04 Transmigrasi KTM yang di kembangkan Kawasan 2.643.494.000 | kawasan 2.696.363.880 | kawasan 2.750.291.158| kawasan 2.805.296.981| Kawasan 2.861.402.920( kawasan 2.918.630.979 TRANSMIGRASI
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Urusan Pemerintahan Bidang
208 Pemberdayaan Perempuan Dan
) Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
2.08 Dan Perlindungan Anak 3.552.074.000 3.636.137.041 3.712.743.534 3.791.015.613 3.870.991.178 3.952.709.043
DINAS
b 08.01 Program Penunjang Urusan X EEQSEEB:K‘ASANN
-0S. Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan . . . ) . . )
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 1009 2.153.880.000 1009 1.979.979.161 1009 2.023.462.496 100% 2.067.948.955 1009 2.113.463.187 100 2.160.030.492 iﬁil}leDUNGAN
DINAS
PEMBERDAYAAN
b 08.02 Program Pengarusutamaan Gender | Partisipasi angkatan kerja PEREMPUAN DAN
08 Dan Pemberdayaan Perempuan | perempuan (%) 39%|  39,2% 721.612.000|  39,4% 736.044.240|  39,5% 750.765.125  39,6% 765.780.427|  39,8% 781.096.036 409 796.717.957| PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS
Persen_tase penyelesaian PEMBERDAYAAN
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan | kasus tindak kekerasan PEREMPUAN DAN
terhadap perempuan yang 100% 100 163.827.000 100 167.103.540 100 170.445.611 100% 173.854.523 1009 177.331.613 1009 180.878.246| PERLINDUNGAN
dilaporkan (%) ANAK
DINAS
X § Persentase ketersediaan unit PEMBERDAYAAN
2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas layanan informasi & PEREMPUAN DAN
Keluarga konseling keluarga (%) 100% 1009 - 1009 120.000.000 1009 122.400.000 100% 124.848.000 1009 127.344.960 1009 129.891.859| PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS
. Persentase ketersediaan data) PEMBERDAYAAN
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data | gender dan anak di tingkat PEREMPUAN DAN
oS Gender Dan Anak Kabupaten (%) 100%| 100% - 100% 110.000.000 100% 112.200.000 1009 114.444.000 1009 116.732.880 1009 119.067.538| PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS
PEMBERDAYAAN
> 08.06 Program Pemenuhan Hak Anak Jumlah forum anak daerah PEREMPUAN DAN
o (Pha) yang dibentuk 11 13 434.445.000 15 443.133.900 17 451.996.578 20 461.036.510 23 470.257.240 26 479.662.385| PERLINDUNGAN
ANAK
] DINAS
Persen_tase penyelesaian PEMBERDAYAAN
kasus tindak kekerasan PEREMPUAN DAN
2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak E?Ifhadip af(‘;‘; yang 100%| 100 78.310.000 100% 79.876.200 100% 81.473.724 10094 83.103.198 1009 84.765.262 1009 86.460.568] PERLINDUNGAN
ilaporkan (% ANAK
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) - ?PJI\QSZO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
A Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
2.09 Pangan
2.09 Dinas Ketahanan Pangan 4.288.093.000 4.390.041.053 4.482.530.869 4.577.031.610 4.673.589.030 4.772.249.993
Program Penunjang Urusan P tase Peningkat DINAS
Pemerintahan Daerah ersentase peningkatan 9 o o ) 9 9 ) KETAHANAN
2.09.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 2.187.647.000 1009 2.247.586.133 1009 2.297.226.851 100% 2.348.021.511 1009 2.399.998.730 100 2.453.187.886) A
Persentase meningkatnya
Program Pengelolaan Sumber Daya | jumlah ketersediaan dan DINAS
0902 | Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan | cagangan pangan 75%) 75% 1.050.000.000 80% 1.071.000.000 85% 1.092.420.000 9094 1.114.268.400 959 1.136.553.768 1009 1.159.284.843| KETAHANAN
Kemandirian Pangan masyarakat (%) PANGAN
P Peninakatan Di fikasi Persentase peningkatan DINAS
> 09.03 rogram Peningkatan Diversifikasi | ecukupan gizi dan ) N o ) . . . KETAHANAN
Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | ieamanan pangan (%) 75% 759 890.876.000 809 908.693.520 859 926.867.390 90% 945.404.738 959 964.312.833 100% 983.599.090 A
Persentase menurunnya
desa yang masuk DINAS
> 09.04 Program Penanganan Kerawanan | rentan/saangat rentan/rawan
s Pangan pangan dan jumlah stunting 80% 809 159.570.000 809 81.380.700 859 83.008.314 90% 84.668.480 959 86.361.850 100% 88.089.087, giLé}lﬁNAN
(%)
> .09.05 Program Pengawasan Keamanan | Persentase Pengawasan dan DINAS
s Pangan Keamanan Pangan 0%| 0% - 8094 81.380.700 859 83.008.314 909 84.668.480 959 86.361.850|  100% 88.089.087, gi;fg}lﬁ‘NAN
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus_an_Pemerintahan dar| Indikator Kinerja Program) R):‘Y\]ISIID Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunary (outcome) I Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
anun Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
211 Urusan Pemerintahan Bidang
. Lingkungan Hidup
2.11 Dinas Lingkungan Hidup 4.265.222.000 5.041.008.171 5.147.212.627 5.255.726.191 5.366.601.406 5.479.892.083
Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan DINAS
211.01 | Pemerintahan Daerah Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%] 100% 3.851.782.000 100% 3.928.817.640 1009  4.081.069.651 1000  4.144.860.356| 1009 4.210.718.254 100%  4.278.691.267| -INGKUNGAN
Kabupaten/Kota HIDUP
b 11.02 Program Perencanaan Lingkungan | Persentase dokumen yang EI%\TSEUNGAN
o Hidup tertangani (%) 25%) 25% 38.000.000 40% 38.760.000 509 39.535.200 60% 40.325.904 709 41.132.422 80%| 41.955.071] HIDUP
Program Pengendalian Pencemaran | Persentase perusahaan yang DINAS
2.11.03 Dan/Atau Kerusakan Lingkungan menerapkan sertifikasi SNI o ~ R o o o o o LINGKUNGAN
Hidup 1SO 14001 (%) 30%| 309 300.000.000 40% 306.000.000 50% 312.120.000 609 318.362.400 75%] 324.729.648| HIDUP
b 11.04 Program Pengelolaan Persentase hutan kota dan EIII\,]‘éEUNGAN
o Keanekaragaman Hayati (Kehati) RTH yang terkelola (%) 80%) 80% 93.595.000 30% 95.466.900 50% 97.376.238 50% 99.323.763 569 101.310.238 70%] 103.336.443 HIDUP
Program Pengendalian Bahan :D:rLSeeI;taaZ:rl:mgahoi? I?,rirk;gh
Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan an proporsi DINAS
21105 1| imbah Bahan Berbahaya Dan B3 yang diolah sesuai LINGKUNGAN
Beracun (Limbah B3) Y Peraturan perundangan 5%j - - 5% 50.000.000 20% 55.000.000 35% 60.000.000 409 65.000.000 70%] 70.000.000]| HIDUP
(sektor industri) (%)
g;(:]graawa:;;n_?gnrazz : alr;i n Persentase produk ramah DINAS
2.11.06 eng adap [z lingkungan yang teregister LINGKUNGAN
Ilsmngunganl I?an Iim Pfrllndung%n (%) 45%) - - 45% 50.000.000 55% 55.000.000 65% 60.000.000 709 65.000.000 80%) 70.000.000( Hipup
an Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Persentase pelestarian DINAS
2.11.07 Masyarakat Hukum Adat (Mha), masyarakat hukum adat D _ R » o o o o LINGKUNGAN
Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang | (MHA) dan kearitan lokal (%) 35% 35% 50.000.000 45% 55.000.000 55% 60.000.000 659 65.000.000 75% 70.000.000] HIDUP
. - Persentase peningkatan
Program Peningkatan Pendidikan, pendidikan. pelatinan dan DINAS
2.11.08 Pelatihan dan Penyuluhan enyuluhan lingkungan hidu LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakal Entuyk masyaraiat (;‘}, 3 P 40% - - 409 50.000.000 509 55.000.000 609 60.000.000 709 65.000.000 80% 70.000.000| HipuP
2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan ESQZ??f‘gieaﬁ'fﬂrﬁmuk % ol ) o 750 % . EIII\TQEUNGAN
Hidup Untuk Masyarakat masyarakat (%) 50%) - - 50% 50.000.000 55% 55.000.000 609 60.000.000 59 65.000.000 80%) 0.000.000 HIDUP
Persentase penanganan DINAS
Program Penanganan Pengaduan » ;
21110 1| ingkungan Hidup E’n/eor)‘gad”a” lingkungan hidup 50%] - - 50 50.000.000 559 55.000.000 65% 60.000.000 709 65.000.000 75% 70.000.000 h'l’\[‘)%*;UNGAN
Persentase sampah DINAS
21111 | Program Pengelolaan Persampahan ?‘)Z;ko‘aa” yang tertangani 80%| 80% 281.845.000 80% 287.481.900 82% 293.231.538 8094 299.096.169 7094 305.078.092 75% 311.179.654 h'l“é%EUNGAN

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026

VII-19




Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar| Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 |  Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan Dan
2.12 S
Pencatatan Sipil
212 Dinas Kependudukan dan 6.048.047.000 6.192.161.604 6.322.618.674 6.455.912.155 6.592.106.588 6.731.268.072
. Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan DINAS
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KEPENDUDUKAN
21201 |Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 1009 4.726.210.000 1009 4.843.887.864 1009 4.947.379.458 1009 5.053.168.156 1009 5.161.307.709 1009 5.271.853.215) gm‘LPENCATATAN
DINAS
Tersedianya Jasa KEPENDUDUKAN
2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk 95% 95% 547.179.000 96% 558.122.580 97 569.285.032 98% 580.670.732 999 592.284.147 1009 604.129.830 gé”;lLPENCATATAN
DINAS
Tersed 5 KEPENDUDUKAN
ersedianya Jasa pencatatan
2.12.03 | Program Pencatatan Sipil sipil v P 95% 959 432.378.000 96% 441.025.560 979 449.846.071 989 458.842.993 999 468.019.852 1009 477.380.250 gﬁ,’;‘LPENCATATAN
DINAS
P b ol Inf . Tersedianya Jasa KEPENDUDUKAN
rogram Pengelolaan Informasi i i
21204 | achoivistrad Eependudukan :s;%‘ig;‘:‘gﬁe'? e ukan 95% 95% 334.845.000 96% 341.541.900 979 348.372.738 98% 355.340.193 999 362.446.997 1009 369.695.937, gﬁ,’;‘LPENCATATAN
DINAS
P Pengelolaan Profil Tersedi J fil N PN AT
rogram Pengelolaan Protl ersedianya Jasa profil
21205 |Kependudukan kependudukan 95% 959 7.435.000 969 7.583.700 979 7.735.374 98% 7.890.081 999 8.047.883 1009 8.208.841 2@,’}‘LPENCATATAN
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Urusan Pemerintahan Bidang
213 Pemberdayaan Masyarakat Dan
: Desa
213 g!‘nagsse:be'dayaa" Masyarakat 4.891.354.000 4.752.494.905 4.852.620.935 4.954.923.916 5.059.453.382 5.166.260.065
Program Penunjang Urusan DINAS
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan PEMBERDAYAAN
2.13.01 Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 3.301.342.000 10094 2.926.118.665 10094 2.989.717.170 1009 3.054.762.076 1009 3.121.288.305 1009 3.189.331.687| EAQSSZARAKAT DAN
) DINAS
Persentasgple.nlngkatan desa PEMBERDAYAAN
yang memiliki infrastruktur
2.13.02 | Program Penataan Desa dasar memadai (%) 80%| 809 - 8394 204.564.000 8694 208.655.280 909 212.828.386 949 217.084.953 969 221.426.652 géSSZARAKAT DAN
Persentase desa yang
memiliki kelompok kegiatan DINAS
) ) DA
2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama masyarakat produktif (%) & PEMBERDAYAAN
Desa Persentase desa yang MASYARAKAT DAN
memiliki kelompok usaha 75%| 75 & 70 104.964.000( 78 & 74 107.063.280 | 84 & 79 109.204.546| 89 & 8§ 111.388.637| 94 &89 113.616.409| 96 & 9( 115.888.737| proa
ekonomi produktif (%)
Persentase jumlah desa yang
memiliki Aparatur terampil DINAS
- . X dan mampu mengelola PEMBERDAYAAN
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan f
Des% keuangan desa dengan baik 75% 75% 1.160.164.000 78% 1.183.367.280 84% 1.207.034.626 89% 1.231.175.318 94% 1.255.798.824 969 1.280.914.801| MASYARAKAT DAN
dan benar (%) DESA
Persentase peningkatan
keterampilan Tenaga Kerja DINAS
Program Pemberdayaan Lembaga | Perempuan/lbu Rumah
21305 Kemasyarakatan, Lembaga Adat Tangga/PKK yang memiliki PEMBERDAYAAN
Dan Masyarakat Hukum Adat standar kualifikasi/kompetens 60%| 609 324.884.000 65% 331.381.680 7094 338.009.314 759 344.769.500 80%| 351.664.890 859 358.698.188 géSSZARAKAT DAN
(%)
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
-~ Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
BEE Program Prioritas Pembangunar (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 | Trget Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
214 Pengendalian Penduduk Dan
. Keluarga Berencana
214 B'”as IREmEERGEIE [FEREEL 12.868.684.000 12.832.316.169 13.102.668.668 13.378.899.201 13.661.141.515 13.949.532.592
an Keluarga Berencana
DINAS
Program Penunjang Urusan PENGENDALIAN
2.14.01 pemerinahan Dasteh Rersentase Peningkatan 90% 10094 7.058.463.000 10094 7.199.632.260 10094 7.343.624.905 100% 7.490.497.403 1009 7.640.307.351 100% 7.793.113.498 EEEB:'EGU: oA
.14. i ik(% of ( K X X ( . . . ( . . . q . . K A . . R of . . K
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) BERENCANA
DINAS
PENGENDALIAN
i Presentase Pengendalian PENDUDUK DAN
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk | penduduk (%) 50%) 60% 34.538.000 70% 35.228.760 80% 35.933.335 85Y4 36.652.002 909 37.385.042 100%) 38.132.743 gg;ﬁﬁ%ﬁm
DINAS
PENGENDALIAN
i Presentase Pembinaan PENDUDUK DAN
Program Pembinaan Keluarga Keleuarga Berencana (KB)
2.14.03 Berencana (Kb) %) 50% 60% 5.213.308.000 70% 5.023.832.649 80% 5.138.015.477 85Y4 5.254.952.947 909 5.374.716.335 100%) 5.497.378.909) gg;ﬁﬁ%ﬁm
DINAS
PENGENDALIAN
Program Pemberdayaan Dan sresentgsekPetmb;rldayaan PENDUDUK DAN
2.1404 |Peningkatan Keluarga Sejahtera San ﬁf”rmgéa r:)/ elarga 50% 60% 562.375.000 70% 573.622.500 80% 585.094.950 8594 596.796.849 909 608.732.786 100% 620.907.442| KELUARGA
(KS) ejahtera (KS) (%) BERENCANA
215 Urusan Pemerintahan Bidang
. Perhubungan
2.15 Dinas Perhubungan 7.414.538.000 7.772.460.398 7.936.211.358 8.103.522.609 8.274.475.162 8.449.151.986,
j ) DINA!
E;ﬁ;?irgtahanpl;:;rgﬁ ng Urusan Pers_entase Penlngkatan_ PERHSUBUNG AN
21501 |\onaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 1009 3.974.074.000 1009 4.263.187.118 1009 4.356.752.612 1009 4.452.474.689 1009 4.550.406.283 100% 4.650.601.729
Jumlah Pembangunan
Program Penyelenggaraan Lalu /Pengadaan Sarana dan DINAS
2.15.02 | Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) P’asa;‘a’;ak'-a'u""‘as Jalan 23%] 25% 3.276.883.000 35% 3.342.420.660 459 3.409.269.073 5594 3.477.454.455 65% 3.547.003.544 75%) 3.617.943.615| PERHUBUNGAN
yang Terlaksana
Jumlah Fasilitasi, dan
Frasarana Angiatan | DINAS
PERHUBUNGAN
21508  [Program Pengelolaan Pelayaran | pejavaran Rakyat yang 119%) 159 163.581.000 359 166.852.620 45% 170.189.672 550 173.593.466 659 177.065.335 75% 180.606.642

Terlaksana

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026

VII-22




Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar| Indikator Kinerja Program| R»:’\‘AJ/;ID Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) BRSO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
ahun Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dinas Komunikasi, Informatika
2.16 Dan 4.714.917.000 4.898.926.261 5.002.137.321 5.107.592.407 5.215.342.580 5.325.440.134
Persandian
DINAS
Program Penunjang Urusan B 5 S KOMUNIKASI,
i ersentase Peningkatan
2.16.01 Eggueggg‘nr}iggaemh Kualitas Pelayanan Publik(%6) 90%] 100% 3.049.311.000 100% 3.110.297.220 100% 3.172.503.164 100% 3.235.953.228 100 3.300.672.292 100% 3.366.685.738| :L\‘EFS;'Y'\‘ADTIXLA DA
DINAS
b nf < Dan K iasi Persentase Pelaksanaan KOMUNIKASI,
rogram Informasi Dan Komunikasi 1 INFORMATIKA DAN|
1602 | T ﬁgﬁﬁmg‘gmﬁ(‘ gzr)‘ 70%) 709 701.754.000 709 715.789.080 759 730.104.862 759 744.706.959 809 759.601.098 80%j 774.793.120| PERSANDIAN
DINAS
Persentase Pengelolaan KOMUNIKASI,
I ) Aplikasi informatika yang INFORMATIKA DAN
2.16.03 Program Aplikasi Informatika terintegrasi (%) 70%) 70% 840.631.325 70% 947.154.873 75% 971.330.505 75% 996.169.455 809 1.021.691.169 100%j 1.047.915.695| pERSANDIAN
Urusan Pemerintahan Bidang
2.20 Statistik
Persentase perangkat daerah Eg\‘l\ﬁLSJNIKASI
... | yang data sektorannya !
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik |t .- Td INFORMATIKA DAN
Sektoral erin egrta?: dengaf? %) 70%] 709 93.220.675 709 95.085.089 759 96.986.790 75% 98.926.526 809 100.905.057 100%j 102.923.158| pERSANDIAN
pemerintah daerah (%
Urusan Pemerintahan Bidang
2.21 Persandian
DINAS
Program Penyelenggaraan Persentase perangkat daerah| KOMUNIKASI,
2-21.02 Persandian Untuk Pengamanan yang menggunakan layanan INFORMATIKA DAN
Informasi keamanan informasi (%) 70%] 709 30.000.000 709 30.600.000 759 31.212.000 75% 31.836.240 809 32.472.965 100%) 33.122.424| pERSANDIAN
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Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil, Dan
2.17
Menengah
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil
217 Dan Menengah 4.328.101.000 4.250.858.774 4.340.416.284 4.431.920.964 4.525.417.119 4.620.950.126
DINAS KOPERASI
Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan USAHA MIKRO,
2.17.01 Eeg‘e””‘ahan Daerah [Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 2.936.080.000 100% 2.830.997.354 100% 2.892.157.636 10094 2.954.697.143 1009 3.018.648.822 1009 3.084.046.462| KECIL DAN
abupaten/Kota MENENGAH
DINAS KOPERASI
2.17.04 Program Pengawasan dan Persentase Pertumbuhan Egé:ﬁAD’XI,\TRO’
Pemeriksaan Koperasi Koperasi 100% 5% 127.291.000 5% 129.836.820 5% 132.433.556 5% 135.082.228 5% 137.783.872 100% 140.539.550 MENENGAH
DINAS KOPERASI
2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Persentase Pertumbuhan ESQEAD’XI,\TRO'
Perkoperasian Koperasi 100% 5% 82.617.000 5% 84.269.340 5% 85.954.727 5% 87.673.821 5% 89.427.298 100% 91.215.844 MENENGAH
DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO
2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Persentase Pertumbuhan '
pe,ﬁndungan Koperési Koperasi 100%| 5% 38.490.000 5% 39.259.800 5% 40.044.996 5% 40.845.896 5% 41.662.814 100% 42.496.070| KECIL DAN
MENENGAH
DINAS KOPERASI
b 17,07 Program Pemberdayaan Usaha P ‘ Pertumbuh USAHA MIKRO,
L Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha | Pérsentase Pertumbuhan KECIL DAN
y y ! iri 100% 5% 125.793.000 5% 128.308.860 5% 130.875.037 5% 133.492.538 5% 136.162.389 100% 138.885.636
Mikro (UMKM) UMKM Mandiri 0 0 0 © © ° MENENGAH
DINAS KOPERASI
2.17.08 Program Pengembangan UMKM Persentase Pertumbuhan E:é:—lLADI\:I,\}‘(RO,
UMKM Mandiri 100% 5% 1.005.000.000 5% 1.025.100.000 5% 1.045.602.000 5% 1.066.514.040 5% 1.087.844.321 100% 1.109.601.207 MENENGAH
DINAS KOPERASI
Program Pelayanan Izin Usaha umlah Pertumbuhan USAHA MIKRO,
2.27.09 Simpan Pinjam sP/USP 5 5 120.830.000] 10] 130.086.600] 15 130.348.332) 20l 130.615.299 25 130.887.605 25) 140.165.357] KECIL DAN
MENENGAH
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
-~ Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
BEE Program Prioritas Pembangunar (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 | Trget Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
2.18
Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Dan
2.18 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.701.586.000 4.813.387.152 4.914.796.066 5.018.409.823 5.124.278.593 5.232.453.757
DINAS
. PENANAMAN
Program Penunjang Urusan Meningkatnya Indeks MODAL DAN
2.18.01 PemerintahanDaerah Kepuasan Masyarakat (IKM) PELAYANAN
Kabupaten/Kota terhadap Layanan Perizinan 75 89,51 4.071.392.000 90 3.920.589.272 90 4.009.142.228 95 4.099.642.909 100 4.192.136.340| 100 4.286.668.660| TERPADU SATU
PINTU
Meningkatnya Nilai Realisasi DINAS
Investasi Penanaman Modal PENANAMAN
Program Pengembangan Iklim (PMDN dan PMA) (%) MODAL DAN
2-18.02 Penanaman Modal 15 10 15 PELAYANAN
Meningkatnya - 125.000.000| 20 & 65 125.000.000( 25 & 70 125.000.000| 30 & 80 125.000.000| 35& 85 125.000.000] TERPADU SATU
Perkembangan Iklim PINTU
penanaman Modal (%) 56 10 60
DINAS
Meningkatnya Nilai Realisasi PENANAMAN
2.18.03 Program Promosi Penanaman Moda| Investasi Penanaman Modal MODAL DAN
(PMDN dan PMA) (%) 15 15 248.443.000 15 253.411.860 20 258.480.097 25 263.649.699 30 268.922.693 35 274.301.147| PELAYANAN
TERPADU SATU
DINAS
Meninakat b ¢ PENANAMAN
eningkatnya Persentase MODAL DAN
Program Pelayanan Penanaman . )
.18.04 | PO Y Penyelesaian Izin (%) ) 75 85 | s 125.000.000| 85 125000000 90 125.000.000 90 125.000.000| 90 125.000.000 PELAYANAN
TERPADU SATU
Meningkatnya Pengendalian DINAS
b 18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Pelakse:lnaan Penanaman PENANAMAN
e Penanaman Modal Modal (%) 50 65 70 75 80 85 85 "‘D/'SLDA@ABQN
Meningkatnya Pelaku Usaha 347.572.000 354.523.440 361.613.909 368.846.187 376.223.111 383.747.573| TERPADU SATU
yang Menyampaikan LKPM 30 30 35 65 75 85 95 PINTU
DINAS
PENANAMAN
2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Ez;fg:;ﬁylﬁfzfgg;lmaan 0 MODAL DAN
Sistem Informasi Penanaman Modal dal (9 PELAYANAN
Penanaman Modal (%) 70 34.179.000 75 34.862.580 75 35.559.832 80 36.271.028( 80 36.996.449] 85 37.736.378| TERPADU SATU
PINTU
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Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 o . n
Kode | program Prioritas Pembangunan| (outcome) RPJMD Kondlsér}i(cl)réinsg]aﬂg akhir | Penanggungjawab
Tahun 2020 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pemerintahan Bidang
2.19 Kepemudaan Dan Olahraga
2.19 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 4.523.203.000 4.529.223.332 4.624.645.454 4.722.142.255 4.821.760.941 4.923.549.861
Program Penunjang Urusan P ‘ Peningkat DINAS
2.19.01 Pemerintahan Daerah ersentase Peningkatan KEPEMUDAAN DAN
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100 2.651.817.000 1009 2.620.409.612 100 2.677.655.460 100% 2.736.212.461 1009 2.796.112.552 1009 2.857.388.503| 5 ALRAGA
P b b K " Terlaksananya Seleksi DINAS
2.19.02 rogram Pengembangan Kapasitas | paskibaraka Nasional dan KEPEMUDAAN DAN
Daya Saing Kepemudaan Packibraka Dasrah 1Keg 2 Keg 1.461.708.000| 2 Keg 1.490.942.160 2 Keg 1.520.761.003 2 Keg 1.551.176.223| 2 Keg 1.582.199.748 2 Keg 1.613.843.743( S oo
P P b: K it Terlak: Kagiat: DINAS
rogram Pengembangan Kapasitas | Terlaksanaya Kagiatan
219.03 Day% Saing ngolah,agaan P Keo,ahmgayan 9 0 Keg 3 Keg 334.678.000| 3 Keg 341.371.560 3 Keg 348.198.991 3 Keg 3565.162.971|  3Keg 362.266.230 3 Keg 369.511.555 gfiﬁg:gl’:’m DAN
P P b: K it Terlak: Kegiat: DINAS
rogram Pengembangan Kapasitas | Terlaksananya Kegiatan
2-19.04 Kepg,amukaang 9 P Kepramukaayn 9 0 Keg 1 Keg 75.000.000|  1Keg 76.500.000 1 Keg 78.030.000 1 Keg 79.590.600| 1 Keg 81.182.412 1 Keg 82.806.060 gfiﬁg:gl’:’m DAN
293 Urusan Pemerintahan Bidang
) Perpustakaan
293 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 3.031.932.000 3.125.802.018 3.191.656.722 3.258.943.247 3.327.694.171 3.397.942.862
) Daerah
Program Penunjang Urusan S:ENl?PSUSTAKAAN
2.23.01 Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan DAN ARSIP
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 2.690.625.000 100%|  2.402.668.878 100% 2.454.060.920 1009  2.506.595.528 1009 2.560.299.498 1009 2615.200.205| DAN ARS
DINAS
2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Kunjungan ke 0.31% 0.31%) 0.33%) BIEEZURS-I;@KAAN
Perpustakaan (%) 321.228.000 327.652.560 0.35% 334.205.611 0.39% 340.889.723 0.44% 347.707.518 0.50% 354.661.668 DAERAHS
DINAS
b 23,03 grog;\‘amlf’ile;tanan Koleksi Nasiona Jumlah Naskah Kuno yang BIEEPAURS‘I;éKAAN
an Naskah Kuno disimpan (Buah) 4 4 120.000.000 10 125.000.000 15 127.500.000 20 130.050.000 25 132.651.000 30 135.304.020 DAERAHS
Urusan Pemerintahan Bidang
2.24 N
Kearsipan
Persentase SKPD yang ELN£PSUSTAKAAN
2.24.02 Program Pengelolaan Arsip menerapkan Arsip Secara Baik| DAN ARSIP
(%) 25% 25% 120.000.000 40%)| 125.000.000 55% 127.500.000 709 130.050.000 859 132.651.000 1009 135.304.020 DAERAHS
DINAS
2.24.03 Erogra;m PerllndAun_gan Dan Jumlah Arsip yang disimpan di giﬁF;URSS-EéKAAN
enyelamatan Arsip Depo Arsip (Buah) 35} 35) 20.079.000 70| 20.480.580 110 20.890.192 160 21.307.995 220 21.734.155 300 22.168.838) DAN SRS
DINAS
b 24,04 Program Perizinan Penggunaan PERPUSTAKAAN
o [Arsip Jumlah Pengguna Arsip 5 5 120.000.000 10 125.000.000 20 127.500.000 30 130.050.000 40 132.651.000 50 135.304.020 Bﬁg F?SSIP
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3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Bidang
3.25 a
Perikanan
3.25 Dinas Perikanan 8.835.474.000 9.007.703.125 9.197.478.300 9.391.379.588 9.589.500.874 9.791.938.312
Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan
i i 0/ 0/
5 2501 Pemerintahan Daerah Kualitas Pelayanan 90%) 100% 4.613.653.000 100% 4.576.445.705 100% 4.677.595.731 100% 4.781.099.368 10094 4.887.015.049 100% 4.995.402.771| DINAS PERIKANAN
Kabupaten/Kota Publik(%)
ol K inak ‘umlah duke 8900 8950
3.05.03 Program Pengelolaan Perikanan | Meningkatnya jumlah produkg  8.657,959) 8.700 1.637.486.000 8.800 1.670.235.720|  Ton 1.703.640.434|  Ton 1.737.713.243 9.050] 1.772.467.508 8600 1.807.916.858| DINAS PERIKANAN
Tangkap perikanan tangkap (Ton) Ton| Ton| Ton| Ton| Ton|
P P lol Perik Meningkat jumlah duk] 53.257,90 54.257| 55.257] 56254 57257 58.257 59.257]
3.25.04 rogram Pengelolaan Perikanan eningkatnya jumiah produkg 251, : 2.471.710.000 : 2.521.144.200 Tof  2571.567.084| Ton 2.622.998.426 - 2.675.458.394 - 2.728.967.562| DINAS PERIKANAN
Budidaya perikanan budidaya (Ton) Ton| Ton| Ton| Ton| Ton|
Program Pengolahan Dan Meningkatnya jumiah produk 244.675.050 249.568.551 254.559.922 259.651.120
¥ . . " 237.625.500. 239.877.500 105 T 115 Te
3:25.05 Pemasaran Hasil Perikanan olahan hasil perikanan (Ton) 85 Ton 90 Ton 5 Ton| o on 125 Ton 135 Ton DINAS PERIKANAN
Urusan Pemerintahan Bidang
3.26 s
Pariwisata
3.26 Dinas Pariwisata 6.554.410.000 6.608.258.626 6.747.482.068 6.889.732.522 7.035.078.864 7.183.591.634
Program Penunjang Urusan .
3.26.01 Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan . o o ) ) . . DINAS
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 3.696.947.000 100% 3.693.646.366 100% 3.774.577.563 100% 3.857.369.928 1009 3.942.069.017 100% 4.028.721.590| PARIWISATA
P peninakatan D Tarik Persentase destinasi wisata DINAS
rogram Peningkatan Daya Tari iliki fasili
3.26.02 | O et ?’na:rgamdzim(%' fasiltas 80%) 259 1.895.519.000 2590  1933420380|  25%|  1.972.097.968 25%| 2011539927 259 2051.770.725|  100%|  2.092.806.140| pARIVISATA
Jumlah kegiatan promosi DINAS
3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | wisata daerah (Kegiatan) 2 Keg 3 Keg 722.416.000 3 Keg 736.864.320 3 Keg 751.601.606 4 Keg 766.633.639 4 Keg 781.966.311 4Ke 797.605.638| pARIWISATA
Program Pengembangan Ekonomi
3.06.04 Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan [Peningkatan Jumlah jenis DINAS
IF’f{‘”I'nstun?an Hak Kekayaan produk kreatif (Produk) 1 Produf 1 Produk 111.451.000 [ 1 ProduH 113.680.020 1 Produl 115.953.620| 1 Produl 118.272.693| 1 Produ 120.638.147| dui 123.050.910| pARIWISATA
ntelektual
3.26.05 Program Pengembangan Sumber | Peningkatan jumlah kelompoK DINAS
oo Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati{ kreatif (Kelompok) 10 Klp 1KIf 128.077.000 1KIf 130.638.540 1Klp 133.251.311 1Klp 135.916.337 1K 138.634.664| 15 KIpk 141.407.357| pARIWISATA
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Urusan Pemerintahan Bidang
3.27 Pertanian
.07 Dinas Tanaman Pangan, 23.406.999.000 23.324.630.270 23.816.035.874 24.318.125.674 24.831.142.774 25.355.336.159
. Hortikultura Dan Perkebunan
- P X U DINAS TANAMAN
rogram Penunjang Urusan : PANGAN,
3.27.01 Pemerintahan Daerah Eﬁ;ﬁ;;a;:g;;r:ggnk;habqik(% ) HORTIKULTURA
Kabupaten/Kota 00% 100% 13.034.651.000 1009  12.900.420.530 100% 13.183.341.940 100%|  13.472.777.860 1009 13.768.888.004 100% 14.071.836.295| A\
PERKEBUNAN
Padi
(Kuintal/Ha) 35,0 37,5(] 39,00 42,50 45,00 50)
Jagung
(Kuintal/Ha) 42,5(] 45,0 47,50 50,00 52,50 53|
Kedelei
(Kuintal/Ha) 18,0q 20,0( 22,00 24,00 25,00 25|
[Peorang (Ha) 20( 500 900 1.500 2.000 2.500
Kelapa Sawit DINAS TANAMAN
—_— [Program Penyediaan Dan [Peningkatan Provitas/Luas  |(Ha) 3.674 4.174 4.672 5.172 5.672 6.000 2.085.854.1724PANGAN,
.27 [Pengembangan Sarana Pertanian  [Areal T T T HORTIKULTURA
Kx.elapa (Ha) 7.08¢] 7.58¢] 8.086 8.586 9.086 9.300 DAN PERKEBUNAN
Nilam (Ha) 3.187 3.487 3.882 4.382 4.982 5.000!
[Kopi (Ha) 1.34] 1.541] 1.741 2.041 2.341 2.500
Nenag| 2.744.744.001 2.758.467.721 2.813.637.07 2.869.909.81 2.927.308.01]
(Kuintal)} 7.00q] 7.50(] 8.000 8.500 9.000 9.500
Deruk
(Kuintal) 220.00( 230.00( 240.000 250.000 260.000 270.000
Cabe (Ha) 25( 275 300 325 350 400
Padi
(Kuintal/Ha) 35,0( 37,5(] 39,00 42,50 45,00 50
Jagung
(Kuintal/Ha) 42,5(] 45,0 47,50 50,00 52,50 53|
Kedelei
. ) ) [(Kuintal/Ha) 18,0 20,00 22,00 24,00 25,00 25 DINAS TANAMAN
Program Penyediaan Dan [Peningkatan Provitas/Luas PANGAN,
3.27.03 Pengembangan Prasarana Pertanian |Areal [Porang (Ha) 20( 504 900 1.500 2.000 2.500 HORTIKULTURA
[Kelapa Sawit [DAN PERKEBUNAN
(Ha) 3.674 4.174 4.672 5.172 5.672 6.000 8.238.049.229
Kelapa (Ha) 7.08¢] 7.58¢ 8.086 8.586 9.086 9.300
Nilam (Ha) 3.182 7.572.820.00¢ 3.482 7.610.684.10(¢ 3.882 7.762.897.78% 4.382 7.918.155.73 4.982 8.076.518.85] 5.000
[Kopi (Ha) 1.34] 1.541] 1.741 2.041 2.341 2.500]
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
reari] Bidang Urus.an.Pemerintahan dar| Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
ode Program Prioritas Pembangunary (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab
Tahun 2020|  Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nenaq
(Kuintal 7.00! 7.50( 8.000 8.500 9.000) 9.50(
Jeruld
(Kuintal]  220.00 230.00( 240.000 250.000! 260.000| 270.000
Cabe (Ha) 25 27f 300 325 350) 400
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian P Kel K Tani DINAS TANAMAN
MEaI’dSE;'IIaSe elompol ani PANGAN,
4 % 4,44 54.784.000 6,74 55.057.920 8,96 56.159.078 11,20 57.282.260[ 13,45 58.427.905 15,64 59.596.464 HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
3.07 Dinas Peternakan Dan Kesehatan
- Hewan 7.613.749.000 7.756.512.428 7.919.927.395 8.086.895.348 8.257.497.131] 8.431.815.543
' DINAS
Program Penunjang Urusan .
32701 | Pemerintahan Daerah Persl.e”taselpe”'”gkaﬁ;‘l.k y PETERNAKAN DAN
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%] 1009 5.906.035.000 100 6.014.644.148 100% 6.143.221.749 1009 6.274.655.589 1009 6.409.012.577] 1009 6.546.361.29¢ EE&VEAH’\fTAN
Persentase Peningkatan DINAS
Program Penyediaan Dan Populasi Ternak,
3.21.02 Pengembangan Sarana Pertanian | Ketersediaan Daging dan 100) EE;EﬁQﬁKﬁN DAN
telur serta Sarana P 259 1.035.029.000 259 1.055.729.580 25% 1.076.844.172 25% 1.098.381.055 25% 1.120.348.676 100% 1142.755.650 (CESEL
Peternakan(%)
DINAS
3.07.03 Program Penyediaan Dan ) Jumlah Prasarana ) PETERNAKAN DAN
Pengembangan Prasarana Pertaniar f;atig:;‘kan yang tersedia 1Pakef 1 Pake 233.677.000( 1 Pake| 238.350.540| 1 Pakel 243.117.551| 1 Pake] 247.979.902[ 1 Pakd 252.939.500 1 Pakg 257.998.294 EE&/EAH,\/I*TAN
Program Pengendalian Kesehatan E:Lizg:ﬁgnpggrg:ﬁﬂewan DINAS
3.27.04 Hewan Dan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan )I;enyediaa PETERNAKAN DAN
Veteriner mduk Hewan yang asuh 42,29% 150 412.823.000 209 421.079.460 20% 429.501.049 20% 438.091.070) 20%) 446.852.892] 100% 455.789.949 EE&/EAHI\/I*TAN
3
v DINAS
Meningkatnya Jumlah
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian Kelompok Peternakan ol PETERNAKAN DAN
(Kelompok) Kip 1 Kpl 26.185.000 2 Kip 26.708.700 2 Kip 27.242.874 2 Kip| 27.787.731 2 Kip| 28.343.486) 2K 28.910.354 EE&VEAH’\fTAN
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Urusan Pemerintahan Bidang
3.30 Perdagangan
Dinas Perindustrian Dan
3.30 perdagangan 6.178.195.000 6.976.511.739 7.123.493.575 7.273.671.105 7.427.117.045) 7.583.905.86
DINAS
Program Penunjang Urusan
3.30.01 pemerinahan Daeran B P enngkater 90% 100% 3.736.021.000]  100% 3.810.741.420|  100% 3.886.956.248 100% 3.964.695.373|  100% 4.043.989.281] 100% 4.124.869.066 EiﬁINDUSTRIAN
-oU Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) © -(90.0eL © L0 AL o -660.996. © -904.699. 9 -Jas.989. O E RDAGANGAN
DINAS
Program Peningkatan Sarana Persentase Jumlah Pasar PERINDUSTRIAN
13.30.03 Distribusi Perdagangan yang Representatif (%) 100%) 100% 625.396.000]  100% 1.312.656.759 100% 1.346.361.495 100% 1.380.996.384|  100%] 1.416.588.830) 100% 1.453.167.087 EQSDAGANGAN
DINAS
Program Stabilisasi Harga Barang X PERINDUSTRIAN
[3.30.04 Kebutuhan Pokok Dan Barang Persentase peningkatan ) o o . ) . . Jdoan
Pentin ekspor 100% 100% 237.702.000 100% 242.456.040 100% 247.305.161 100% 252.251.264 100%j 257.296.289 100% 262.442.214
g PERDAGANGAN
Persentase penurunan DINAS
3.30.06 Progra Standardisasi Dan temuan barang & jasa yang ;iEINDUSTRIAN
o Periindungan Kensumen %ﬁr\]l;j;zunal(%y Perlindungan) 100%) 50% 42.402.000 40%] 43.250.040 40% 44.115.041 309 44.997.342) 20%) 45.897.288 10% 46.815.23400 00 1 CANGAN
Urusan Pemerintahan Bidang
3.31 Perindustrian
DINAS
Program Penunjang Urusan . PERINDUSTRIAN
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan 5 5 5 o o o o DAN
33001 |y ahinaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%) 100% 1.063.241.000|  100% 1.084.505.820 100% 1.106.195.936 100% 1.128.319.855  100% 1.150.886.252 1009 1173903.977| DAR NGAN
DINAS
Program Perencanaan Dan Persentase pertumbuhan PERINDUSTRIAN
33102  |pembangunan Industri industri 100% 100% 473.433.000|  100% 482.901.660 100% 492.559.693 100% 502.410.887(  100% 512.459.105 1009 522.708.287, EégDAGANGAN
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Unsur Pendukung Urusan
4 Pemerintahan
4.01 Sekretariat Daerah 34.496.568.000 34.211.294.162 34.932.061.072 35.668.498.976 36.420.964.448 37.189.822.685
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan SEKRETARIAT
40101 | ahypatenKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100% 28.426.799.000|  100% 28.020.129.782 100% 28.617.073.405 100%|  29.227.211.555|  100% 29.850.851.278 1009 30.488.307.252| DAERAH
Persentase fasilitasi
pengadministrasian,
Rogram Pemerintahan Dan pengembangan dan SEKRETARIAT
4.01.02P |Kesejahteraan Rakyat penyelenggaraan 70%| 709 4.226.799.000 759 4.311.334.980 809 4.397.561.680 85% 4.485.512.913 909 4.575.223.171 1009 4.666.727.635| pAERAH
pemerintahan umum (% )
Persentase fasilitasi
Program Perekonomian Dan pzrep canaan dan pbe nataan SEKRETARIAT
4.01.03 administrasi  pembangunan 100% 1009 1.842.970.000 1009 1.879.829.400 1009 1.917.425.988 100% 1.955.774.508 1009 1.994.889.998 1009 2.034.787.798
Pembangunan (%) DAERAH
4.02 Sekretariat DPRD 42.216.245.000 43.220.447.102 44.131.019.732 45.061.390.133 46.012.008.779 46.983.337.037
Program Penunjang Urusan X
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan SEKRETARIAT
40201 | ahypatenKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 33.919.165.000 100% 34.757.425.502 100% 35.498.737.700 100%|  36.256.462.460 100% 37.030.982.552 1009 37.822.690.286| ppRD
Persentase terselenggaranya
Program Dukungan Pelaksanaan Funé;S| DPRD (Penyusunan SEKRETARIAT
40202 |Tugas Dan Fungsi DPRD ser a, Anggifan & 100% 100 8.297.080.000 100% 8.463.021.600 100% 8.632.282.032 10094 8.804.927.673 1009 8.981.026.226 1009 9.160.646.751| ppRD
engawasan,
Unsur Penunjang Urusan
5 Pemerintahan
5.01 Perencanaan
BEEET) [PEEEETEER 6.892.259.000 7.056.251.587 7.204.913.389 7.356.807.413 7.512.007.203 7.670.588.084
5.01 Pembangunan
Daerah
] BADAN
s 01.01 Program Penunjang Urusan P ; Peningkat PERENCANAAN
.01. i ersentase Peningkatan
Ezrb”ue‘;;;'};ggae'ah Kualitas pe|ayana?] PUbIik(%6) 90%|  100% 4.585.983.000  100% 4.703.850.067  100% 4.805.463.838|  100% 4.909.368.871|  100% 5.015.619.891 100%|  5.124.273.025| Ei"ésmGUNAN
Persentase kelengkapan BADAN
Program Perencanaan, Dokumen utama PERENCANAAN
>01.02 i i PEMBANGUNAN
Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan (RPJMD, 100% 1009 775.549.000 1009 791.059.980 1009 806.881.180 1009 823.018.803 1009 839.479.179 100% 856.268.763| GU
Pembangunan Daerah RKPD, RKPD-P) (%) DAERAH
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Sektoral
Perencanaan Pembangunan BADAN
o | paeran (Bidang 3 3 1.530.727.000 3 1.561.341.540 3 1.592.568.371 3 1.624.419.738 3 1.656.908.133 21| 1.690.046.296| PERENCANAAN
Program Koordinasi Dan Sinkronisas| pemerintahan, Bidang PEMBANG
5.01.03 o : UNAN
Perencanaan Pembangunan Daerah| perekonomian dan Bidang DAERAH
Infrastruktur) (Dokumen)
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5.02 Keuangan
5.02 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 385.553.653.000 387.664.691.900 395.832.049.753 404.176.983.205 412.703.532.767 421.415.836.669
Program Penunjang Urusan . BADAN KEUANGAN
5.02.01 Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan 90% 100% 37.299.694.000 100% 32.445.653.720 100% 33.508.630.809 100% 34.607.095.883 100% 35.742.247.698 100% 36.915.325.899| DAN ASET
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) DAERAH
Persentase meningkatnyd BADAN KEUANGAN
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangandaerah) 100% 100% 347.097.129.000 100% 354.039.071.580 1009 361.119.853.012 100%  368.342.250.072 1009 375.709.095.073 1009 383.223.276.975| DAN ASET
Daerah (%) DAERAH
. Persentase meningkatnya BADAN KEUANGAN
5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik | hengelolaan barang milik 100%| 1009 1.156.830.000 100 1.179.966.600 100% 1.203.565.932 100% 1.227.637.251 1009 1.252.189.996 1009 1.277.233.796| DAN ASET
Daerah daerah (%) DAERAH
5.02 Badan Pendapatan Daerah 6.705.792.000 7.350.564.114 7.505.426.522 7.663.655.965 7.825.329.057 7.990.524.262
Program Penunjang Urusan i BADAN
5.02.01 Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan 90%| 100% 5.813.774.000 1009 5.930.049.480 1009 6.048.650.470 100% 6.169.623.479 1009 6.293.015.949 1009 6.418.876.268| PENDAPATAN
Kabupaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) DAERAH
] BADAN
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan | Jumlah Peningkatan 4Keg|  4Keg. 892.018.000 4 Keg. 1.420.514.634  5Keg. 1.456.776.053 5 Keg. 1.494.032.486 6 Keg. 1.532.313.108| 30 Keg. 1.571.647.995| PENDAPATAN
Daerah Penerimaan PAD (Kegiatan) DAERAH
5.03 Kepegawaian
Badan Kepegawaian Dan
5.03 Pengembangan Sumber Daya 5.965.651.000 6.458.927.639 6.595.004.961 6.734.040.892 6.876.102.751 7.021.259.485
Manusia
BADAN
KEPEGAWAIAN
i . DAN
5.03.01 PTOgram Penunjang Urusan Persentase Peningkatan 90%| 100% 4.480.839.000 100% 4.570.455.780 100% 4.661.864.896 100% 4.755.102.194 100% 4.850.204.237 100% 4.947.208.322| pENGEMBANGAN
Pemerintahan Daerah [Kualitas Pelayanan Publik(%) SUMBER DAYA
Kabupaten/Kota
MANUSIA
BADAN
KEPEGAWAIAN
. DAN
5.03.02  [Program Kepegawaian Daerah persentase Layanan 100%|  100% 348.962.000|  100% 355.941.240(  100% 363.060.065 100% 370.321.266|  100% 377.727.691 100% 385.282.245| pENGEMBANGAN
IAdministrasi Kepegawaian (%)
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan
BADAN
[Program Pengembangan Sumber Perse_nta»se»ASN yang giZEGAWAIAN
5.04.02 i mengikuti diklat peningkatan 100% 100% 1.135.850.000 100% 1.532.530.619 100% 1.570.080.001 100% 1.608.617.432 100% 1.648.170.822 100% 1.688.768.917
[Daya Manusia kompetensi (%) PENGEMBANGAN
P SUMBER DAYA
MANUSIA
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| R»:’\‘AJ/;ID Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) BRSO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
A Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.05 Penelitian dan Inovasi
5.05 Badan Riset dan Inovasi Daerah 6.655.787.000 6.199.410.681 6.330.020.475 6.463.470.001 6.599.823.875 6.739.148.273]
. BADAN RISET
5.05.01 Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan DAN INOVASI
Pemerintahan Daerah Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 2.835.787.000  100% 2.892.502.740 100% 2.950.352.795 100% 3.009.359.851  100% 3.069.547.048 100% 3.130.937.989 [ roar
BADAN RISET
5.05.02 Program Penelitian Dan Indeks Inovasi Daerah DAN INOVASI
Pengembangan Daerah 11 3.820.000.000 13 3.306.907.941 14 3.379.667.680 62.67 3.454.110.150 70.30 3.530.276.827 75,50 3.608.210.284f e
Unsur Pengawasan Urusan
o Pemerintahan
6.01 Inspektorat Daerah 8.383.860.000 8.582.907.210 8.763.732.743 8.948.489.805 9.137.267.853 9.330.158.507
Program Penunjang Urusan i
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan INSPEKTORAT
6.0101 |\ o isaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100% 5.918.155.000|  100% 6.036.518.100 100% 6.157.248.462 100% 6.280.393.431  100% 6.406.001.300 100% 6.534.121.326] pAERAH
P b I Persentase rekomendasi hasi INSPEKTORAT
rogram Penyelenggaraan iti iuti
6.01.02 pen%awasany 99 Fuzggawasa" ditindaklanjut 86%] 100 1.641.863.000 100 1.706.070.270 100% 1.749.359.064 100 1.793.828.653 1009 1.839.513.478 1009 1.886.449.044] pAERAH
Program Perumusan Kebijakan, . INSPEKTORAT
6.01.03 | pendampingan Dan Asistensi Level Maturitas SPIP 3 3 823.842.000 3 840.318.840 3 857.125.217 4 874.267.721 4 891.753.076 4 909.588.137| pAERAH
8.01 Badan Kesatuan Bangsa dan 4.000.566.000 4.095.728.525 4.182.017.737 4.270.183.057 4.360.267.177 4.452.313.815)
Politik
Program Penunjang Urusan b ase Peninakat BADAN KESATUAN
Pemerintahan Daerah ersentase Peningkatan BANGSA DAN
BOLOL |\ ohinaten/Kota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 100% 2.136.473.000 1009 2.034.353.665 100% 2.075.040.738 1009 2.116.541.553 1009 2.158.872.384 1009 2.202.049.832 0=
P P tan Ideologi Persentase Koordinasi BADAN KESATUAN
rogram Penguatan ldeologi Penguatan Ideologi Pancasila) BANGSA DAN
80102 |pancasila dan Karakter Kebangsaan daniarakter Kebgngsaan(%) 75% 759 91.732.000 80% 93.566.640 839 99.812.614 85Y% 106.333.832 869 113.140.967 909 120.245.081) o/
Program Peningkatan Peran Partai | Persentase Koordinasi,
Politik Dan Lembaga Pendidikan Pemantauan Peran Partai
Melalui Pendidikan Politik Dan Politik dan Situasi BADAN KESATUAN
8.01.03 Pengembangan Etika Serta Budaya | Perkembangan Politik Daerah 75%| 759 1.539.971.000 809 1.570.770.420 859 1.602.185.828 90% 1.634.229.545 939 1.666.914.136 979 1.700.252.419 POLITIK
Politik (%)
Program Pemberdayaan Dan P tase O /LSM BADAN KESATUAN
Pengawasan Organisasi ersentase Ormas BANGSA DAN
8.01.04 Kemasyarakatan yang Aktif (%) - 709 160.000.000 759 163.200.000 80 166.464.000 859 169.793.280 909 173.189.146 POLITIK
X Persentase Koordinasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan BADAN KESATUAN
80105 |Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 75% 759 133.188.000 80% 135.851.760 85% 138.568.795 90% 141.340.171 939 144.166.975 97 147.050.314| BANGSA DAN
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (%) POLITIK
Program Peningkatan Kewaspadaan| Persentase Koordinasi
Nasional Dan Peningkatan Kualitas | Pemantapan Kewaspadaan BADAN KESATUAN
8.01.06 Dan Fasilitasi Penanganan Konflik | Dini dan Penanganan Konflik 75%| 75% 99.202.000 80% 101.186.040 859 103.209.761 85% 105.273.956 869 107.379.435 909 109.527.024| BANGSA DAN
Sosial Sosial (%) POLITIK
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 | Trget Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Unsur Kewilayahan
7.01 Kecamatan Palangga 2.443.260.020 2.535.282.698 2.485.229.922 2.540.091.459 2.591.404.511 2.646.238.293
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 |ahi enkota Kualitas Pelayanan Publik(%6) 90%| 100% 2.300.116.920  100% 2.389.876.736 100% 2.336.915.841 100% 2.388.811.096 1004 2.437.098.541 1009 2.488.846.203| pALANGGA
Persentase Pelayanan Umum
Program Penyelenggaraan | Pemerinntahan Kecamatan KECAMATAN
7.01.02 | Pemerintahan dan Pelayanan Publik| 4an pelayanan 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| pALANGGA
Publik (%)
P pemberd M a Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 | Docoan Koliahan 4 sieg?j::ﬁgﬁ?% )Masya’aka' 60% 60% 103.143.100 70% 105.205.962 80% 107.310.081 90% 109.456.283 100 111.645.409 1009 113.878.317| pALANGGA
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70004 | Dt es k'gggﬂ;??& )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| PALANGGA
P P I U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pa e 99 tﬂ/rol;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| PALANGGA
P pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan i
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa Ezggé&ésan Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| PALANGGA
7.01 Kecamatan Landono 2.912.261.057 2.908.591.373 2.973.790.597 3.038.423.351 3.099.703.041 3.164.702.783
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 |y aii enkota Kualitas Pelayanan Publik(%6) 90% 10094 2.862.261.057  100% 2.858.191.373 10094 2.922.382.597 100% 2.985.987.191 1004 3.046.218.158 1009 3.110.148.202| | ANDONO
Persentase Pelayanan Umum
Program Penyelenggaraan Pemerinntahan KECAMATAN
70102 |pemerintahan Dan PelayananPubli | Kecamatan dan Pelayanan 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1004 10.824.322 1009 11.040.808| | ANDONO
Publik (%)
P pemberd M at Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 | Dok dan Kelurahan Y sielz_ﬂfr'g:;’ﬁ"’z%”asyaraka‘ 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10612080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| | ANDONO
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Kooradinasi Ketentraman i
70104 | paneteriban Ut k‘gggﬂ;??o’; )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 10094 10.612.080 1009 10.824.322| | ANDONG
b b I U Persentase Penyelenggaraan| KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pereintahan Ui Eﬂ/’o‘;“” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | ANDONO
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 penggawasan Pemerintahan Desa Eggg‘?‘é})")‘sa" Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80%4 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | ANDONO
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunary (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab
Tahun 2020 | Trget Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17
701 Keregian Leiea 1.892.703.300 2.908.591.373 2.973.790.597 3.038.423.351 3.125.264.222 3.164.702.783
Program Penunjang Urusan )
7.01.01  |Pemerintahan Daerah Eerslfinta;elF’emngkglabr;_k(ly) 90%| 1009 1.842.703300|  100% 2858.191373| 1009  2.922.382507|  100%|  2.985.987.191| 100 3071779330 1009  3.110.148.202| KECAMATAN LAINEA
Kabupaten/Kota ualitas Pelayanan Publik(%,
Persentase Pelayanan Umuny
7.0.02  |Program Penyelenggaraan | Pemerinntahan Kecamatan 60% 609 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080| 1009 10.824.322 100% 11.040.808| KECAMATAN LAINEA
Pemerintahan Dan PelayananPublik | gan pelayanan Publik (%)
Persentase Peningkatan
7.01.03 Efogr%m Pimlberﬁayaan Masyarakat| pemberdayaan Masyarakat 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 100 10.824.322 100% 11.040.808| KECAMATAN LAINEA
esa Dan Kelurahan di Kelurahan (%)
s Persentase Peningkatan
7.01.04 Eg’ng:f‘er;‘eﬁﬁ)‘gg'afns:lgete“”ama” Lingkungan Yang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80%4 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN LAINEA
Kondusif (%)
Persentase Penyelenggaraan|
7.01.05 E;"rg;?{gt:f;nyﬂemnfgaraan Urusan | (jrysan Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 809 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009/ 10.824.322| KECAMATAN LAINEA
%)
. Persentase Pembinaan dan
70106 | Frogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080, 100 10.824.322| KECAMATAN LAINEA
Pengawasan Pemerintahan Desa | o = %)
7.01 Kecamatan Tinanggea 3.820.250.610 3.834.740.717 3.918.462.928 3.943.297.859 4.082.540.135 4.167.196.618
Program Penunjang Urusan .
70101 |Pemerintahan Daerah Eersl.‘?”‘a;elpe”'”gkﬁ‘ﬁ;‘l.k o 90% 1009 3.637.950.610|  100% 3.649.394.717 1009  3.729.410008|  100%|  3.750.463.881| 1009 3.885.849.477 1009  3.966.572.147| KECAMATAN
Kabupaten/Kota ualitas Pelayanan Publik(%)
Persentase Pelayanan Umum|
Program Penyelenggaraan : KECAMATAN
70102 | O ahan Dan Palayananpublik 5:?;2;?;\::2 gjgﬁlr(n(it/tﬂe)m 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| X AvA O
Program Pemberdayaan Masyarakat] Persentase Peningkatan KECAMATAN
7.01.03 9 Y 4 Pemberdayaan Masyarakat di 60% 60% 142.300.000 70% 145.146.000 80% 148.048.920 90% 151.009.898 1009 154.030.096, 1009 157.110.698
Desa Dan Kelurahan Kelurahan (%) TINANGGEA
- Persentase Peningkatan
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman || ;4 ngan Yang Aman dan 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080, 1009/ 10.824.322 KECAMATAN
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) TINANGGEA
Persentase Penyelenggaraan|
70105 | Prodgram Penyelenggaraan Urusan |y can pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Pemerintahan Umum (%) TINANGGEA
! Persentase Pembinaan dan
Program Pembinaan Dan . o o o, o o o o KECAMATAN
70106 | pan ecan Pemerintahan Desa [P)gzge?‘%san Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| 1AV
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7.01 Kecamatan Ranomeeto 4.154.999.536 4.176.184.626 4.266.735.710 4.357.227.367 4.419.321.949 4.536.786.481
Program Penunjang Urusan
Pemgerimahan [;ae?ah Persentase Peningkatan KECAMATAN
T0L0L [ yan teniKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 4.028.619.899|  100% 4.047.877.396 1004 4135862336  100% 4.223.736.525 100 4.283.161.290 1009 4.397.902.609] RANOMEETO
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum
7.01.02 | Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinniahan Kecamatan 60% 60% 12.153.300 70% 12.396.366 80% 12.644.293 90% 12.897.179 1004 13.155.123 1009 13.418.225| KariomEETe
e Publik dan Pelayanan Publik (%) i it o e e #2221 RANOMEETO
P pemberd M ad Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 | Doeh Dan Kelurahan 4 E:E?:Jgﬁ@‘;‘)” Masyarakat i 60% 60% 84.226.337 70% 85.910.864 80% 87.629.081 90% 89.381.663 1009 91.169.296 1009 92.992.682] RANOMEETO
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasl Ketentraman i
70104 | panKeteriban Umim k'gggﬂ;??% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| RANOMEETO
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pomerintahan Uomes g;]‘;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| RANOMEETO
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram embinaan ar il
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa E:gge:‘;‘/’n"’)‘sa” Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| RANOMEETO
7.01 Kecamatan Konda 4.410.508.500 4.436.803.765 4.532.567.236 4.628.375.523 4.721.454.257 4.818.889.023
Program Penunjang Urusan .
7.01.01  |Pemerintahan Daerah Eersl.emaselpe”'”gkgﬁg‘rk " 90% 100% 4.288.224.500|  100% 4.312.674.085 100% 4.405.954.963 100% 4.499.231.004 1009 4.589.726.848 1009 4.684.527.065, igﬁg’fATAN
Kabupaten/Kota ualitas Pelayanan Publik(%6)
Persentase Pelayanan Umum|
70102 | Program Penyelenggaraan . | Pemerinntahan Kecamatan 60% 60% 11.464.000 70% 11.693.280 80% 11.927.146 90% 12.165.689 1009 12.409.002 1009 12.657.182| KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik| dan Pelayanan KONDA
Publik (%)
Persentase Peningkatan
70103 | Program Pemberdayaan Masyarakatl perperdayaan Masyarakat 60% 60 80.820.000 70% 82.436.400 80 84.085.128 90% 85.766.831 1009 87.482.167 1009/ 80.231.811| KECAMATAN
Desa Dan Kelurahan di Kelurahan (%) KONDA
L Persentase Peningkatan
70104 | Drogram Koordinasi Ketentraman |, ;v noan vang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100/ 10.824.322| KECAMATAN
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) KONDA
Persentase Penyelenggaraan|
Program Penyelenggaraan Urusan . 0 0 o, o o o, 0 KECAMATAN
70105 | podial neTye e &L;san Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322 [ 50"
. Persentase Pembinaan dan
Program Pembinaan Dan : o o o o o o, ol KECAMATAN
T0L06 | oo esan Pemerintahan Desa [P)eegga?;;)a;san Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322 [ 50"
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunar (outcome) - F;PJI\ggZO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
D Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Kolono 2.325.739.081 2.310.338.958 2.363.573.133 2.416.001.538 2.464.832.792 2.517.135.129
Program Penunjang Urusan i
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 |ani enkota Kualitas Pelayanan Publik(%6) 90% 10094 2.186.139.081[  100% 2.168.546.958 1009 2.218.945293|  100% 2.268.481.141 1009 2.314.361.987 1009 2.363.654.908| KOLONO
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum KECAMATAN
7.01.02 semi"mahan Dan Pelayanan 55?52&";2223 gj;l?ﬂﬁgn 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 100 10.824.322 1009 11.040.808| KOLONO
ublil
P pemberd M a Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 | Doch dan Kelurahan Y gfgﬁ’j{:ﬁ;’ﬁ?%‘"asyaraka‘ 60% 60% 99.600.000 70% 101.592.000 80% 103.623.840 90% 105.696.317 1004 107.810.243 1009 109.966.448| KOLONO
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | paeotertiban Unum k'gggﬁ;??% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KOLONO
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pomerintahan Ui g/g;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 20% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KOLONO
P pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan i
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa Ezgg?‘;‘/f)‘sa” Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KOLONO
7.01 Kecamatan Moramo 2.663.335.685 2.654.687.494 2.714.808.640 2.774.261.755 2.830.258.213 2.889.869.058
Program Penunjang Urusan ]
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 [ oo enkota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 2,613.335.685  100% 2.604.287.494 10094 2.663.400.640|  100% 2.721.825.595 1009 2.776.773.330 1009 2.835.314.477| MORAMO
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umurmy KECAMATAN
7.00.02  |Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10612080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| e
o Publik dan Pelayanan Publik (%) e e o o e e MORAMO
P pemberd M at Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakat
70103 | Dochoan Koluahan Y ;ﬁgﬁf{gﬁ;’ﬁ?%”asyaraka‘ 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 100 10.824.322 1009 11.040.808| MORAMO
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | paretoriian Unim k'gggb‘;??‘;) )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| MORAMO
P b | U Persentase Penyelenggaraan| KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pormeintahan Ui tﬂ/’;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| MORAMO
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa ggggiz;gsa” Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| MORAMO
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dar] Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunary (outcome) - ?PJI\QSZO Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab
A Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Andoolo 3.044.684.816 3.043.663.607 3.111.564.276 3.178.952.503 3.243.042.777 3.310.909.313)
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 | ani kot Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%| 100% 2.878.684.816  100% 2.874.943.607 1009 2.939.469.876 100% 3.003.416.215 1009 3.063.995.763 1009 3.128.281.359| ANDOOLO
Program Penyelenggaraan gerser!tastehPela}Zanan L{mum KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan emerinntahan Kecamatan o 9 o o o 1y o
70102 |Peme y dan Pelayanan Publik (%) 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 100 10.824.322 100 11.040.808| ANDOOLO
P pemberd M a Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 | Doeh dan Kelurahan Y gfgﬁ’j{gﬁgﬁ?% )Masya’aka' 60% 60% 126.000.000 70% 128.520.000 80% 131.090.400 20% 133.712.208 1009 136.386.452 1009 139.114.181] ANDOOLO
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | paretoriian Unim k‘gﬁgﬁ;‘i‘f’?& )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322 ANDOOLO
b b I U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | porerintanan Ummes g;]‘;sa” Pemeriniahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322 ANDOOLO
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa Ezgg?‘;‘/f)‘sa” Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322 ANDOOLO
7.01 iﬁgg‘t‘;a‘a" 3.775.164.930 3.788.753.324 3.871.555.786 3.954.143.844 4.033.737.945 4.117.418.384
Program Penunjang Urusan )
Pemerintahan Daerah Persentase Penlngkatan KECAMATAN
70101 | oo enkota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 3.702.757.430  100% 3.715.497.674 10094 3.796.835.023 100% 3.877.928.666 1004 3.955.998.463 1009 4.038.124.113| ANGATA
Program Penyelenggaraan gersentaiehPela}Zanan Ltlmum KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan emerinntahan Kecamatan o 9 9 o o 9 o
70102 [Pemer y dan Pelayanan Publik (%) 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1004 10.824.322 100 11.040.808| ANGATA
P pemberd M at Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyaraka
70103 | Dok o Kelurahon 4 ;ﬁgﬁ’&'ﬁﬁ;’ﬁ?& )Masyaraka‘ 60% 60% 32.407.500 70% 33.055.650 80% 33.716.763 90% 34.391.098 100 35.078.920 1009 35.780.499| ANGATA
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koorainasl Ketentraman i
7.01.04 | Dpan Ketertiban Umum IIZISI?SLL:QI??‘?A) )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000|  70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000[ 1009 10.612.080 1009 10.824.322| ANGATA
P b I U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | porkeintahar Unmis g/’ol)‘sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000|  70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000[ 1009 10.612.080 1009 10.824.322| ANGATA
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 penggawasan Pemerintahan Desa gzgg?‘(’,‘/’gsan Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| ANGATA
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urugan. Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) - ?PJI\QSZO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
A Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan
7.01 ] 1.871.195.133 1.846.704.131 1.890.665.609 1.933.635.864 1.972.819.805 2.015.281.881
Program Penunjang Urusan ]
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
T0L0L [ eniKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 1.821.777.773|  100% 1.796.898.423 1004  1.839.863.788|  100% 1.881.818.006 1009 1.919.965.590 1009 1.961.370.582| | AONTI
Program Penyelenggaraan Eerser?[astehPelaé/anan L:mum KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan emerinniahan Kecamatan 9 o 9 9 9 o 9
70102 | Peme y dan belayanan PUbIK (%) 60% 609 9.417.360 70% 9.605.707 809 9.797.821 90% 9.993.778 1009 10.193.653 100 10.397.526] | AONT!
b pemberd M K Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakat]
70103 | Dok an Keluahon 4 ;ﬁgﬁ::ﬁg:?& )Masyaraka‘ 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10612.080| 1009 10.824.322 1009 11.040.808 | AONT!
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | panetorioan Umim k‘gggﬁ;‘i??% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | AONT!
b penvel U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pomeintatan Ui tj/’o';sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| | AONTI
P pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan i
7.01.06 penggawasan Pemerintahan Desa Ezggi‘;‘/f)‘sa” Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | AONTI
7.01 Kecamatan Lalembuu 2.060.009.648 2.039.294.936 2.087.108.231 2.134.007.338 2.177.198.708 2.223.748.363
Program Penunjang Urusan X
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70101 |y oo atenKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 10094 1.984.173645|  100% 1.962.542.213 1004  2.008.820.453|  100% 2.054.153.804 1009 2.095.748.104 1009 2.140.668.747| | AL EMBUU
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umun KECAMATAN
70102 |Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| F e
o Publik dan Pelayanan Publik (%) haae Bt haat o ot haee LALEMBUU
P pemberd M ad Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyaraka
70103 | Dok o Kelurahon 4 E:Erb:h'gﬁ{;;” Masyarakat df 60% 60% 35.836.003[  70% 36.552.723 80% 37.283.778 90% 38.020.453) 1009 38.790.042 1009 39.565.843| | ALEMBUU
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koorainasl Ketentraman i
7.01.04 | pan Ketertiban Umum k‘;‘ggﬂ;ﬁ% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 809 10.200.000 90% 10.404.000| 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | ALEMBUU
b o I U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | percintahan Ui g/’ol)’sa” Pemerintahan Umum 60% 6094 10.000.000 70% 10.000.000 8094 10.200.000 90% 10.404.000( 1009 10.612.080 1009 10.824.322| | ALEMBUU
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 | pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 1009 10.824.322| | ALEMBUU

Desa (%)
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7.01 Kecamatan Mowila 2.491.921.344 2.479.844.866 2.536.469.159 2.592.355.485 2.644.713.818 2.700.613.775
Program Penunjang Urusan .
Pemerintaha Daerah Persentase Penlngkalan_ KECAMATAN
T0L0L [y an enKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 909 10094 2.441.921.344|  100% 2.429.444.866 10094 2.485.061.159|  100% 2.539.919.325 1009 2.591.228.935 1009 2.646.059.194| MOWILA
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umun} KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan
70102 | Peme y dan Pelayanan Publk (6 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| MOWILA
uplil
b Pemberd M at Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal
70103 |pesn ban Koluraha Y Esz:ﬁ:ﬁy(‘;oa)" Masyarakat d 60% 60% 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| MOWILA
L Persentase Peningkatan
70104 | Program Koordinasi Ketentraman | i inqan Yang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| KECAMATAN
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) MOWILA
Persentase Penyelenggaraan
70105 |Program Penyelenggaraan Urusan |, can pemerintahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Pemerintahan Umum ) MOWILA
. Persentase Pembinaan dan
70106 | Frogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| KECAMATAN
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa (%) MOWILA
7.01 Kecamatan Buke 1.910.307.578 1.886.598.825 1.931.358.197 1.975.142.303 2.015.156.373 2.058.465.181
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan
TOLOL | eniKota Kualitas Pelayanan Publik(%) 9094 1009 1.860.307.578|  100% 1.836.198.825 100 1.879.950.197|  100% 1.922.706.143 1009 1.961.671.490 1009 2.003.910.600] KECAMATAN BUKE]
b P | Persentase Pelayanan Umum
rogram Penyelenggaraan i
70102 | poe Y %gemyanan Publik 5;?32{;?:::: Sﬁgﬁﬂi‘/‘s“ 60% 609 10.000.000 70% 10.200.000 80 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| KECAMATAN BUKE]
b pemberd M at Persentase Peningkatan
rogram Pemberdayaan Masyarakal il
70103 | Dash an Kelurahan Y E:lrﬂrb:ggﬁ@gn Masyarakat di 60% 609 10.000.000|  70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10612080 1009 10.824.322 1004 11.040.808| KECAMATAN BUKE
b Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan
rogram Koorainasi Ketentraman i
70108 | panKeteriban Unmim k‘gggﬂ;??% )Y ang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322 KECAMATAN BUKE]
P P | U Persentase Penyelenggaraan
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pomcintatan Ui tﬂ/’;;sa” Pemerintahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| KECAMATAN BUKE|
P Pembi a Persentase Pembinaan dan
rogram Pembinaan dan i
7.01.06 penggawasan Pemerintahan Desa Ezgge}%‘sa” Pemerintahan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322| KECAMATAN BUKE]
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus_an_ Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program| Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) . F;PJr\ggzo Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
andn Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Benua 1.697.432.211 1.669.465.950 1.709.882.665 1.749.237.261 1.784.733.230 1.823.433.575
Program Penunjang Urusan X
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
R N i ik (O 0| { . . . 0 . . . 4 . 5 . 0 . . ! { . . . . B !
70001 | op rkota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 1009 1.633.906.036|  100% 1.605.269.252 1009 1.644.402.033|  100% 1.682.447.016 100 1.716.607.180 1004 1.753.945.004| BENUA
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umumy
7.01.02 |Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan 60% 609 7.100.000 70% 7.242.000 80% 7.386.840 90% 7534577 1004 7.685.268 1004 7.838.974| s N
o Publik dan Pelayanan Publik (%) e o e D e e BENUA
P pemberd M ad Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal il
70103 | Do o folieahn 4 Ezm:’:ggﬁy(ﬁ‘/oa)“ Masyarakat dj 60% 60 26.426.175 70% 26.954.699 80% 27.493.792 90% 28.043.668 1004 28.604.542 100% 29.176.633| BENUA
b Koordinasi K Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
7.01.04 DangKeter!iban Umum k‘(’;ggﬂgﬁ?% )Y ang Aman dan 60% 6094 10.000.000 70% 10.000.000 80%4 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| BENUA
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | porerintahan Ui (L(’,/;L)‘SE‘” Pemerintahan Umum 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| BENUA
P Pembi d Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan dan i
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa gzgga(‘%a)sa“ Pemerintahan 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| BENUA
7.01 Kecamatan Moramo Utara 2.344.327.848 2.329.299.500 2.382.912.886 2.435.728.086 2.484.953.871 2.537.658.629
Program Penunjang Urusan .
7.01.01 |Pemerintahan Daerah iﬁ:ﬁ;‘;a;;:e:rzﬁk:fbmk(% ) 90%| 1009 2.227.610.458|  100% 2.210.847.762 100% 2.262.092.114|  100% 2.312.490.898 1009 2.350.251.939 100% 2.409.442.659 s%%i","w’g ’S’# ARA
Kabupaten/Kota Y
Persentase Pelayanan Umum)|
Program Penyelenggaraan : o o o o o o o KECAMATAN
70002 ettt e Dan Pelayanan s:;ngggnt:::: sﬁgﬁ&?}?n 60% 60 5.942.200 70% 6.061.044 80% 6.182.265 90% 6.305.910 100 6.432.028 100% 6.560.669| it AR
Publik 4 °
70108 | Program Pemberdayaan Masyarakat 52{352?339;?"1'}3532?&& di 60% 609 80.775.190 70% 82.390.694 80% 84.038.508 90% 85.719.278 1009 87.433.663 100% 89.182.337| KECAMATAN
O Desa Dan Kelurahan Kelurahan%% ) 4 ° R ° Raee Rt ° Rins s i +922511 MORAMO UTARA
- Persentase Peningkatan
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman || i;qyungan Yang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 8094 10.200.000 20% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322| KECAMATAN
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) MORAMO UTARA
Persentase Penyelenggaraan
Program Penyelenggaraan Urusan : 0 o o o o o o KECAMATAN
T0L05 | pondia 2o Ye om0 g /rDL)Jsan Pemerintahan Umum 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 100% 10.824.322| o R
. Persentase Pembinaan dan
Program Pembinaan Dan . o o o o N N N KECAMATAN
T0L06 | oot esan Pemerintaan Desa gzggezz\//:)‘san Pemerintahan 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 100% 10.824.322| ot T ARA
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus.an.Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 [ 1grget Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Basala 1.517.964.195 1.278.120.237 1.310.710.038 1.342.081.181 1.369.434.028 1.399.828.389
Program Penunjang Urusan
Pemgerintahan [;ae?ah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 |yabunatenKota Kualitas Pelayanan Publik(%6) 90%4) 1009 1.435.620.195  100% 1.194.729.357 100% 1.225.651.340|  100% 1.255.321.309 1009 1.280.938.959 100% 1.309.563.419| BASALA
Program Penyelenggaraan gerser!tastehPela}Zanan Lim um KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan emerinntahan Kecamatan o 1y o o o o o
70102 |Peme y dan Pelayanan Publik (%) 60% 6094 10.000.000 70% 10.200.000 8094 10.404.000 90% 10.612.080 100 10.824.322 100% 11.040.808| BASALA
b pemberd M K Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakat i
70103 | Dok an Kelurahon 4 E:mf’:;gﬁ{;;” Masyarakat di 60% 609 42.344.000 70% 43.190.880 80% 44,054,698 90% 44.935.792 1009 45,834,507 10094 46.751.198| BASALA
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | paneteriban Umim k'gggﬁ;??% )Y ang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322| gaSALA
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | porerintahan Ummes g;]‘;sa” Pemeriniahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322| gaSALA
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa Ezgg?‘;‘/’n"’)‘san Pemerintahan 60% 60 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 10094 10.824.322| gaSALA
7.01 Kecamatan Ranomeeto Barat 3.163.218.374 3.164.567.836 3.234.886.589 3.304.741.263 3.371.347.312 3.441.779.939
Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan o o o, o, o, o, o, KECAMATAN
70101  |Pemerintahan Daerah Kualtas Pelayanan PUbI(6) 90% 1009 3.085.818.626|  100% 3.086.220.094 1009 3.154.971.891 100% 3.223.228.271 100 3.288.204.061 1004 3.356.973.822| RANOMEETO
Kabupaten/Kota 4 g BARAT
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum KECAMATAN
70002 |pod o D e an P piik| Pemerinntahan Kecamatan 60% 609/ 17.581.475 70% 17.933.105 80% 18.291.767 90% 18.657.602 1009 19.030.754 10094 19.411.369| RANOMEET
emerintahan Dan Pelayanan PUbIX| gan pelayanan Publik (%) O BARAT
Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan KECAMATAN
70103 | g Ao 4 Pemberdayaan Masyarakat di 60% 609 29.818.273 70% 30.414.638 80% 31.022.931 90% 31.643.390 1009 32.276.258 10094 32.921.783| RANOMEET
Kelurahan (%) O BARAT
A Persentase Peningkatan KECAMATAN
70104 | Program Koordinasi Ketentraman | 04 ngan vang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| RANOMEET
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) O BARAT
Program Penyelenggaraan Urusan | P ersentase Penyelenggaraan KECAMATAN
7.01.05 gram Fenye engg Urusan Pemerintahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1004 10.824.322| RANOMEETO
Pemerintahan Umum %) BARAT
. Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
Program Pembinaan Dan .
7.01.06 ! Pengawasan Pemerintahan 60% 609/ 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1004 10.824.322| RANOMEET
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa (%) O BARAT
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 VR SKPD
Kode Program Prioritas Pembangunan (outcome) RPJIJMD Kondisi Kinerja pada 5
Tahun 2020 akhir Periode Penanggungjawab
Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Baito 1.586.128.223 1.555.935.882 1.594.081.996 1.631.120.578 1.664.254.213 1.700.544.978
Program Penunjang Urusan .
70101 |Pemerintahan Daerah Eﬁ;ﬁ;‘;a;;:ea”r:’;%kgmik(n/) 90% 1009 1536.128.223|  100% 1.505.535.882 1009 1.542.673.996|  100% 1.578.684.418 1009 1.610.769.330 1009 1.645.990.397 gEICT’gMATAN
Kabupaten/Kota Y g
Persentase Pelayanan Umum
70102  |program Penyelenggaraan - |pemerinntahan Kecamatan 60% 609 10.000.000|  70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080| 1009 10.824.322 1009 11.040.808| SECAMATAN
Ve dan Pelayanan Publik (%)
Persentase Peningkatan
7.01.03 B’eosgar%”;npﬁmzﬂzaan Masyarakal| peerdayaan Masyarakat di 60% 609 10.000.000 70% 10.200.000 80%4 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| giﬁ%MATAN
Kelurahan (%)
Program Koordinasi Ketentraman P_ersentase Peningkatan KECAMATAN
70004 | Do riban Umtim Lingkungan Yang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| oo
Kondusif (%)
Persentase Penyelenggaraan
70105 | Program Penyelenggaraan Urusan | can pemerintahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Pemerintahan Umum %) BAITO
. Persentase Pembinaan dan
70106 | Frogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Pengawasan Pemerintahan Desa | o = %) BAITO
7.01 Kecamatan Laeya 4.206.828.575 4.229.050.242 4.320.658.642 4.412.228.757 4.500.984.556 4.594.009.928
Program Penunjang Urusan .
70101 |Pemerintahan Daerah iﬁ;ﬁ;‘;apszlze;‘r']’;ﬁkgmk(% ) 90% 1009 3.855.372.445|  100% 3.871.164.989| 1009  3.955.615.685|  100%|  4.030.884.941| 1009 4.121.193.863 1009 4.206.623.421 [ ECOMATAN
Kabupaten/Kota Y
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum KECAMATAN
70102 |p ergerimahany Danggela man Publik| Pemerintahan Kecamatan 60% 609 10.000.000 70% 10.200.000 80% 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 1009 11.040.808| | reun
4 dan Pelayanan Publik (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat| creentase Peningkatan KECAMATAN
7.01.03 D;’S%%an ﬁelufahgﬁaa asyarakall pemperdayaan Masyarakat di 60% 609 311.456.130 70% 317.685.253 80% 324.038.958 90% 330.519.737 1009 337.130.132 1009 343.872.734 ol
Kelurahan (%)
Program Koordinasi Ketentraman P_ersentase Peningkatan KECAMATAN
7.0004 | o rtiban Umm Lingkungan Yang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| poun
Kondusif (%)
Persentase Penyelenggaraan
70105 |Program Penyelenggaraan Urusan | can pemerintahan Umum 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Pemerintahan Umum (%) LAEYA
. Persentase Pembinaan dan
Program Pembinaan Dan N o o o o o o o KECAMATAN
70106 | pon S wasan Pemerintahan Desa | Pe9awasan Pemerintahan 60% 60! 10.000.000 70% 10.000.000 80%4 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 100 10.824.322| | ptun

Desa (%)
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
Tk Bidang Urus_an_Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
Tahun 2020 | Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Palangga Selatan 2.300.482.781 2.284.577.532 2.337.296.478 2.389.199.350 2.437.494.561 2.489.250.133
Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan KECAMATAN
70101 |Pemerintahan Daerah ¢ ! 90%| 1009 2.241.849.280|  100% 2.225.371.361 100% 2.276.906.184 100% 2.327.601.250 1009 2.374.664.498 100% 2.425.163.469| PALANGGA
Kualitas Pelayanan Publik(%6)
Kabupaten/Kota SELATAN
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum KECAMATAN
il )0/ )0/ 0, 0, 0, 0, 0,
70002 | et han Dan Pelayanan Publik| Pemerinniahan Kecamatan 60% 609/ 6.200.000 70% 6.324.000 80%4 6.450.480 90% 6.579.490 100! 6.711.079 100% 6.845.301| PALANGGA
dan Pelayanan Publik (%) SELATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan KECAMATAN
7.01.03 9 Ve 4 Pemberdayaan Masyarakat di 60% 609/ 22.433.501 70% 22.882.171 80%4 23.339.814 90% 23.806.611 1009 24.282.743 100% 24.768.398| PALANGGA
Desa Dan Kelurahan
Kelurahan (%) SELATAN
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
7.01.04 rogram Boordinasi Ketentraman || jnqingan Yang Aman dan 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| PALANGGA
Dan Ketertiban Umum Kondusif (%) SELATAN
Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
70105 | Prodgram Penyelenggaraan Urusan |\ can pemerintahan Umum 60% 609/ 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| PALANGGA
Pemerintahan Umum %) SELATAN
Program Pembinaan Dan Persentase Pemblna_\an dan KECAMATAN
7.01.06 ! Pengawasan Pemerintahan 60% 609/ 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 100% 10.824.322| PALANGGA
Pengawasan Pemerintahan Desa
Desa (%) SELATAN
7.01 Kecamatan Wolasi 1.487.645.184 1.455.483.183 1.491.620.242 1.526.609.589 1.557.653.005 1.591.811.746
Program Penunjang Urusan -
7.01.01  |Pemerintahan Daerah Ee'sl.e”‘a;elpe”'"gk;‘ﬁ.k % 90%| 1009 1.415.707.414|  100% 1.382.706.657 100% 1.417.388.187 100% 1.450.892.892 1009 1.480.421.974 100% 1.513.036.094] \}fv%cﬁngAN
Kabupaten/Kota ualitas Pelayanan Publik(%)
Persentase Pelayanan Umum|
70102 | Program Penyelenggaraan | Pemerinntahan Kecamatan 60% 609 12133770  70% 12.376.445 80% 12.623.974 90% 12.876.454| 1009 13.133.983 100% 13.306.663| KECAMATAN
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik (%) WOLASI
Persentase Peningkatan
70103 | Program Pemberdayaan Masyarakat| oo hergayaan Masyarakat di 60% 609 29.804.000|  70% 30.400.080 80% 31.008.082 90% 31628.243| 1009 32.260.808 1009 32.906.024| KECAMATAN
Desa Dan Kelurahan Kelurahan (%) WOLASI
. . Persentase
70104 | Program Koordinasi Ketentraman Peningkata 60% 609 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1009 10.824.322| KECAMATAN
Dan Ketertiban Umum n Lingkungan Yang Aman WOLASI
dan Kondusif (%)
Persentase Penyelenggaraan
Program Penyelenggaraan Urusan © 0 Y o, o o o, 0, KECAMATAN
70105 | p e Ui g/?;san Pemerintahan Umum 60% 609/ 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 100 10.612.080 100% 10.824.322| >N
. Persentase Pembinaan dan
70106 |Frogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 60% 609/ 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000 1009 10.612.080 1004 10.824.322| KECAMATAN
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa (%) WOLASI
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Kondisi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
R Bidang Urus.an.Pemerintahan dan| Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) . ?Pll\ggzo Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
i Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Andoolo Barat 1.740.445.080 1.713.339.077 1.754.633.254 1.794.882.861 1.831.291.742 1.870.923.258
Program Penunjang Urusan .
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
. ! i ik(% 0} { 8 . . 0 8 B 3 q . B B 0 . . . . . . 4 . 8 .
70001 |yabiatenota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90% 1009 1.676.107.402|  100% 1.648.314.645 100% 1.688.308.334|  100% 1.727.231.443 1009 1.762.287.295 1004 1.800.538.722| ANDOOLO BARAT
Program Penyelenggaraan PersentasehPeIayanan Umum| KECAMATAN
70102 |Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan 60% 609 10.000.000 70% 10.200.000 80 10.404.000 90% 10.612.080 1009 10.824.322 100% 11.040.808|
Publik dan Pelayanan Publik (%) ANDOOLO BARAT
uplil
Program Pemberdayaan Masyarakat| Persentase Peningkatan KECAMATAN
7.01.03 D Dan Kelurah Pemberdayaan Masyarakat d ANDOOLO BARAT
esa Dan Kelurahan Kelurahan (%) 60% 60% 24.337.678 70% 24.824.432 80 25.320.920 90% 25.827.339 1009 26.343.885 1009 26.870.763]
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | pareteriian Unim k'gggﬁ;??% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000|  100% 10.612.080 100%) 10.824.322] ANDOOLO BARAT
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | pomerintahan Ui g/g;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 20% 10.404.000|  100% 10.612.080 100%) 10.824.322] ANDOOLO BARAT
P pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan i
7.01.06 penggawasan Pemerintahan Desa Ezgg?‘;‘/’n"’)‘san Pemerintahan 60% 60% 10.000.000 70% 10.000.000 80% 10.200.000 90% 10.404.000|  100% 10.612.080 100%) 10.824.322] ANDOOLO BARAT
7.01 Kecamatan Kolono Timur 1.325.723.384 1.290.322.947 1.323.156.802 1.354.776.880 1.382.383.641 1.413.036.995)
Program Penunjang Urusan i
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70001 |yahi enota Kualitas Pelayanan Publik(%) 90%|  100% 1.274.891.584|  100% 1.239.074511|  100% 1.270.883.397  100% 1.301.458.007|  100% 1.327.998.391|  100% 1.357.564.039] KOLONO TIMUR
Program Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum
70102 | Pemerintahan Dan Pelayanan Pemerinntahan Kecamatan 60% 60% 4.999.800  70% 5.099.796 80% 5201.792|  90% 5.305.828|  100% 5.411.944  100% 5520.183 Ko ons T
e Publik dan Pelayanan Publik (%) ° ° e ° e ° O ° Rae ° A i e KOLONO TIMUR
P pemberd M at Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakal il
70103 | Dochoan Koluahan Y E:Erb:h'gﬁ{f/‘:)” Masyarakat di 60% 60% 15.832.000(  70% 16.148.640  80% 16.471.613  90% 16.801.045|  100% 17.137.066|  100%) 17.479.807| KOLONO TIMUR
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | paretoriian Unim k'gggb‘;??‘;) )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000  70% 10.000.000(  80% 10.200.000|  90% 10.404.000|  100% 10.612.080|  100%) 10.824.322 KOLONO TIMUR
P b I U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | porkcintahar Ui '(]J,/'D‘)’sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000  70% 10.000.000(  80% 10.200.000|  90% 10.404.000|  100% 10.612.080|  100%) 10.824.322 KOLONO TIMUR
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan il
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa gzgg?‘(’,‘/’gsan Pemerintahan 60% 60% 10.000.000  70% 10.000.000(  80% 10.200.000|  90% 10.404.000|  100% 10.612.080|  100%) 10.824.322 KOLONO TIMUR
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Kondisi

Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
R, Bidang Urus_an_Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Awal Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 SKPD
Program Prioritas Pembangunan (outcome) : IEPJMZEZO Kondisi Kinerja pada akhir | penanggungjawab
anun Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 Kecamatan Sabulakoa 1.776.203.907 1.749.813.080 1.791.836.738 1.832.830.415 1.869.998.247 1.910.403.892
Program Penunjang Urusan X
Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan KECAMATAN
70101 [y o eniKota Kualitas Pelayanan PubIik(%6) 90%|  100% 1.712.399.907|  100% 1.685.333.000|  100% 1.726.067.056|  100% 1.765.745.340  100% 1.801.571.470  100% 1.840.608.580 SABULAKOA
b penvel Persentase Pelayanan Umum KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan i
70102 | poreintaton Dangge,ayanan Publik 55?52&";2223 gj;l?ﬂﬁgn 60% 60% 6.200.000  70% 6.324.000 80% 6.450.480|  90% 6.579.490|  100% 6.711.079|  100% 6.845.301| SABULAKOA
b pemberd M K Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Pemberdayaan Masyarakat i
70103 | Dok an Kelurahon 4 i:mf’;ﬁgﬁ@:‘; Masyarakat di 60% 60% 27.604.000|  70% 28.156.080|  80% 28719202  90% 29.203586|  100% 29.879.457|  100% 30.477.046] SABULAKOA
P Koordinasi Ketent Persentase Peningkatan KECAMATAN
rogram Koordinasi Ketentraman i
70104 | panetorioan Unim k'gggﬁ;??% )Y ang Aman dan 60% 60% 10.000.000|  70% 10.000.000|  80% 10.200.000f  90% 10.404.000|  100% 10.612.080|  100%] 10.824.322] SABULAKOA
P b | U Persentase Penyelenggaraan KECAMATAN
rogram Penyelenggaraan Urusan i
70105 | partointaar Ui g;]‘;sa” Pemerintahan Umum 60% 60% 10.000.000|  70% 10.000.000|  80% 10.200.000f  90% 10.404.000  100% 10.612.080|  100%] 10.824.322] SABULAKOA
P Pembi b Persentase Pembinaan dan KECAMATAN
rogram Pembinaan Dan i
7.01.06 pen%awasan Pemerintahan Desa Ezggi%‘san Pemerintahan 60% 60% 10.000.000  70% 10.000.000(  80% 10.200.000|  90% 10.404.000|  100% 10.612.080|  100%) 10.824.322] SABULAKOA
1.431.862.966.734 1.449.818.306.772 1.480.363.221.438 1.511.572.247.020 1.543.460.494.537 1.576.043.440.460)
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Tabel 7.4. Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2021-2025

Misi/Tujuan/Sasaran/P - 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJMD
Kode ro Pemb T sat Kondisi Awal Penanggung
gram Pembangunan ndikator kinerja atuan RPIMD 2020 Jawab
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () 3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 MISI 1 MELANJUTKAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
1 1 Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Sasaran 1.
1 1 1 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat 234,110,036,955.00 239,677,683,846.94 244,727,236,860.81 249,886,577,815.26 255,158,204,798.53 260,544,676,313.6§
Persentase
Program Pemenuhan Pemenuhan Upaya
Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan Dinas
Perorangan Dan Upava | dan upaya Kesehatan 90% 90% 87,613,337,600 90% 89,365,604,352 90% 91,152,916,439 90% 92,975,974,768|  100% 94,835,494,263|  Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Masyarakat
Program Peningkatan Pers_entase 5
. Peningkatan Kapasitas "
Kapasitas Sumber Sumber D M R Dinas
Daya Manusia Kesehatan K::;h?ta:ya anusia 90% 90% 2,494,699,520 90% 2,544,593,510 90% 2,595,485,381 90% 2,647,395,088  100% 2,700,342,990  Kesehatan
Program Sediaan Persentase
Farmasi, Alat Peningkatan Dinas
Kesehatan Dan Ketersediaan Farmasi 90% 90% 254271488 | 90% 250356918 |  90% 264,544,056 | 90% 260,834,037 100% 275,231,636  Kesehatan
Makanan Minuman dan Alat Kesehatan
Persentase
Program Peningkatan
Pemberdayaa.n Pemberdayaan Dinas
Masyarakat Bidang Masyarakat Bidang 90% 90% 143,962,112 90% 146,841,354 90% 149,778,181 90% 152,773,745  100% 155,829,220  Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Persentase
ketersediaan Sarana,
Prasarana, Alat
Kesehatan, dan
Program Pemenuhan Pendukung Fasilitas
Upaya Kesehatan Pelayanan RS serta RS Konawe
Perorangan Dan Upaya lih 93% 93% 94% 95% 97% 100%
pemeliharaannya g d 71,710,996,980 g 73,145,216,920 d 74,608,121,258 g 76,100,283,683 6 77,622,289,357, Selatan
Kesehatan Masyarakat dengan dukungan
akreditasi RS (%)
Persentase
ketersediaan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Program Peningkatan Kesehatan sesuz.n
. Standar, melalui
Kapasitas Sumber
Daya Manusia perencanaan SDMK, RS Konawe
4 Peningkatan Mutu dan 81% 85% 7,007,400,000 8% 7,147,548,000 92% 7,290,498,960 96% 7,436,308,939|  100% 7,585,035,118 Selatan

Kesehatan

Kompetensi SDM
Kesehatan RS (%)
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... sambungan 2/16

Misi/Tujuan/Sasaran/ Kondisi Awal 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJIMD Penanzatn
Kode Program Indikator kinerja Satuan RPJMD 2020 Jawgangb =
Pembangunan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daerah
(1) () (3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Dinas
Program Pengendalian Presentase Penegndalian
Pengendalian
Penduduk Penduduk (%) 60% 70% 35,228,760  80% 35,933,335  85% 36,652,002  90% 37,385,042] 100% 38,132,743 K';e"d“d“k &
Dinas
Program Pembinaan Presentase Pembinaan Penegndalain
Keluarga Berencana Keleuarga Berencana
Kb) (KB) (%) 60% 70% 5023,832,649 80% 5,138,015477  85% 554,952,947,  90% 5,374,716,335 100% 5,497,378,909) K;ebd“d“k &
Sasaran 2.
1 1 Meningkatnya Kualitas
Pendidikan
Masyarakat 386,039,067,734.00 295,219,679,966.66| 403,546,207,071.64 412,053,770,430.21 420,746,489,317.91 429,628,592,612.
Persentase
Peningkatan Standar Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pelayanan Minimal & Kebudayaan
pendidikan B daig pendidikan (%) 82% 84% 113,575,000,000 88% 115,846,500,000 90% 118,163,430,000 93% 120,526,698,600 95% | 122,937,232,572 4
b
Persentase
Peningkatan . -
Program Dinas Pendidikan
Pengembangan Pengembangan & Kebudayaan
Kurikulum FU;ikU'U“‘ Pendidikan 77% 78% 120,000,000 80% 150,000,000 84% 200,000,000 87% 250,000,000 90% 255,000,000
%,
Persentase
Penmgkatarl - Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Kompetensi Pendidik & Kebudayaan
Tenaga Kependidikan | dan Tenaga 81% 82% 49,500,000 84% 50,490,000 86% 51,499,800 90% 52,529,796 95% 53,580,392
Kependidikan (%)
Program Pengembangan Jumlah Pembinaan Dinas
8 8 8 Kebudayaan lokal Pendidikan &
Kebudayaan (Kegiatan) 1 2 450,000,000 2 459,000,000 2 468,180,000 2 477,543,600 11 487,094,472 Kebudayaan
Program Jumlah Kesenian Dinas Pendidikan
Pengembangan Tradisional yang &
Kesenian Tradisional terbina (Kegiatan) 1 1 25,300,000 1 25,806,000 2 26,322,120 2 26,848,562 9 27,385,534 Kebudayaan
Program Pelestarian Jumlah Cagar Budaya Dinas
Dan Pengelolaan Yang dilestarikan Pendidikan &
Cagar Budaya (Buah) - 1 500,000,000 1 500,000,000 3 510,000,000 | yepydayaan
Program Pembinaan Persentase Kunjungan Dinas
Perpustakaan ke Perpustakaan (%) 0.31% 0.33% 327,652,560 0.35% 334,205,611 0.39% 340,889,723 0.44% 347,707,518 0.50% 354,661,668 Perpustakaan
Program Pelestarian Dinas
Koleksi Nasional Dan Jumlah Naskah Kuno
yang disimpan (Buah) 4 10 125,000,000 15 127,500,000 20 130,050,000 25 132,651,000 30 135,304,020 Perpustakaan

Naskah Kuno
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o - 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJIMD
Misi/Tujuan/Sasaran/Program . L Kondisi Awal Penanggung
Kode Indikator kinerja Satuan
Pembangunan Daerah RPJMD 2020 Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 1 Sasaran 3. Terpenuhinya
Kebutuhan Pangan Masyarakat
4,288,095,137.00 4,390,041,053.00 4,482,530,869.45 4,577,031,609.91 4,673,589,030.28 4,772,249,993.21
Presentase
Program Pengelolaan Sumber meningkatnya jumlah
Daya Ekonomi Untuk ketersediaan dan Einas Ketahanan
- angan
edaulatan Dan Kemandirian - \cadangan pangan 75% 80% 1,071,000,000 85% 1,092,420,000 90% 1,114,268,400 95% 1,136,553,768 | 100% 1,159,284,843
Pangan masyarakat (%)
1 1 Sasaran 4. Meningkatnya
By (Il Lol 10,966,515,004.00) 11,227,370,613.00 11,463,909,859.00 11,705,592,070.00 11,952,534,165.00 12,204,855,993.00
ICakupan Layanan
Pemberdayaan Sosial
. lyang Diberikan oleh 100 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial  lpetygas Rehabilitasi 90% 90% 1,033,873,020 | 90% 1,054,550,480 90% 1,075,641,490 90% 1,097,154,320 % 1,119,097,406
sosial Terlatih (%)
Peningkatan Standarisasi Dinas
Program Pencegahan, Sarana dan Prasarana Pemadam
Penangulangan, Pencegahan,Penanggula Kebakaran
Penyelamatanan Kebakaran ngan,Penyelamatan 25| 922,995,348 35| 1,697,787,094 50 1,799,654,320| 75 1,907,633,579 100 2,022,091,594
ldan Non Kebakaran Kebakaran Penyelamat
an
1 1 Sasaran 5. Meningkanya
Partisipasi Politik Masyarakat
4,000,567,304.00] 4,095,728,525.17| 4,182,017,736.53 4,270,185,057.47| 4,360,267,176.53 4,452,313,814.67
Persentase Koordinasi
Program Penguatan Ideologi Penguatan Ideologi Badan
Pancasila Dan Karakter ; Kesbangpol
Kebangsaan EZ;Z?::::T;;”“” 75% 80% 93,566,640 83% 99,812,614 85% 106,333,832 86% 113,140,967 90% 120,245,081
3
Program Peningkatan Peran o
Partai Politik Dan Lembaga Persentase Koordinasi,
Pendidikan Melalui Pemalntatfa{n Peran Badan
Pendidikan Politik Dan P_a"ta'_P‘)“t'k dan Kesbangpol
Pengembangan Etika Serta Situasi Perkembangan 75% 80% 1,570,770,420 85% 1,602,185,828 90% 1,634,229,545 93% 1,666,914,136 97% 1,700,252,419
Budaya Politik Politik Daerah (%)
Program Pemberdayaan Dan / Badan
Pengawasan Organisasi Persentase Ormas Kesbangpol
Kemasyarakatan LSM yang Aktif (%) 70% 160,000,000 75% 163,200,000 80% 166,464,000 85% 169,793,280 90% 173,189,146
Persentase Koordinasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Badan
Pengembangan Ketahanan i Kesbangpol
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 522?;}2?””55:5’:‘/"3"?;) 75% 80% 135,851,760 85% 138,568,795 90% 141,340,171 93% 144,166,975 97% 147,050,314
B § 3
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Misi/Tujuan/Sasaran/Program . L Kondisi Awal oo i e o 3 CLAI D Penanggung
Keck Pembangunan Daerah lciategiineria SEREm RPJMD 2020 Jawab
& Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Peningkatan Kewaspadaan Persentase Koordinasi
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Pemantapan Kewaspadaan
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Dini dan Penanganan o o o o o o Badan Kesbangpol
sosial Konfik Sosial (%) 75% 80% | 101,186,040 85% | 103,209,761 | 85% | 105,273,956 | 86% | 107,379,435 | 90% | 109,527,024
1 Sasaran 6. Meningkatnya
Kesetaraan Gender 4,000,567,304.00 4,095,728,525.17 4,182,017,736.53 4,270,185,057.47 4,360,267,176.53 4,452,313,814.67
Dinas
Program Pengarusutamaan Partisipasi angkatan s:p;tr;egg:%agn
Gender Dan kerja perempuan -
Pemberdayaan Perempuan (%)J peremp 39.2% 39.40% 736,044,240 | 39.50% 750,765,125 #HHH 765,780,427 | 39,8% 781,006,036 | 40% 796,717,957 Zeﬂ;(ndungan
nal
Persentase Dinas
penyelesaian kasus Pemberdayaan
Program Perlindungan tindak kekerasan Perempuan &
Perempuan terhada_lp perempuan 100% 100% 167,103,540 100% 170,445,611 100%) 173,854,523 100% 177,331,613 100% 180,878,246 Perlindungan
yang dilaporkan (%) Anak
Persentase Dinas
ketersediaan unit Pemberdayaan
Program Peningkatan layanan informasi & Perempuan &
Kualitas Keluarga lgosr;seling keluarga 100% 100% 120,000,000 100% 122,400,000 100% 124,848,000 | 100% 127,344,960 | 100% 129,891,859 ierandungan
0, nal
Persentase Elenn?f)erda aan
Program Pengelolaan ketersediaan data Perempuax 2
Sistem Data Gender Dan ender dan anak di -
Anak ﬁngkat kabupaten(%) 100% 100% 110,000,000 100% 112,200,000 100% 114,444,000 | 100% 116,732,880 | 100% 119,067,538 Zerandungan
nal
Dinas
Jumlah forum anak Pemberdayaan
Program Pemenuhan Hak daerah yang Perempuan &
Anak (Pha, i 13 15 443,133,900 17 451,996,578 20 461,036,510 23 470,257,240 26 479,662,385 | Perlindungan
dibentuk perl
nal
Persentase Dinas
penyelesaian kasus Pemberdayaan
Program Perlindungan tindak kekerasan Perempuan &
Khusus Anak terhadap anak yang 100% 100% 79,876,200 100% 81,473,724 100% 83,103,198 | 100% 84,765,262 | 100% 86,460,568 | Perlindungan
dilaporkan (%) Anak
Presentase Dinas
Program Pemberdayaan g:m:;g:%/:an dan Pengendalian
Dan Peningkatan Keluarga. | o arga Sejahtera 60% 70% 573,622,500  80% 585,094,950  85% 596,796,849  90% 608,732,786 100% 620,007,442 Fenduduk &
Sejahtera (Ks) 9 ) KB
! (KS) (%)
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Kondisi
Awal 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJMD
Misi/Tujuan/Sasaran/Program . o D Penanggung
Kode Pembangunan Daerah liikgiiey L SEREm 2020 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Sasaran 7. Terpeliharanya
1 Kualitas dalam Pengelolaan

SumberDaya Alam
Berkelanjutan 4,923,893,297.00 5,041,006,171.00 5,147,212,627.00 5,255,726,191.00 5,366,601,406.00) 5,479,892,083.00)

Dinas
Program Perencanaan Persentase dokumen Lingkungan
Lingkungan Hidup yang tertangani (%) 25% 40% 38,760,000 50% 39,535,200 60% 40,325,904 70% 41,132,422 80% 41,955,071 | Hidup
Program Pengendalian Persentase perusahaan Dinas
Pencemaran Dan/Atau yang menerapkan Lingkungan
Eﬁ;h‘;al‘an Lingkungan iigg‘f"’(‘; )SN' IS0 - 30% 300,000,000 | 40% 306,000,000 50% 312,120,000 60% 318,362,400 75% 324,729,648 | Hidup
Program Pengelolaan Persentase hutan kota Dinas
Keanekaragaman Hayati dan RTH yang terkelola Lingkungan
(Kehati) ¢ Y (%) yans 80% 30% 95,466,900 | 50% 97,376,238 50% 99,323,763 56% 101,310,238 70% 103,336,443 | Hidup

i Persentase limbah B3
Program Pengendalian yang terkelola dan Dinas
Bahan Berbahaya Dan proporsi limbah B3 yang !
Beracun (B3) Dan Limbah diolah sesuai peraturan Lingkungan
gahan B?L‘?a';aﬁaB%’;m perundangan (sektor - 5% 50,000,000 | 20% 55,000,000 35% 60,000,000 40% 65,000,000 70% 70,000,000 | Hidup
eracun (Limbal industri) (%)
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap 1zin | persentase produk Dinas
Lingkungan Dan Izin ramah lingkungan yang Lingkungan
Perlindungan Dan teregister (%) 0 9 . o o Hidup
Pengelolaan Lingkungan - 45% 50,000,000 55% 55,000,000 65% 60,000,000 70% 65,000,000 80% 70,000,000
Hidup (Pplh)
Program Pengakuan .
Keberadaan Masyarakat Persentase pelestarian Dinas
Hukum Adat (Mha), masyarakat hukum adat Lingkungan
Kearifan Lokal Dan Hak (MHA) dan kearifan Hidup
Mha Yang Terkait Dengan lokal (%) - 35% 50,000,000 45% 55,000,000 55% 60,000,000 65% 65,000,000 75% 70,000,000
Pplh
. Persentase peningkatan
Program Peningkatan pendidikan, pelatihan Dinas
Pendidikan, Pelatihan Dan dan penyuluhan Lingkungan
Penyuluhan Lingkungan lingkungan hidup untuk - 40% 50,000,000 | 50% 55,000,000 60% 60,000,000 70% 65,000,000 80% 70,000,000 | Hidup
Hidup Untuk Masyarakat masyarakat (%)
Program Penghargaan Persentase program Dinas
Lingkungan Hidup Untuk enghargaan LH untuk Lingkungan
Magyarfkal P pmag,araim (%) - 50% 50,000,000 55% 55,000,000 60% 60,000,000 5% 65,000,000 80% 70,000,000 | Hidup
Program Penanganan Persentase penanganan Dinas
Pengaduan Lingkungan pengaduan lingkungan o o o o 5 Lingkungan
Hidup hidup (%) - 50% 50,000,000 [ 55% 55,000,000 65% 60,000,000 70% 65,000,000 75% 70,000,000 | Hidup
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Misi/Tujuan/Sasaran/Pro 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJIMD
- gram Pembangunan N - Kondisi Awal Penanggung
ode Daerah LI atuan BRIMDI2020 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Persentase sampah Dinas
Pengelolaan Perkotaan yan Lingkungan
perfampahan tertangani (y%)g 80% 80% 287,481,900 82% 293,231,538 80% 299,096,169 70% 305,078,092 75% 311,179,654 E“dug
1 MISI 2 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEREKONOMIAN BERBASIS PEDESAAAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
1 1 Tujuan 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 8.
1 1 8 Meningkatnya Nilai
Tambah Sektor
Ekonomi Utama 22,782,157,880.00 23,324,630,270.09 23,816,035,874.43 24,318,125,673.81 24,831,142,773.83 25,355,336,159.44
Cakupan Layanan
Program Rehabilitasi Sosial yang
Rehgabilita i Sosial Diberikan oleh Petugas Dinas Sosial
S Rehabilitasi sosial 90 % 90 % 10,098,000 90 % 10,299,960 90 % 10,505,959 90 % 10,716,078 100 % 10,930,400
Terlatih (%)
Rasio PMKS dibanding
Program jumlah penduduk yang
Perlindungan Dan mendapatkan Ban Dinas Sosial
Jaminan Sosial (%e) apatkan Bansos 90 % 90% | 112,370,340 90 % 114,617,747 90 % 116,910,102 90 % 119,248304|  100% | 121,633,270
Persentase peningkatan E!:f:éerda
Program Penataan desa yang memiliki aan Y
Desa infrastruktur dasar
memadai (%) 80% 83% 204,564,000 86% 208,655,280 90% 212,828,386 94% 217,084,953 96% 221,426,652 g'aDSyarakat
esa
Persentase desa yang
memiliki kelompok Din
kegiatan masyarakat as
Program N Pemberday
peni produktif (%) &
eningkatan Persentase desa yan aan
Kerjasama Desa memiliki kelom ol¥ 9 Masyarakat
Usaha ekonomippro dukif 75&70 78&74 107,063,280 84&79 109,204,546| 89&85 111,388,637 94 &89 113,616,409 96&90 115,888,737 | & Desa
(%)
Program Peningkatan
Penyediaan Dan Provitas/Luas Areal 1.
Pengembangan Padi, Jagung, Kedelai Dinas
Sarana Pertanian (kuintal/ha) 2.Porang, Tanaman
Klp Sawit, Kelapa, (95), (103), (109), (117), (123), (128), Pangan
Nilam, Kopi, Cabe (Ha) (15.731), Q7559 | 2758467720 | oaonh | 2813637.07a | Gooocy 2,869,900,816 congob | 2027308012 | Gogoh | 2985884172 | Horti&
?K Nen?)s, Jeruk (227.000) (237.500) 1 196,407, (248.000) 019,057, (258.500) ,009,9U9, (269.000) ’ oV, (279.500) ’ 199%, Perkebunan
uintal
Program Peningkatan
Penyediaan Dan Provitas/Luas Areal ; 1.
Pengembangan Padi, Jagung, Kedelai Dinas
Prasarana (kuintal/ha) 2.Porang, Tanaman
Pertanian Klp Sawit, Kelapa, (95), (103), (109), (117), (123), (128), Pangan
Nilam, Kopi, Cabe (Ha) T Q7550 | 2758467720 | amo | 813,637,074 | oemooy 2,869,909.816 ang oo | 2927308012 | Gogooy | 2985854172 | Hortia
?K Nen?)s, Jeruk (227.000) (237.500) 1 (96,501, (248.000) 013,091, (258.500) ,009,9U9, (269.000) ’ oV, (279.500) ’ 199%, Perkebunan
uintal
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2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJIMD
Misi/Tujuan/Sasaran/Program . o Kondisi Awal
Kode Pembangunan Daerah Indikator kinerja Satuan RPJMD 2020 D Ro D Ro T Rp T Rp T Rp T Rp Penanggung Jawab
(1) () 3) (4) (5) (6) @ (8) ©) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
P P 1w Persentase Dinas Tanaman
rogram Penyuluhan Kelompok Tani Pangan, Horti &
Pertanian Madyap 4.48 6.73 55,057,920 8.96 56,159,078 11.20 57,282,260 13.45 58,427,905 15.68 59,596,463 perkgebunan
Program Peningkatan Pre;entase
. i peningkatan i
Diversifikasi Dan - Dinas Ketahanan
kecukupan gizi dan
Ketahanan Pangan K o o o o o o Pangan
Masyarakat (;?ma"a" pangan 75% 80% 908,693,520 85% 926,867,390 90% 945,404,738 95% | 064,312,833 100% | 983,599,090
0,
Persentase
Peningkatan
Program Penyediaan Populasi _Ternak, Dinas Peternakan
Dan Pengembangan Ketersediaan
Sarana Pertanian Daging dan telur o o o o o o & Keswan
serta Sarana 25% 25% 1,055,729,580 25% 1,076,844,172 25% | 1,098,381,055 25% | 1,120,348,676 100% | 1,142,755,650
Peternakan (%)
Program Penyediaan Jumlah Prasarana Di P K
Dan Pengembangan Peternakan yang inas Peternakan
Prasarana Pertanian tersedia (Paket) 1 Paket 1 Paket 238,350,540 | 1 Paket 243,117,551 1 Paket 247,979,902 1 Paket 252,939,500 | 1Paket 257,998,290 & Keswan
Persentase
Peningkatan
Program Pengendalian Pencegahan
Kesehatan Hewan Penyakit Hewan Dinas Peternakan
Dan Kesehatan dan Peningkatan & Keswan
Masyarakat Veteriner E‘;”and;a;"gzrs"f#k 15% 20% 421,079,460 20% 429,501,049 20% | 438,001,070 20% | 446,852,802 | 100% | 455789949
(%)
Meningkatnya
Program Penyuluhan Jumlah Kelompok Dinas Peternakan
Pertanian ff:fg;apﬁ’; 1Kpl 2Kip 26,708,700 2Kip 27,242,874 2Klp 27,787,731 2Kip 28,343,486 2Klp 28,910,356 & Keswan
Program Perencanaan Persentase Dinas
Dan Pembangunan ertumbuhan Perindustrian &
Industri 9 ﬁ]dustri 100% 100% 482,901,660 100% 492,559,693 100% 502,410,887 100% 512,459,105 100% 522,708,287 Perdagangan
Persentase
P . destinasi wisata
rogram Peningkatan v iliki
Daya Tarik Destinasi ang memuiki . Dinas Pariwisata
Pariwisata 'E’:l/s)'“tas memadai 25% 25% 1,933,429,380 25% 1,972,097,968 25% | 2,011,539,927 25% | 2,051,770,725 100% | 2,092,806,140
0,
P P Jumlah kegiatan
rogram Pemasaran romosi wisata Dinas Pariwisata
Pariwisata E,’ae,ah (Kegiatan) 3 Keg 3 Keg 736,864,320 3 Keg 751,601,606 4 Keg 766,633,639 4 Keg 781,966,311 4 Keg 797,605,638
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2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJIMD
Misi/Tujuan/Sasaran/Program . o Kondisi Awal
Kode Pembangunan Daerah Indikator kinerja Satuan RPJMD 2020 D Ro D Ro T Rp T Rp T Rp T Rp Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 9 Sasaran 9. Meningkatnya
Pendapatan Masyarakat 6,454,411,500.00 6,608,258,625.75 6,747,482,068.35 6,889,732,522.45 7,035,078,863.94 7,183,591,634.43
Presentase
menurunnya desa
Program Penanganan ?/::tgr?::;rl: at Dinas Ketahanan
Kerawanan Pangan rentan/rawag Pangan
pangan dan jumlah 80% 80% 81,380,700 85% 83,008,314 90% 84,668,480 95% 86,361,850 100% 88,089,087
stunting (%)
Presentase
menurunnya desa
Program Pengawasan ?’::ém::;: at Dinas Ketahanan
Keamanan Pangan rentan /rawag Pangan
pangan dan jumiah 80% 80% 81,380,700 85% 83,008,314 90% 84,668,480 95% 86,361,850 100% 88,089,087
stunting (%)
Program Peningkatan Persentase Jumlah . . .
rardneaean Snablol 100% 100% 1,312,656,759 100% 1,346,361,495  100% 1,380,996,384 100% | 1,416,588,830 100% 1,453,167,087 ones EZ:Q:;:;Z?\&
Perdagangan Representatif (%) 1,312,656, ,346,361, ,380,996, ,416,588, ,453,167,
Program Stabilisasi .
Harga Barang Persen;afe PerinDdILTsa:fian &
Kebutuhan Pokok Dan | Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Barang Penting ekspor (%) 242,456,040 247,305,161 252,251,264 257,296,289 262,442,215 | Perdagangan
Persentase
penurunan temuan Dinas
Program Standardisasi | Parang & jasa yang Perindustrian &
Dan Perlindungan tidak sesuai UU % 40% 40% % 20% 10% Perdagangan
Konsumen Perlindungan 50% 0% 43,250,040 0% 44,115,041 30% 44,997,342 0% 45,897,288 0% 46,815,234
Konsumen (%)
Program
Pemberdayaan Usaha . .
Menengah, Usaha EZ?foffan Dlnajl\l/fg;;ﬂerasn
Kecil, Dan Usaha it (@ 5% 5% 128,308,860 5% 130,875,037 5% 133,492,538 5% 136,162,389 100% 138,885,636
: UMKM Mandiri (%) g g s i g , ,162, ,885,
Mikro (UMKM)
Program Persentase Dinas Koperasi
Pengembangan Pertumbuhan 5% 5% 5% 5% 5% 100% UMKM
UMKM UMKM Mandiri (%) 1,025,100,000 1,045,602,000 1,066,514,040 1,087,844,321 1,109,601,207]
Meningkatnya
Program Pengelolaan J”e["ri'lf‘:n’;:]"?;nksl'(a 8.700) 8.800) 8.900) 8.950 9.050 8.600 Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap ?Ton) gkap Ton| Ton| 1,670,235,720 Ton| 1,703,640,434| Ton| 1,737,713,243 Ton| 1,772,467,508 Ton| 1,807,916,858)
Meningkatnya
Program Pengelolaan J”é"ri'lf‘:n’;:]"d“ks' 54.257 55.257 56.257 57.257 58.257 59.257 Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya Eudidaya (Ton) Ton| Ton| 2,521,144,200 Ton| 2,571,567,084 Ton 2,622,998,426 Ton| 2,675,458,394 Ton 2,728,967,562
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NpP— . NP 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD
Kode 'S'Q#‘l;aa:/ ;:::\agﬁ;:ﬁram Indikator kinerja Satuan R(;rJ]Mla zl:\;ao Penanggung Jawab
8 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
() @) ®3) (@) (5) (6) (W) ®) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
P P ah Meningkatnya
rogram Pengolahan i i
DangPemasa?an Hasil Jougllqaahnphrgsi?lksl Ton 90 115 125 135 Dinas Perikanan
i ! 90 Ton 95 Ton 114,877,500 105 Ton 117,175,050 Ton| 119,518,551 Ton 121,908,922 Ton| 124,347,100
Perikanan perikanan (Ton)
Program
Pengembangan .
Ekonomi Kreatif -I]Denlln%k_ata_n Produk . -
Melalui Pemanfaatan umian jenis rodu 1klp 1 1 1 1 5 Dinas Pariwisata
I Produk kreatif 1 Produk
Dan Perlindungan Hak (Produk) Produk Produk 113,680,020 rodul 115,953,620 Produk 118,272,693 Produk 120,638,147 Produk 123,050,910
Kekayaan Intelektual
Program X
Pengembangan Peningkatan
Sumber Daya Jkumla_? kelompok  [kip Dinas Pariwisata
Pariwisata Dan reati 1klp 1Kip 1Klp | 130,638,540 1Klp 133,251,311 1Kip 135,916,337 1Klp | 138,634,664 15KIp| 141,407,357
Ekonomi Kreatif (Kelompok)
Dinas Koperasi
Program Pelayanan Jumlah
1zin Usaha Simpan Pertumbahan % 5% 5 120830000 10 130086600 15 130348332 20 130615299 25 130887605 25| 140165357 Usaha Mikro
Pinjam KSP/USP Kecil dan
Menengah
1 10 Sasaran 10.
Meningkatnya
Pem e e e 6,454,411,500.00 6,608,258,625.75 6,747,482,068.35 6,889,732,522.45 7,035,078,863.94 7,183,591,634.43
Program Pe_rencanaan E:Eﬁz:ﬁ: o o N o o 5 Dinas Nakertrans
Tenaga Kerja Tenaga kerja (%) 0% 5% 100,000,000 5% 100,000,000 5% 100,000,000 5% | 100,000,000 5% 100,000,000
Persentase
Program Pelatihan sgzca(;h;ﬁ?a
Kerja Dan Produktivitas Sesgai dengan Dinas Nakertrans
Tenaga Keria Standar 30% 32% | 252,634,620 34% 257,687,312 35% | 262,841,057 35% | 268,097,880 35% | 273,459,837
kompetensi (%)
Persentase
Program Penempatan Pencari Kerja Dinas Nakertrans
Tenaga Kerja 222;‘9 ditempatkan 85% 40% | 298,052,160 40% 304,013,203 40% | 310003467  40% | 316295337 40% | 322,621,243
Persentase
Penyelesaian
:C;ré)gsr?rngubungan Sengketa Dinas Nakertrans
(K;tena?akeriaan 10% 12% 37,752,240 15% 38,507,285 15% 39,277,430 15% 40,062,979 15% 40,864,239
asus,
- Persentase
gg)ngrlgrt?hzﬁndldlkan Pertumbuhan Dinas Koperasi
Perkoperasian Koperasi 5% 5% 84,269,340 5% 85,954,727 5% 87,673,821 5% 89,427,298 100% 91,215,844 UMKM
(%)
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2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD
Kod Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator kineri Sat Kondisi Awal " b Jawab
ode Pembangunan Daerah L L AN RpiMp 2020 EIENEENEEE]
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1) () 3) (4) (5) (6) @ (8) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Sasaran 11.
1 11 Meningkatnya
Pemerataan Pendapatan
antar Kelompok 8,798,494,926.00 9,007,703,124.57| 9,197,478,299.84| 9,391,379,587.98 9,589,500,873.56] 9,791,938,311.7
Masyarakat
Program Pengawasan dan Ez:f:nr-‘uﬁjt?an Koperasi 127.291.000 Dinas Koperasi
Pemeriksaan Koperasi %) 5% 5% 129,836,820 5% 132,433,556 5% 135,082,228 5% 137,783,872 | 100% 140,539,550 UMKM
Program Pemberdayaan Persentase Dinas Koperasi
Dan Perlindungan Pertumbuhan Koperasi
Koperasi o %) P 5% 5% 52,346,400 5% 53,393,328 5% 54,461,195 5% 55,550,418 | 100% 56,661,427 UMKM
MISI 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH
1 Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran 12.
1 1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Penyelenggaraan 4,784,865,260.00 4,898,926,260.73 5,002,137,320.97] 5,107,592,407.50) 5,215,342,580.36) 5,325,440,134.43]
Pemerintah Daerah
Program Penunjang Persentase Peningkatan -
Urusan Pemerintahan Kualitas Pelayanan Selgetan;xt
Daerah Kabupaten/Kota Publik (%) 100% 100% | 28,020,129,782 100% 28,617,073,405 100% | 29,227,211,555 100%  29,850,851,278 100% | 30,488,307,252 aeral
Program Penunjang Dinas
Urusan Pemerintahan Peningkatan Indeks Pemada
Daerah Kabupaten/Kota Kepuasan Masyarakat m
Pada Pelayanan 90,93 369,198,139 92,50 679,114,838 95| 719,861,728 97| 763,053,432 100| 808,836,637 Kebakar
Pemadam Kebakaran an dan
dan Penyelamatan Penyela
matan
Sasaran 13.
1 1 Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Pelayanan .
Publik 13,200,776,834.00 13,515,179,225.37] 13,799,918,350.41 1409084830503 14,388,109,953.85 14,691,847,568.27]
Program Penunjang Persentase Peningkatan
Urusan Pemerintahan Kualitas Pelayanan Semua OPD
Daerah Kabupaten/Kota Publik (%) Y 100% 100% | 608,620,684,959 100%  622,778,299,708| 100% | 636,673,019,778 100%  650,898,797,890| 100% | 665,509,027,686
Persentase fasilitasi
Program Pemerintahan pengadministrasian, .
dan Kesejahteraan Rakyat | pengembangan dan Seg;:;ﬁl
Bg”my:r'i‘;’t‘gﬁ:ﬁan’:um ) 70% 75% 4,311,334,980 80%  4,397,561,680 | 85% 4,485,512,913 90% 4575223171 | 100% |  4666,727,635
Persentase fasilitasi
Program Perekonomian Perencanaan dan Sekretariat
Dan Pembangunan enataan administrasi Daerah
9 Eembangunan ) 100% 100% 1,879,829,400 100%  1,917,425,988 | 100% 1,955,774,508 | 100%  1994,889,998 | 100% 2,034,787,798
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o i Al 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD
Kode Mls'éz:#;z:/;j:::‘agg:zimm Indikator kinerja Satuan ';‘;TMII;' /;;\;) Penanggung Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () @) (4) (5) (6) @ (8) ©) (10) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pengembangan Terlaksananya Seleksi Dinas
Kapasitas Daya Saing Paskibraka Nasional dan Kepemudaan
Kepemudaan Paskibraka Daerah 2 Keg 2 Keg 1,490,942,160 2 Keg 1,520,761,003 2 Keg 1,551,176,223 2 Keg 1,582,199,748 2 Keg 1,613,843,743| & Olah Raga
Program Pengembangan Dinas
Kapasitas Daya Saing Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan
Keolahragaan Keolahragaan 3 Keg 3 Keg 341,371,560 3 Keg 348,198,991 3 Keg 355,162,971 3 Keg 362,266,230 3 Keg 369,511,555 & Olah Raga
Program Pengembangan Terlaksananya Kegiatan Ke erglijr:iaasan
Kapasitas Kepramukaan Kepramukaan 1Keg 1Keg 76,500,000 1Keg 78,030,000 1Keg 79,590,600 1Keg 81,182,412 1Keg 82,806,060 &p0|ah Raga
Program Perencanaan, Persentase kelengkapan
Pengendalian dan Dokumen utama o o o o o o
Evaluasi Pembangunan perencanaan (RPIJMD, 100% 100% 791,059,980 100% 806,881,180 100% 823,018,803 100% 839,479,179 100% 856,268,763 BAPPEDA
Daerah RKPD, RKPD-P) (%)
Program Koordinasi Dan Jumlah Ketersediaan
Sinkronisasi Perencanaan Dokumen Sektoral
Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Bidang Pemerintahan, 8 3| 1561,341,540 3| 1502568371 3| 1624410738 3| 1656,908133 2L | 1600046206 BAPPEDA
Bidang Perekonomian
dan Bidang Infrastruktur)
(Dokumen)
Meningkatnya Nilai
Realisasi Investasi
Penanaman Modal
Program Pengembangan o )
IKiim Penanaman Modal | (PMDN dan PMA) (%) 15 20 25 30 35 Dinas Pars
hPAer;ingZatnya i 100% 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000
erkembangan Iklim
penanaman Modal (%) 60 65 70 80 85
Meningkatnya Nilai
Realisasi Investasi
Program Promosi Penanaman Modal 150 Dinas PM &
Penanaman Modal (PMDN dan PMA) PTSP
15% 15% 253,411,860 20% 258,480,007, 25% 263,649,699 30% 268,922,693 35% 274,301,147,
Meningkatnya Persentase
Program Pelayanan Penyelesaian Izin (%) Dinas PM &
Penanaman Modal PTSP
75% 85 125,000,000 85 125,000,000 90 125,000,000 90 125,000,000 90 125,000,000
Meningkatnya Nilai
Realisasi Investasi
program Pengendalian | UERARIEEN Dinas PM &
’\P/Ielgklsanaan Penanaman > 50% 65% 70% 75% 80% 85% 85% PTSP
odal .
Meningkatnya Pelaku 354,523,440 361,613,909 368,846,187 376,223,111 383,747,573
Usaha yang 30%) 309 359 65% 9 859 959
Menyampaikan LKPM (%) % 5% 5% 5% 5%
PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 VII-57




... sSambungan 12/16

2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD
Kod Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator kineri Sat Kondisi Awal " Penanggung
ode Pembangunan Daerah AL L e | ReiMD 2020 Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pengelolaan Terlaksananya i
Datg Dan Sis?em Pengelolaan Data Sistem Dma;.:_:éwp&
i Informasi Penanaman
m’d'g?as' Penanaman | @ %) 70% 75% 34,862,580 75% 35,559,832 80%) 36,271,028 80% 36,996,449 85% 37,736,378
P P Rasio mitigasi dan
rogram Penanganan Pengurangan resiko BPBD
Bencana bené’ana (%A,) 76% 7% 1,000,546,560 80% 1,020,557,491 85% 1,040,968,641 90% 1,061,788,014 95% 1,083,023,774
Program f
Pengembangan Jasa | Jumlah pelatian dalam 1 3 18 Dinas PU &
Konstruksi Tahun (pelatihan) Pelatihan Pelatihan 61,073,100 Pelatihan 62,294,562 | Pelatihan 63,540,453 | Pelatihan 64,811,262 | Pelatihan 66,107,488 | 1at@aRuang
Progran omas, | e P s
Dan Komunikasi Publik | -\ inikasi publik (06) 70% 70% 715,789,080 5% 730,104,862 5% 744,706,959 80% 759,601,098 80% 774,793,120 Persandian
P Aplikasi Persentase Pengelolaan Dinas
rogram Aplikasi Aplikasi informatika yan Kominfo &
Informatika tefimegrasi (%) yang 70% 70% 947,154,873 75% 971,330,505 75% 996,169,455 80% 1,021,691,169 100% 1,047,915,695  persandian
Persentase perangkat
daerah yang data Dinas
Eggyreal?n ggaraan sektorannya terintegrasi Kominfo &
Statistik Sektoral gengarl]'l(g/e)merlntah 70% 70% 95,085,089 75% 96,986,790 75% 98,926,526 80% 100,905,057 100% 102,923,158 Persandian
aerah (%,
Program
Penyelenggaraan Persentase perangkat Dinas
Persandian Untuk daerah yang Kominfo &
Pengamanan Menggunakan |ayar!a:‘ 70% 70% 30,600,000 75% 31,212,000 75% 31,836,240 80% 32,472,965 100% 33,122,424 Persandian
Informasi keamanan informasi (%)
Program Persentase rekomendasi
> Inspektorat
Penyelenggaraan Hasil pengawasan
pen,y % ) dmndgmaﬂjuu (%) 100% 100% 1,706,070,270 100% | 1,749,359,064) 100% 1,793,828,653 100% 1,839,513,478 100% 1,886,449,044 Daerah
Program Perumusan
Kebijakan, Inspektorat
Ziir;?::s]?mgan o Level Maturitas SPIP 3 3 | 840,318,840 3| 857,125217 4| 874,267,721 4| 891,753,076 4| 909,588,137 Daerah
P b ol Persentase SKPD yang Dinas
rogram Pengelolaan menerapkan Arsip Secara
Arsip Baik (%;) P 25% 40% 125,000,000 55% 127,500,000 70% 130,050,000 85% 132,651,000 100% 135,304,020 | Perpustakaan
Program Perlindungan Jumlah Arsip yang Dinas
Dan Penyelamatan disimpan di Depo Arsip 110 160 220 300 P K
Arsip (Buah) 35 70 20,480,580 20,890,192 21,307,995 21,734,155 22,168,838 | Perpustakaan
Program Perizinan . Dinas
Penggunaan Arsip Jumlah Pengguna Arsip 5 10 125,000,000 20 127,500,000 30 130,050,000 40 132,651,000 50 135,304,020 | Perpustakaan
Program Penanganan Jumlah Penangan Warga
Warga Negara Migran Negara Migran Korban Dinas Sosial
Korban Tindak g:‘t‘;iz;nﬁi‘;:?sa” yang 90 % 9% | 255,000,000 9% | 260,100,000 9% | 265,302,000 9% | 270,608,040 100% | 276,020,201
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2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD
Kod Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator kinerj. Sat Kondisi Awal " b Jawab
oce Pembangunan Daerah nikatoriinena atuan RPIMD 2020 enanggung Jawa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(€} @ @) @) ) ) @) (8) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (7) (18)
P P Persentase Korban
rogram Penanganan Bencana Alam/sosial yang Dinas Sosial
Bencana ditangani (%) 90 % 90 % 33,751,800 | 90% 34,426,836 | 90% 35,115,373 | 90% 35,817,680 100 % 36,534,034
Program Pengelolaan Jumiah T Mak
Taman Makam umiah Taman Makam Dinas Sosial
Pahlawan Pahlawan yang dikelola (%) 90 % 90 % 153,000,000 | 90% 156,060,000 | 90 % 159,181,200 90 % 162,364,824 100 % 165,612,120
Dinas
Program Pendaftaran Tersedianya Jasa K§ Fl’:eer:](iu?utkin
Penduduk Pendaftaran Penduduk 95% 96% 558,122,580 97% 569,285,032 98% 580,670,732 99% 592,284,147 100% 604,129,830 Si;i‘la al
Dinas
Program Pencatatan Persentase Jasa K; ‘;Zr:]dcu?utkin
Sipil pencatatan sipil 95% 96% 441,025,560 97% 449,846,071 98% 458,842,993 99% 468,019,852 100% 477,380,250 Sip"’i‘la al
. Dinas
rrfogram_Tdngglpltaan_ ;ersecila}nya \_Jafsa ) Kependudukan
nrormasi ministrasi engelolaan intormasi 0, 0, 0 0, 0 0, & Pencatatan
Kependudukan administrasi kependudukan 95% 96% 341,541,900 97% 348,372,738 98% 355,340,193 99% 362,446,997 100% 369,695,937 Sipil
Dinas
Program Pengelolaan Tersedianya Jasa profil K; EZZ%:?:&?]”
Profil Kependudukan kependudukan 95% 96% 7,583,700 97% 7,735,374 98% 7,890,081 99% 8,047,883 100% 8,208,841 Sipil
P Peninakat Tingkat Penyelesaian
rogram Peningkatan Kasus Gangguan
Ketentraman Dan Koot ah 14 14 14 14 14 Satpol PP
Ketertiban Umum Ketertiban Umum (Kasus) 14 Kasus Kasus | 1,902,214,320 | Kasus 1,940,258,606 | Kasus 1,979,063,779 | Kasus | 2,018,645,054 Kasus | 2,059,017,955
Program Pencegahan,
Eg:aglga%:;;gan, Peningkatan Standarisasi Dinas Damkar
Kebgkaran Dan Sarana dan Prasarana 14 15] 15| dan
Penyelamatan Non Pencegahan,Penanggulanga 14 Kec 14 Kec 160,212,900 Kec 160,537,158 Ked 160,867,901 Ked 170,205,259 15 Kec 170,549,364 | Fenyelamatan
n,Penyelamatan Kebakaran
Kebakaran
P Duk Persentase
rogram Dukungan terselenggaranya Fungsi )
Pelaksanaan Tugas Dan Seretariat DPRD
Fungsi DPRD 9 zsgzzgfgygzﬁgzcvgggf" 100% 100% | 8463,021,600 | 100% | 8632282032 | 100% | 8804927673 | 100% | 8 981,026,226 100% | 9,160,646, 751
E;%r:nr:]biigzlr;uggggg Indeks Inovasi Daerah Badan Riset dan
11 13 | 3,820,000,000 14 3,306,907,941 | 62,67 3,379,667,680 | 70,30 | 3,454,110,150 7550 | 3530,276,827 | Inovasi Daerah
Badan
Kepegawaian
Program Kepegawaian Persentase Layanan dan
Administrasi Kepegawaian
Daerah %) Pengembangan
0 100% 100% 355,941,240 | 100% 363,060,065 | 100% 370,321,266 | 100% 377,727,691 100% 385,282,245 Sumber Daya
Manuasia
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——. . Kondisi Aval 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD .
1si/Tujuan/Sasaran/Program " . . ondisi Awal 'enanggung
et Pembangunan Daerah a1 SEE RPJMD 2020 Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Badan_
Persentase ASN yang Kepegawaian
Program mengikuti dikiat dan
Pengembangan Sumber . N Pengemban
Daya Manusia peningkatan kompetensi gan Sumber
(%) 100% 100%  1,532,530,619 100%  1,570,080,001 100% | 1,608,617,432 100% | 1,648,170,822 100%) 1,688,768,917 Daya
Manusia
g Tujuan 4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1 [ [Sasaran 14. Meningkatnya
Kapasitas Fiskal
Program Pengelolaan KJumlah Peningkatan Badan
Pendapatan daerah Penerimaan PAD Keg 4 Keg 4 Keg| 892018000 4 Keg| 1420514634 5 Keg| 1456776053 5 Keg| 1949032486 6 Keg 1532313108 3 Keg 1571647995 Pendapatan
Daerah
[Sasaran 15. Meningkatnya
L [ |Pengelolaan Aset Daerah
Program Pengelolaan Persentase meningkatnya . Badan
Barang Milik Daerah pengelolaan barang milik % 100% 100%] 1156830000 100%] 1179966600 100% 1203565932 100% 1227637251 100% 1252189996 100%) 1277233796 Keuan
daerah (%)
MISI 4. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN WILAYAH UNTUK MENOPANG KONEKTIVITAS
1 Tujuan 5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Wilayah
Sasaran 16. Meningkatnya
Pemerataan
! L Pembangunan Antar
Wilayah yang mendorong
Produktivitas Sektor
Utama dan Sektor
Pendukung dan 4,642,264,458.00 4,752,494,905.00 4,852,620,935.00 4,954,923,916.0 5,059,453,382.00 5,166,260,065.00
produktivitas Kawasan
Perdesaan.
Jumlah kawasan
Program Perencanaan Perencanaan P P 2 P 2 2 Dinas
Kawasan Transmigrasi pemban_guna_ln Kawasan Kawasan 14,698,200 Kawasan 14,992,164 Kawasan 15,292,007 Kawasan 15,597,847 Kawasan 15,909,804 Nakertrans
Transmigrasi (Kawasan)
Jumlah kawasan .
Program Pembangunan pembangunan 2 2 2 2 2 2 Dinas
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi (Kawasan) Kawasan Kawasan 100,000,000 | Kawasan 100,000,000 | Kawasan 100,000,000 | Kawasan 100,000,000 | Kawasan 100,000,000 Nakertrans
Program Jumlah Lokasi/kawasan Dinas
Pengembangan dan KTM yang di 2 2 2 2 2 2 Nakert
Kawasan Transmigrasi kembangkan (Kawasan) Kawasan Kawasan 2,696,363,880| Kawasan | 2,750,291,158 | Kawasan 2,805,296,981] Kawasan | 2,861,402,920 | Kawasan | 2,918,630,979 akertrans
Jumlah dokumen
Program Penataan penyelenggaraan Dinas PU &
Bangunan Dan penataan bangunan dan Tata Ruang
Lingkungannya lingkungan, bangunan 5 Dok 10Dok 232,500,000 10 Dok 237,150,000 10 Dok 241,893,000 10 Dok 246,730,860 15Dok 251,665,477
gedung (Dokumen)
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Program

Persentase kesesuaian

Penyelenggaraan gema?falatfn ruang 3 3 3 3 3 18 _ll?ir:a;PU &
Penataan Ruang (F?;lgﬁﬁ‘;ﬁ) sana Pelatihan Pelatihan 61,073,100 | Pelatihan 62,204,562 | Pelatihan 63,540,453 | Pelatihan 64,811,262 | Pelatihan 66,107,488 | @2 Ruang
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——. . Kondisi Aval 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPIMD .
1si/Tujuan/Sasaran/Program " . . ondisi Awal 'enanggung
et Pembangunan Daerah a1 SEE RPJMD 2020 Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 1 Sasaran 17. Meningkatnya
Konektivitas Wilayah
Pedesaan/Kawasan Perdesaan
Serta Ketahanan Sosial, 4,642,264,458.00 4,752,494,905.00| 4,852,620,935.00| 4,954,923,916.00] 5,059,453,382.00 5,166,260,065.00)
Ekonomi dan Lingkungan
Perdesaan
Persentase jumlah desa
yang memiliki Aparatur Dinas
Program Administrasi terampil dan mampu Pemberdayaan
Pemerintahan Desa mengelola keuangan Masyarakat &
desa dengan baik dan 5% 78% 1,183,367,280 84% 1,207,034,626 89% 1,231,175,318 94% 1,255,798,824 96% 1,280,914,801 Desa
benar (%)
Persentase peningkatan
Program Pemberdayaan keterampilan Tenaga DI
Lembaga Kerja Perempuan/ibu Pemb;’::: aan
Kemasyarakatan, Rumah Tangga/PKK Masyarakyat &
Lembaga Adat Dan ang memiliki standar
Masyarakat Hukum Adat Kuaﬁﬁkasi,kompetensi 60% 65% 331,381,680 70% 338,009,314 75% 344,769,500 80% 351,664,890 85% 358,698,188 Desa
(%)
Program Jumlah Pembangunan
Penyelenggaraan Lalu /Pengadaan Sarana dan Dinas
Lintas Dan Angkutan Prasarana Lalu Lintas 025 035 | 3342 420,660 0451 3 400,260,073 055 | 3 477,454,455 065 3547,003544 97| 3617,043,615 | Perhubungan
Jalan (Llaj) Jalan yang Terlaksana
(%)
Program Pengelolaan Jumlah Fasilitasi, dan
Pelayaran pembangunan sarana
dan prasarana Dinas
Angkutan Pelayaran 015 035 166,852,620 0.45 170,189,672 055 173,593,466 0.65 177065338 075 180,606,642 | Perhubungan
Rakyat yang Terlaksana
(%)
Proporsi rumah tangga
Program yang memiliki akses
Pengembangan terhadap hunian yang Perumahan
Perumahan I(zl}')ak dan terjangkau 83% 86% 757,758,000 90% 772,913,160 93% 788,371,423 95% 804,138,852 97% 820,221,629
0,
Luas Daerah Irigasi dan ]
;roglr)am;engil_olaag Rawa yang fungsional 3,768 Dinas PU &
umber Daya Air (Sda) (ha) 628 Ha 628Ha |  9905232,840 | 628Ha 10,103,337,497| 628 Ha 10,305,404,247] 628 Ha  10,511,512,332 Ha|  10,721,742,57g TataRuang
Program Pengelolaan ;enrsegta;: nrjnrg?nhiliki
Dan Pengembangan 992 yang Dinas PU &
N " . akses terhadap layanan
Sistem Penyediaan Air P 5 o N o o o Tata Ruang
Minum Zumkéer kallr m_m;Jm gl/yfk 19% 20% | 9,282,097,500 21% | 9,467,739,450 22% | 9,657,094,239 23% 9,850,236,124 24% | 10,047,240,846)
an berkelanjutan (%
Program Pengelolaan Persentase rumah
9 9 tangga yang memiliki Dinas PU &
Dan Pengembangan akses terhadap layanan o, 1) 9 1) o o Tata Ruang
Sistem Air Limbah sanitasi layak (%) 65% 69% | 1,804,780,320 71% | 1,840,875,926 73% | 1,877,693,445 75% 1,915,247,314 77% | 1,953,552,260
Persentase Penduduk
Program Pengelolaan yang Terlaya_nl Sistem Dinas PU &
Dan Pengembangan Jaringan Drainase Skala Tata Ruan
Sistem Drainase fOFanghingga Tid(?/k) 50% 55% | 1,551,105,150 60% | 1,582,127,253 65% | 1,613,769,798 70% 1,646,045,194 75% | 1,678,966,098 9
erjadi Genangan (%

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026

VII-61




. sambungan 16/16

R " Kondisi Awal 2021 2022 2023 2024 2025 Akhir RPJMD .
isi/Tujuan/Sasaran/Program " . . ondisi Awal enanggun;
Kode Pemjbangunan o Indikator kinerja Satuan RPIMD 2020 i
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) () (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Gedung .
Program Penataan f;“e";'j‘n"gByZ”n%”{;?Sangun 5 10 10 15 17 17 Dinas PU &
Tata Ruang
Bangunan Gedung (Gedung) Gedung Gedung 273,145,650 Gedung 278,608,563 Gedung 284,180,734 Gedung 289,864,349 Gedung 295,661,636|
Persentase Panjang %
Jalan Kabupaten dan Dinas PU &
Program Jembatan kondisi Baik 9 9 9 0 0 0 Tata Ruang
Penyelenggaraan Jalan | i UNC P Toe) 65% 71% | 60,256,545,1200 4% |  61,461,676,022) 77% | 62,690,009,543 ~ 80% 63,944,727,734 ~ 83% |  65223,622,288
Proporsi rumah tangga % Dinas
yang memiliki akses Perumahan,
Program Kawasan terhadap hunian yang Pemukiman
Permukiman layak dan terjangkau 83% 86% 2,541,746,160 90% 2,592,581,083 93% 2,644,432,705 95% 2,697,321,359 97% 2,751,267,786) Dan
(%) Pertanahan
. Menjadikan kota dan % Dinas
Erogram Pegmgkatel\jn permukiman inklusif, Ezwk?m{
imialoiiiy r(f,;r;i) an zg:gi;ﬁjt%g#r(‘a/ga” 83% 86% 1527,589,740,  90% 1558,141,535  93% 1,589,304,365  95% 1,621,090453 9% 1,653,512,262 Dan
Pertanahan
Dinas
Program Pengadaan Peningkatan % Perumahan,
Tanah untuk Penggunaan Tanah 129,422,547 619,000,998 10| 134,651,218 15 137,344,242 20 140,091,127|  Pemukiman
Kepentingan Umum Untuk Kebutuhan Umum Dan
Pertanahan
Dinas
Program Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Perumahan,
Sengketa Tanah Sengketa Tanah Ha 10 292,188,362 20 298,466,264 30 304,884,643 40 311,446,819 50 318,156,200 Pemukiman
Garapan Garapan Dan
Pertanahan
Program Penyelesaian Peningkatan o Pergm:ﬁan,
Ganti Kerugiann dan Penyelesaian Ganti Rugi % 10 127,087,308 20 129,629,054 30 132,221,635 40 134,866,068 50 137,563,389 Pemukiman
Santunan Tanah untuk dan Santunan Tanah Dan
Pembangunan Untuk Pembangunan Pertanahan
Dinas
Program Survey, Peningkatan Luas Perumahan,
Pengukuran dan Pengukuran dan % 10 45,827,692 20 46,744,246 30 47,679,131 40 48,632,714 50 49,605,368 Pemukiman
Pemetaan Pemetaan Tanah Dan
Pertanahan
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah
dan indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel Penetapan
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 pada
tabel berikut ini:
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Tabel 8.1.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026

Kondisi Kinerja Periode RPJMD

Kondisi Akhir RPIMD

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Target Target Target Target Target
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pertumbuhan PDRB (%) -0,97 3,6 5,4 5,7 5,8 6,2
Laju Inflasr (%) 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27
PDRB Perkapita (Juta/Kapita/ Tahun) 76,83 26,90 27,30 28,30 28,60 28,90
ASPEK PECAYANAN UMUM
. ngka rata-rafa lama sekolah (Tahun \ \ \ , \ \
1.2 | Persentase siswa Jenjang TK/RA/Penitipan Anak (%) 65 65 67,5 70 725 75
1.3 Persentase penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (o) 100 100 100 100 100 100
1.4 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI %) 0,50 0,50 0,47 0,45 0,43 0,40
1.5 | Angka Putus Sekolah SMP/ MTs (%) 0,65 0,65 0,63 0,60 0,57 0,55
1.6 | Angka Kelulusan (AL) SD/ MT (%) 100 100 100 100 100 100
T.7 | Angka Kelulusan (AL) SMP7 MTS (%) 100 100 100 100 T00 100
1.8 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MT (%) 100 100 100 100 100 100
1.9 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) 100 100 100 100 100 100
1.10] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%) 100 100 100 100 100 100
T.IT| AngKa Partisipast Murni (APM) SD7 MT7 Paket A (%) 100 100 100 100 100 100
1.12] Angka Paartisipasi Murni (APM)SMP/MTs/ Paket B (%) 100 100 100 100 100 100
1.13] Guru yang memenuhni Kualifikasi S1 /7 D-IV (%) 97,5 97,5 97,1 98,0 98,2 98,5
1.14| Persentase peningkatan Indeks Reformasi Dinas 65,0 65,0 675 70,0 72,5 75,0
Pendidikan dan Kebudayaan
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Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
. . L Target Target Target Target Target
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja 9 g g g g RPIMD
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.1 | Persentase Posyandu Aktif (%) 100 100 100 100 100 100
2.2 | Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,1 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5
2.3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesahatan yang 80 80 85 90 100 100
' memiliki kompetensi kebidanan (%)
2.4 | Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization 95,00 95,00 100 100 100 100
(Uch (%)
2.5 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%) 100 100 100 100 100 100
2.6 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100 100 100 100 100 100
TBC BTA (%)
2.7 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%) 100 100 100 100 100 100
2.8 Co/a)kupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 50 50 70 80 90 100
0
2.9 | Cakupan kunjungan bayi (%) 90,00 95 100 100 100 100
2.10| Klasifikasi RSUD c C C C C C
2.11| Standar Akreditasi RSUD Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
2.12| Cakupan pelayanan anak balita (%) 80 80 90 100 100 100
2.13| Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan 9 9 11 13 15 17
Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi
2 14| Persentase Balita diimbang berat DS 58 58 60 70 80 90
2.15| Cakupan penduduk usia 15-29 tahun mendapatkan skrining 58 60 70 80 90 100
' kesehatan sesuai standar (%)
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No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dalam kondisi mantap

Kondisi Kinerja Periode RPIMD Kondisi Akhir
Target Target Target Target Target RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026

!! Iersentase jalan !an Jem!atan yang men !u!ung!an pusat- !!!! !!l! !!ll !!!! !!l! !!!l

1

1

’

3.2 | Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) 79 79 12,0 16,2 20,5 24,9

3.3 | Cakupan Pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan 90 90 925 95 97,5 100
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)

3.4 | Ruang Terbuka Hijau per satuan Tuas wilayah ber 58,33 58,65 59 59,33 59,65 60
HPL/HGB (%)

35 Caku%an rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air 10 10 20 30 40 50
limbah domestik (%)q

3.6 | Rumah Tangga pengguna air bersih (%) 50 50 55 60 65 70

3.7 _Caku%an rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air 10 10 20 30 40 50
limbah domestik (%)

3.8 | Pengelolaan persampahan 9%) 30 30 40 45 50 55

i !'”9 !“”ga” emu !'ma” l”m“ II"! 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33 0,30

... bersambung

42 | Rumah Layak Huni (%) 52,50 52,00 51,50 51,00 50,50 50,00

4.3 [ Luas pengukuran dan pemetaan tanan (%) 30 30 50 70 90 100

4.4~ Bangunan gedung Negara yang terdaftar (%) 5 6 7 8 9 10

45 | Penyelesaian sengketa tanah Garapan (%) 10 10 20 30 40 50

4.6 | Penggunaan tanah untuk kebutuhan publik (%) 5 5 10 10 15 20

4.7 | Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan 10 10 20 30 40 50
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No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
Target Target Target Target Target RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026

!! mg!al penyelesaian gangguan |ran||!um yang !apa| !lse esa|!an l! I! |! I! I! I!

(orang

panti rehabilitasi

(%)

5.2 | PERDA dan PERKADA ditegakkan (%) 60 60 70 80 90 100

5.3 | Persentase Peningkatan Indeks Ketangguhan Daerah (%) 60 60 65 70 75 80

5.4 | Cakupan penduduk yang memperoleh [ayanan pencegahan 50 50 55 60 65 70
dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)5

5.5 | Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan 60 70 75 80 85 90
dan Evakuasi Korban bencana (%)

5.6 | Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pemadam 50 70 80 90 100 100
Kebakaran dan Penyelamatan (%)

5.7 I(Denm katan jumlah aparatur pemadam kebakaran yang profesional 10 17 17 18 20 20
orang

5.8 | Cakupan Wilayah Pence%ahan, Pemadaman dan Penyelamatan 20 25 35 55 75 100
Kebakaran dan Nonkebakaran (Kecamatan)

5.9 | Peningkatan jumlah relawan kebakaran di kecamatan dan desa 25 50 75 100 125 150

!l !um an sarana SOSIa| seperti panti asul an, panti jompo !an ! !ual ! !ual ll !ual !! !ua” !! !ual! !! !ua”

Rasio PMKS dibanding Jumlah Penduduk (%)

7,83

7,73

7,63

7,53

7,43

7,33

Tingkat Kemiskinan (%)

10,6

10,6

10,3

9,9

9,5

9,1
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No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%

Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
Target Target Target Target Target RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026

85

1.2

Jumlah Lokasi bina dan Kelompok Transmigrasi Mandiri (KTM) yang
dikembangkan

anak yang dilaporkan

2

2

2

2

2

!l !ersenlase _enye|esa|an !asus ||n!a! !e!erasan |er|!a!ap perempuan !an lllll !llll lllll |||l| ||ll |||l|

2

2.2

Partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)

39,20

39,40

39,50

39,60

39,80

!l !enmg!atan !a5| pro!u!5| pangan !!ol l! 15 18 20 23 25

40,00

3.2 Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pertanian
3.3 (Sklor_)PoIa Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan 93,9 93,9 94,5 94,8 95,3 96,2
nilai
7.4 (SEIfor P)ola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan 100 100 100 100 100 100
eras
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (indeks) 68,07 68,07 68,36 68,65 68,4 68,94
4.2 | persentase Penanganan Sampah (%) 30 30 35 40 45 50
4.3 | cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) 100 100 100 100 100 100
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Kondisi Kinerja Periode RPIJMD Kondisi Akhir
. . . . Target Target Target Target Target
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja 9 g g 9 9 RPJMD
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
5.1 | Cakupan penerbitan KTP Perekaman KTP elektronik (%) 950 95.2 95.5 95.7 96 962
5.2 | Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%) 65.0 65.0 70 73 75 78
Persentase PKK Aktif (% 100 100 100 100 100 100
6.27| Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produkiif (%) 75 75 77 380 82 85
6.3 | Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%) 70 70 72 75 77 80
6.4 | Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/ Tbou Rumah 60
T.';mgga/PKI?yamggl memiliki standgr kualifikagsi/komjpetensi (‘%) 60 65 0 & 8
6.5 | Jumlah Desa Berkembang (Desa) 260 260 265 270 275 280
6.6 | Jumlah Desa Tertinggal (Desa) 11 11 10 9 8 7
6.7 | Persentase jumlah desa yang memiliki aparatur terampil dan mampu 75 75 80 85 90 95
mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)
6.8 | Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%) 83 85 90 95 98 100
6.9 [ Jumlah Desa Mandiri (Desa) 60 60 65 70 75 80
... bersambung
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No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
Target Target Target Target Target RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026

7.1 ! cpr 60,60 61,90 63,10 64,40 65,60 66,30

72 | MKJP 25,80 26,80 27,81 28,80 29,80 30,80
73 Tingkat Kelahiran Total/TFR (%) 3,07 2,94 2,86 2,80 2,75 2,70
7.4 Meningkatkan kesehatan ber KB (INCPR) 58,10 52, 60,6 61,9 63,1 64,4
75 Menurunkan angka kelahiran pada usia remaja (ASFR) 27,24 27,14 27,04 27 26,96 25,86
7.6 | Unmeet Need 12,28 12,11 11,97 11,84 11,73 11,62
7.7 1 UKP 20 20 20 20 20 20

!! Website Milik Pemerintah Daerah Ada !!a Ada Ada Ada Ada

... bersambung

8.2 [ Jumlah OPD yang telah memiliki Website SKPD 5 S 10 5 20 25

8.3 | sistem Informasi Manajemen Daerah 2 2 2 3 3 4

8.4 | Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada Ada Ada Ada Ada Ada

85 | Buku "PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
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... bersambung

Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
. . . Target Target Target Target Target

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja 9 9 g g g RPJMD

Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3.6 Tersedianya e-statistik sektoral/sistem informasi sektoral - 5 10 15 20 25
8.7 | Tersedianya website desa dan kecamatan per tahun - S 10 15 20 ke%gm
8.8 Integrasi akses internet dengan pemerintah daerah per tahun - 1 kecamatan 2 kecamatan 3'kecamatan | 4 kecamatan 5 kecamatan
8.9 | capaian predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 2,6 2.7 2,8 2,9 34 35

Elektronik (SPBE) “Baik”
8.10 | Pemenuhan layanan informasi dan komunikasi public - 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan
8.11 | Tersedianya tanda tangan elektronik - 2 2 2 2 2
8.12 | Tersedianya relawan teknologi informasi dan komunikasi - 25 50 75 100 125
(Tik)/tahun
9.1 Pembinaan/penilaian kesehatan KSP/USP 10 10 10 10 10 10
9.2 Pertumbuhan Koperasi (%) 35 35 20 45 50 55
9.3 Rasio Koperasi Aktif (%) 50 60 70 80 90 100
9.4 Peningkatan UMKM Mandiri (%) 35 35 40 45 50 55
9.5 Peningkatan KSP/USP (%) 20 30 40 50 60 70
10.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan 89,51 !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!
10.2 | peningkatan nilai realisasi PMDN (%) 85 85 90 95 95 100
10.3 | Penyelesaian izin (%) 100 100 100 100 100 100
10.4 | Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM 45 50 60 70 80 90
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111

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Rasio Kenektivitas Kabupaten

Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
Target Target Target Target Target RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026

25

35

45

55

65

75

11.2

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

15

35

45

55

65

75

12.1. | Jumlah lapangan olahraga 1112 1118 1124 1128 1132 1136
12.2 | Jumlah cabor yang aktif 7 10 11 12 14 16
12.3 | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif 25 28 30 33 34 37

13.1 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali

13.2 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 5 buah 5 buah

14.1 | Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku (%) 100 100 100 100 100 100

14.2 | Rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 3,2 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2
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Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja larget arget arget arget larget RPJMD

Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
T Jumlah Produkst Perikanan Budidaya (Ton) 54.7 55.257 56.257 57.257 58.25 58.257
12 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 8.70 8.800 8.900 8.950 9.050 9.100
I3 Jumlah produks olahan hasil perikanan (ton) 85 90 100 120 135 150
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
21 Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%) 30 30 35 40 15 50
272 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Kegiatan) T T I T T T
23 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan (%) 10 12 14 15 18 20
2.4 Jumlah Tokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 7 2 2 2 2 2
kemitraan mitra masyarakat
25 Tenaga Kerja di sektor pariwisata yang bersertifikasi (%) 8,35 9 10 10,5 1T 115
3. Urusan Pemeriniahan Bidang Pertanian
3.1 Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan A Ada Ada Ada Ada Ada
32 Jumiah Cadangan Pangan (Bulan) 8 8 8 8 9 9
33 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan ) 93,9 94,5 94,8 95,3 96,2
34 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan T 100 100 100 100 100
35 Peningkatan Jumiah Populasi Ternak Sapi Mefaiu 7500 10,000 10,000 10,000 10,00 10,000
36 Peningkatan Jumiah Produksi Daging (ton) 1,16 1,204,74 1,240,88 1,240,7 1,240 1,278.1
37 Peningkatan Jumiah Produksi Telur (ton) 2,50 2,584,472 Z,661,95 2,748 2,824 2,908,7
38 Jumlah Hewan yang diperiksa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit
39 Jumlah Hewan yang telah dr Vaksin (eKor) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
... bersambung
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Kondisi Kinerja Periode RPJMD Kondisi Akhir
. . . . Target Target Target Target Target RPJIJMD
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja g g g 9 9 J
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026

UNSUR PENDUKUNG
1 Persentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 99 99 99 99 99 100
2 | Perentase kualitas layanan sekretariat DPRD dan akuntabilitas kinerja sekretariat 98 99 99 99 99 100

DPRD
3 Nilar LAKTP B B B BB BB BB
4 Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan 6 6 8 10 12 14

Layanan Masyarakat
5 Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan 6

Layanan Masyarakat P 6 8 10 12 14

Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 100 100 100 100 100 100
7 Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan [§] 6 ) 10 12 14

Layanan Masyarakat

UNSUR PENUNJANG
I Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Z Ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Ketersediaan RKPD yang telah ditefapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
74| Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%) 100 100 100 100 100 100
5 Persentase implementasi rencana Kelitbangan 65 67 69 71 73 75
6 Persentase pemenfaatan hasil Kelitbangan 50 55 60 65 70 75
7 Opini Pengelolaan Keuangan WDP WDP WDP WTP WTP WTP
8 Ketersediaan Manajemen asset Ada Ada Ada Ada Ada Ada
9 Ketersediaan Manajemen Kas Ada Ada Ada Ada Ada Ada
10 | Mobilisasi pendapatan (%) 100 100 100 100 100 100
TT | EKSekusi anggaran (%) 100 100 100 100 100 100
17 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatinan formal 1z 18 19 22 27 32
13 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuil pendidikan dan pelatihan formal 36 28,07 24,1 17,4 15,3 14,9
T4 | Jumlan jabatan pimpinan tnggl pada instansi pemerintan 70 70 70 40 40 70
15 | Jumlahjabatan adminisirasi pada instansi pemeriniah 195 195 195 195 195 195

... bersambung
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... sambungan 12/12

Kondisi Kinerja Periode RPIMD Kondisi Akhir
. . . . larget Target Target Target Target
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja g g g g 9 RPJMD
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026

UNSUR PENGAWASAN

1 | Level Maturitas SPIP (Skala) 4 4 4 4 4 5

7 [ LevelKapabilitas APIP (SKala) 3 3 3 g 7 5

3 Indeks capalan penilaian reformasi birokrasi C B BB A A A

4 | Capaian nilai monitoring center for prevention (MCP) dari 76,62 76,62 77 78 78,5 79
KPK (%)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

T | Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) 12 12 12 12 12 12

2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan) 26 26 26 26 26 26

3~ [ CaKupan peningkatan partisipasl pemilin pada pemiu (%) - - - 12 - -
ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. |Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

T.I | Peningkatan eKspor (%) 30 30 35 40 75 50

2. |Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

2.1 | Pertumbuhan industri (%) 35 35 40 45 50 55

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 VIII-13







BAB IX
PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026
merupakan dokumen strategis bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke
depan sebagaimana RPJMD induk yang disusun sebelumnya. Dokumen ini tetap
menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan memadukan
tahapan pembangunan jangka panjang daerah serta menyelaraskan kebijakan
pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai
tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai
pihak serta pemangku kepentingan dicerminkan dalam dokumen perubahan
RPJMD. Karenanya dokumen perubahan ini menjadi panduan bagi Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam sisa
waktu periodesasi 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi,
kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan
dalam pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar
mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;

2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar
melaksanakan program-program yang tercantum di dalam dokumen
Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Konawe Selatan
agar menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-

2026;
4. Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus
mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
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Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan Perubahan RPJMD Konawe Selatan Tahun 2021-2026, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki
tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah,
bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam implementasi
Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

PERUBAHAN RPJMD KAB. KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026 IX-2



	PERDA NO.1 TAHUN 2024.pdf (p.1-4)
	RPJMD-PERUBAHAN KONSEL TAHUN 2021-2026.pdf (p.5-207)
	SAMPUL P-RPJMD.pdf (p.1)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.2)
	PERDA.pdf (p.3-6)
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)

	DAFTAR ISI REVISI P RPJMDD.pdf (p.7-13)
	BAB I Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.14-29)
	BAB II Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.30-57)
	BAB III Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.58-74)
	BAB IV Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.75-103)
	BAB V Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.104-111)
	BAB VI Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.112-122)
	BAB VII Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.123-187)
	BAB VIII Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.188-201)
	BAB IX Revisi RPJMD Konsel.pdf (p.202-203)


